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BUPATI Tl!J"BAN 
i 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUJ!>ATI TUBAN 

NOMOR 4 TAfHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN 

TAHUN ANGG~ 2021 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI WBAN, 

bahwa sebagai pelaksat{aan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 

huruff Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan I Daerah, maka dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
I 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Penyusunan dan Pelaks!maan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Toban Tahun Anggaran 2021; 
i 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah Kabupaten di Jt>jawa Timur {Berl.ta Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 ). sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undai\g Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wila-l'ah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah 

Kota Besar Dala.m. Lingkunga Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat 
I 

dan Daerah Istimewa Jogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
' 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
' 

Keuangan Negara (Lelnbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor j47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nqmor 4286); 



3. Undang-Undang 
Perbendaharaan 
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Nqmor 
' Negara 

1 Tahun 2004 tentang 
Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2oq4 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nolnor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Penge\olaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lelnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor , 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Notnor 25 Tahun 2004 Sistem 
' Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T1iliun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Repµblik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nolnor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan P'c"8-turan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 1 
Nomor 82, Tambalian Lembaran Negara Republik 

' Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentuka11. Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 639~); 

' 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndcinesia Nomor 5589), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakbir dengan 
Undang-Undang Nolnor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerir\tahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 'l'.ahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Non/or 10 Tahun 2020 tentang Bea 
Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

' 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 657 ~); 

9. Peraturan Pemerintall Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan filan Kinerja lnstansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
' Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi , Pemerintahan (Lembaran Negara 

' Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
I 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 1 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nbmor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan : Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20117 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

' Negara Republik lndonesia Nomor 6041); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuani\an Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Re~ublik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden _Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

' 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Menteri D>)lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukah Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah 4iubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tenthng Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

' Nomor 157); I 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa (Lembaran Negara Republik 

' Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teltnis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

MEMUTUSKAN: 
i 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TElNTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABtjPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 
2021. 
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Pasal 1 

Dengan Peraturan Bupati ditetapkan Pedoman Penyusunan 

dan Pelaksanaan Anggank Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tuban Tah1i'n Anggaran 2021 sebagaimana 
tercantum dalam lampi,ran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

! Pasal 2 

Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanjai Daerah Kabupaten Tuban Tahun 
Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

merupakan pedoman [bagi Perangkat Daerah dalam 
melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021. 

i Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturani Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. 

' 

Ditetapkan di Tuban 
pada tanggal 2 Maret 2021 

BUPAT BAN, 

/ 

H. FAT I.; UDA 

Diundangkan di Tu ban 
pada tanggal 2 Maret 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TUBAN, 

BU&;ANA 

BERJTA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI A NOMOR .. 4 .... 



--- ------------------,--------

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 4 TAHUN 2021 
TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN 
' PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN TUBAN 

A. Latar Belakang 

' fAHUN ANGGARAN 2021. 

BABl 
PENDAHULUAN 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 fahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Pemerintah KabJpaten Tuban menyusun kebijakan 
I 

tentang Pedoman Penyusunan dan felaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Tul:ian Tahun Anggaran 2021 sebagai 

dasar pelaksanaan Anggaran Pehdapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 agar dikelola secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas 
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bj.lpati ini adalah sebagai pedoman 

bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Anggaran 

::::::uu;,::;u::::a ~=~=+.:gg::::
1 

·Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Tuban :i'ahun Anggaran 2021 bertujuan 
untuk: 

1. untuk memastikan proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

2. sebagai pedoman bagi pengelola anggaran dalam 
mengimplementasikan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan 
keuangan daerah baik pada tingli:at Satuan Kerja Perangkat Daerah 

. ' maupun Satuan Kel]a Pengelola Keuangan Daerah; 
; 

3. untuk menjamin kepastian ljukum bahwa 
' pelaksanaan Anggaran Pendl'patan dan 

dilaksanakan secara konsisten; 1 

penyusunan dan 
Belanja Daerah 
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4. untuk memastikan bahwa semw4 pengeluaran dan penerimaan kas 
telah dijustifikasi, diotorisasi dan! disetujui sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

5. untuk menetapkan pengendalian dan menjamin kepatuhan terhadap 

batas otoritas untuk semua ~ngeluaran dan penerimaan kas 
c1aerah; I 

6. untuk memudahkan bagi pel~sana dalam penyusunan dan 
pelaksanaan Anggaran Pendap.ltan dan Belanja Daerah sesuai 
dengan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas serta 
transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan 

7. untuk memudahkan bagi pengelola dan pelaksanaan anggaran 
dalam menjaga tertib administry:l.si dan disiplin anggaran sesuai 

' peraturan keuangan daerah; ' 

C. Sistematika 

Pedoman ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai 
berikut: 
Bab I 
Bab II 
Bab III 
BabIV 
BabV 

Bab VJ 
Bab VII 
Bab VIII 

Pendahuluan i 

Azas Umum Pengelolaan Keiangan Daerah 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Penyusunan dan Pelaksanaan APBD 
Penatausahaan Keuangan Daerah 

Pelaksanaan Pengadaan Brufang/Jasa 
Administrasi Pengelolaan Bdrang Milik Daerah 
Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan 
Kegiatan 

BABII 

Kegiatan/Sub 

AZ,AS UMUM PENGEW~ KEUANGAN DAERAH 
i 

Azas Umum dalam Pengelolaan Keuangat\. Daerah adalah: 

a. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa 
untuk masyarakat, serta 
perundang- undangan. 

b. Secara tertib adalah bahwa 

keadilan, kepatutan, manfaat 
taat I pada ketentuan peraturan 

keuangan daerah dikelola secara tepat 
waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Efisien adalah pencapaian kelufll<U1. 
masukan tertentu atau penggun)um 
mencapai keluaran tertentu. 

yang maksimum 
masukan terendah 

dengan 
untuk 

d. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas 
tertentu pada tingkat harga yang tere11dah. 
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e. Efektif adalah pencapaian Hasil PrQgram dengan Sasaran yang telah 
ditetapkan, yaitu dengan cara ~embandingkan Keluaran dengan 
Hasil. 

f. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi 
seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 

g. Bertanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau 
satuan Kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan 
pengendalian sumber daya dan' pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan. 

h. Keadilan adalah keseimbangan , distribusi kewenangan dan 
pendanaannya. 

i. Kepatutan adalah tindakan atau su,t<tu sikap yang dilakukan dengan 
wajar dan proporsional. 

j. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan 
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

k. Taat pada ketentuan petaturan perundang-undangan 
adalah Pengelolaan Keuangan It>aerah harus sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-uJdangan. 

' 

BAB III 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

A. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Bupati selaku pemegang kekuasaan lpengelolaan keuangan daerah dan 
' 

mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan mempunyai kewenangan: 
1. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

2. mengajukan rancangan Perd.a fentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama; 

3. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 
perubahan APBD, dan . rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaijn APBD yang telah mendapat 
persetujuan bersama DPRD; · 

4. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 
5. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yapg sangat dibutuhkan oleh Daerah 
dan / a tau masyarakat; 
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6. menetapkan kebijakan pengelolaab APBD; 
7. menetapkan KPA; 

8. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendabara Pengeluaran 
serta Bendahara Penerimaan P~mbantu, Bendahara Pengeluaran 
Pembantu, Bendabara Dana Kl.pitasi/JKN, Bendabara Bantuan 
Operasional Sekolab, Bendabara ! BLUD, Bendabara Unit Organisasi 
Bersifat Khusus dan/atau Bendabara Khusus Lainnya yang 
diarnanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan; 

9. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak 
daerab dan retribusi daerab; ! 

10. menetapkan pejabat yang bertu~as melakukan pengelolaan Utang 
dan Piutang Daerab; 

11. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 
tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

12. menetapkan pejabat lainnyJ dalam rangka Pengelolaan 
' Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;dan 

13. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. : 

Selaku pemegang kekuasaan pengl,iolaan 
melimpabkan sebagian atau seluruh 

keuangan daerah, Bupati 
kekuasaannya, berupa 

perencanaan, penganggaran, pelaks8.Ilaan, penatausahaan, pelaporan 
dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerab kepada 
Pejabat Perangkat Daerab yaitu: 

; 
a. Sekretaris Daerab selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerab; 
b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerab (SKPKD) selaku 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerab (PPKD); dan 
c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA). 

Bupati melimpabkan sebagian atap. seluruh kekuasaannya dengan 
' memperhatikan sistem pengendaliah internal yang didasarkan pada 

prinsip pemisaban kewenangan antara yang memerintahkan (otorisator), 
menguji (ordonatur), dan menerima atau mengeluarkan uang (komtabel). 
Memerintahkan merupakan fungsi o~risator yang melakukan tindakan 

yang berakibat pada pengeluaran fang daerab. Menguji merupakan 
fungsi ordonatur dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian atas 
pengeluaran uang daerah. Menerima atau mengeluarkan uang 
merupakan fungsi komtabel dalam melakukan penerimaan dan 
pengeluaran uang. 

B. Koordinator Pengelolaan Keuangan oelerab. 

Sekretaris Daerab selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerab 
mempunyai tugas: 

1. koordinasi dalam pengelolaan keu1'll'gan daerab; 
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2. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan 
perubahan APBD, dan rancanga,j. pertanggungjawaban pelaksanaan 

' 
APBD; 

3. koordinasi penyiapan pedoman p1laksanaan APBD; 
4. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; 
5. koordinasi pelaksanaan 

keuangan daerah sesuai 
undangan;dan 

6. memimpin TAPD. 

tugas ; lainnya di bidang pengelolaan 
' dengan ketentuan peraturan perundang-

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah, paling sedikit meliputi: 
a. koordinasi dalam 

keuangan daerah; 

' penyusunan Sistem dan prosedur pengelolaan 

b. koordinasi dalam penyusunan ' kebijakan akuntansi Pemerintah 
Daerah; dan 

c. koordinasi dalam penyusunan! laporan keuangan Pemerintah 
Daerah. 

Koordinator Pengelolaan Keuangan ol..erah da1am pelaksanaan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Bupati. 

Koordinator da1am pengelolaan keJangan daerah merupakan terkait 

dengan peran dan fungsi sekretaris' daerah membantu Kepala Daerah 
dalam menyusun kebijakan dan rilengoordinasikan penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Daerah termasµk Pengelolaan Keuangan Daerah. 

C. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. ' 

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 

1. menyusun dan melaksanakan 1kebijakan pengelolaan keuangan 
daerah; . 

2. menyusun rancangan Perda tenta!ng APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

3. melaksanakan pemungutan pen9-apatan daerah yang telah diatur 
dalam Perda; 

4. melaksanakan fungsi BUD; dan 

5. melaksanakan tugas lainnya se~uai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

' 2. mengesahkan DPA-SKPD; 

3. melakukan pengendalian pelaksa,j.aan APBD; 

4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah; 

5. melaksanakan pemungutan pajakl daerah; 
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6. menetapkan anggaran kas dan 81:'D; 

7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas 
nama pemerintah daerah; 

8. melaksanakan sistem akuntansi !an pelaporan keuangan daerah; 
9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 

10. melakukan pencatatan dan p9ngesahan dalam ha! penerimaan 

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, yang tidak dilakukan melalui RKUD. 
' PPKD dalam melaksanakan fungsihya selaku BUD juga berwenang 

untuk: 

1. mengelola investasi; 
2. menetapkan anggaran kas; 

3. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; 
4. membuka Rekening Kas umum daerah (RKUD); 

5. membuka rekening penerimaan; 
6. membuka rekening pengeluaran; ~an 

7. menyusun Laporan Keuangan yang merupakan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD. 

D. Kuasa BUD. 

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada 

Bupati untuk ditetapkan sebagai i{uasa BUD dan ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

Kuasa BUD mempunyai tugas: 

1. menyiapkan anggaran kas; 

2. menyiapkan SPD; 

3. menerbitkan SP2D; 

4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/ atau lembaga keuangail lainnya yang telah ditunjuk; 
' 5. mengusahakan dan mengatur' dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 

6. menyimpan uang daerah; 

7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ 
menatausahakan investasi; 

' 8. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban 
APBD; 

9. melaksanakan pemberian pinja.J.an daerah atas nama Pemerintah 
Daerah; 

10. melakukan pengelolaan utang dajl piutang daerah; dan 
11. melakukan penagihan piutang ctabrah. 

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD 111empunyai tugas: 
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1. menyiapkan anggaran kas di!Jukan dengan menghimpun dan 

menguji anggaran kas yang disusµn Kepala SKPD untuk ditetapkan 
oleh BUD; i 

2. melakukan penyisihan piutang ! tidak tertagih dalam mengelola 
piutang menatausahakan penyi~ihan dana bergulir yang tidak 
tertagih atas investasi; dan 

3. menyiapkan dokumen pengesahah dan pencatatan penerimaan dan 
' pengeluaran yang tidak melalui RKUD. 

Kuasa BUD bertanggung jawab kepa!la PPKD selaku BUD. Kuasa BUD 
bertanggungjawab secara fungsional tlan secara administratif. 
Bupati atas usu! BUD dapat menetap~ lebih dari I (satu) Kuasa BUD 
di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan jumlah uang yang dikelola, 
beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

Dalam ha! Kuasa BUD berhalangab melebihi 2 (dua) hari sampai 
selama-lamanya 1 (satu) bulan, Kuasa BUD menunjuk pejabat yang 
diberi wewenang untuk menandatapgani SP2D dengan diberi Surat 
Kuasa BUD serta diketahui oleh BUD. 

E. Pengguna Anggaran. 

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati mempunyai tugas: I 
1. menyusun RKA-SKPD dan/atau Perubahan RKA-SKPD; 

2. menyusun DPA-SKPD dan/atau Ptrubahan DPA-SKPD; 
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja dan/atau pengelµaran pembiayaan; 
4. melaksanakan anggaran SKPD yartg dipimpinnya; 
5. melakukan pengujian atas tagihaq dan memerintahkan pembayaran; 
6. melaksanakan pemungutan retribhsi daerah; 

7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 
batas anggaran yang telah ditetaphn; 

8. menandatangani SPM; dan 

9. mengelola utang dan piutang da9"811 yang menjadi tanggung jawab 
SKPD yang dipimpinnya yaitu utang dan piutang daerah yang 

merupakan akibat yang ditimbu1kan dari pelaksanaan DPA-SKPD 
dan/atau Perubahan DPA-SKPo' Mengelola utang yang menjadi 
kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat: 

' a. pekerjaan yang telah selesai p8.da ta.hun anggaran sebelumnya; 
b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia 

barang/jasa menyelesaikan pej{erjaan sehingga melampaui tahun 
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; dan 
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d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus 

dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya 

kewajiban tersebut sesuai, dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Mengelola piutang daerah, yang menjadi hak daerah sebagai akibat: 
a. perjanjian atau perikatan; 

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; dan 

d. piutang Jainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundari.g-undangan. 

10. menyusun dan menyampaikan ! laporan keuangan SKPD yang 
dipimpinnya; 

11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

12. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 

13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 
' 14. melaksanakan tugas lainnya seSuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Selain tugas kepala SKPD selaku PA ihempunyai tugas Jainnya, meliputi: 

I. menyusun anggaran kas SKPD; 

2. melaksanakan pemungutan Jain-Jain pendapatan asli daerah; 

3. menyusun dokumen Naskah Perjlinjian Hibah Daerah (NPHD); 
4. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 

5. menyusun dokumen perminta,Jn pengesahan pendapatan dan 

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-1,1.ndangan tidak dilakukan melalui 

Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 

pengesahan Penerimaan dan Peng¢1uaran Daerah tersebut; dan 

6. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, 
meliputi: 

I. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan 

belanja atas penerimaan dan petigeluaran daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

2. menandatangani dokumen Naskali Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 
3. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 

i 
4. menetapkan pejabat Jainnya dalaln SKPD yang dipimpinnya dalam 

rangka pengelolaan keuangan daetah; dan 
! 
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' 5. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu 
Bendahara Pengeluaran dan P~mbantu Bendahara Pengeluaran 
Pembantu sesuai ketentuan perat~ran perundang-undangan. 

Pelaksanaan tugas PA dapat dilakukain secara elektronik . 
• 

Dalam ha! mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 
untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai 
Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu 

oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas 
pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan 

• 

peraturan perundang-undangan. 
1 

Dalam ha! terjadi kekosongan PA iatau PA berhalangan sementara, 
pejabat yang menerima perintah tu~as dari Bupati sebagai pelaksana 

tugas (Pit) atau pelaksana harian (il>Ih) bertindak selaku PA. Perintah 
' tugas berkenaan ditetapkan dalam Sl\rat Keputusan Bupati. 

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
kepada Bupati melalui Sekretaris oaJrah. 

F. Kuasa Pengguna Anggaran. 
i 

PA dapat melimpahkan sebagian k¢wenangannya kepada kepala Unit 

SKPD selaku KPA berdasarkan !pertimbangan besaran anggaran 

kegiatan/ sub kegiatan, lokasi, dan/ atau rentang kendali. 

I. Pertimbangan besaran anggaran ! kegiatan/ sub kegiatan, dilakukan 
oleh SKPD yang mengelola besar;im anggaran kegiatan/ sub kegiatan 
yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati; 

I 
2. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap 

SKPD yang membentuk cabang dinas, Unit Pelaksana Teknis 

Daerah, dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

1 

3. Pelimpahan sebagian kewenangah ditetapkan oleh Bupati atas usu! 
kepala SKPD. 

Pelimpahan sebagian kewenangan sel,agaimana pada angka 3, meliputi: 

I. melakukan tindakan yang mengjtk;batkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja; , 

I 
2. melaksanakan anggaran Unit SK!i'D yang dipimpinnya; 
3. melakukan pengujian atas tagihab dan memerintahkan pembayaran; 
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 
5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjad.i tanggung jawabnya; 
dan 
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7. melaksanakan tugas KPA Jailinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

PA juga dapat melimpahkan seba · kewenangan Iainnya meliputi: 

1. pelimpahan atas pengeluaran pembiayaan dan melaksanakan 
pemungutan pendapatan daerah · nya; 

2. Dalam hal kewenangan pemunJtan pajak daerah dipisahkan dari 
kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya 
memungut pajak daerah kepada KPA; 

3. Dalam hal PA me!impahkaan seJ:iagian kewenangannya kepada Unit 
SKPD selaku KPA, KPA menandat\,ngani SPM-TU dan SPM-LS; 

4. Dalam hal mengadakan ikatan Jntuk pengadaan barang dan jasa, 

KPA bertindak sebagai Mabat l,embuat komitmen sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-+ndangan; dan 
5. KPA yang merangkap sebagai PP!( dapat dibantu oleh pegawai yang 

memiliki kompetensi sesuai denkan bidang tugas pejabat pembuat 
komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Dalam hal terjadi kekosongan ; KPA atau KPA berhalangan 

tetap/sementara sesuai ketentuan !pemdang-undangan, PA bertugas 
' untuk mengambil alih pelimpall,tj, sebagian tugasnya yang telah 

diserahkan kepada Kepala Unit SKPd selaku KPA. 

KPA bertanggungjawab kepada PA ats pelaksanaan tugasnya. 

G. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan 
pejabat pada SKPD /Unit SKPD selaku PPTK. 
PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 
Dalam ha! membantu tugas PA, Pl'rJ'K pada SKPD bertanggung jawab 
kepada PA. 

Dalam membantu tugas KPA, PPTK fada Unit SKPD bertanggung jawab 
kepada KPA. i 

Togas PPTK dalam membantu tugas clan wewenang PA/KPA, meliputi: 
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis 

kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD; 
2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas 

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan 

3. melaksanakan pengadaan barant/iasa pada kegiatan/sub kegiatan 
SKPD/Unit SKPD sesuai ketentup.ll peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai pengadl).an barang/jasa. 

Togas mengendalikan dan melaporlGjn pelaksanaan teknis kegiatan/ sub 
kegiatan meliputi: · 

1. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; 
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2. memonitoring dan evaluasi pelak~anaan kegiatan/sub kegiatan; dan 

3. melaporkan perkembangan pelft1<sanaan kegiatan/ sub kegiatan 

kepada PA/KPA. 
Togas menyiapkan dokumen dalam l:angka pelaksanaan anggaran atas 

' 
beban pengeluaran pelaksanaan kegi4,tan/sub kegiatan meliputi: 
I. menyiapkan laporan kinerja pelal<tsanaan kegiatan/ sub kegiatan; 
2. menyiapkan dokumen adminisj:rasi terkait dengan persyaratan 

pembayaran yang ditetapkan danldasar hukum pelaksanaan; dan 

3. menyimpan dokumen adnrinistrahl yang terkait dengan persyaratan 

pembayaran yang ditetapkan. . 
Togas melaksanakan kegiatan/sub! kegiatan pengadaan barang/jasa 
sesuai dengan ketentuan peraJ,ran perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pengadaan ~/jasa. 
Penetapan PPTK berdasarkan 'mbangan kompetensi jabatan, 

besaran anggaran sub kegiatan, be, kerja, lokasi, rentang kendali, 
dan / a tau pertimbangan objektif lairuj.ya. 

' Pertimbangan penetapan PPTK didaiiarkan atas pelaksanaan tugas dan 
fu 

. I 
ngsmya. I 

PPTK merupakan Pegawai ASN yapg menduduki jabatan struktural 

sesuai dengan tugas dan fungsiny~. Pegawai ASN yang menduduki 

jabatan struktural serta memiliki kemampuan manajerial dan 
berintegritas. 

Dalam hal PA melimpabkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN 
yang menduduki jabatan struktural jmerupakan pejabat satu tingkat di 
bawah kepala SKPD selaku PA j dan/atau memiliki kemampuan 
manajerial dan berintegritas. i 

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum. 
Pejabat fungsional umum yang ditunjuk sebagai PPTK harus memenuhi 
kriteria: 
a. memiliki golongan minimal 11/d; i 

' b. memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun; 
c. memilild kemampuan manajerial; 
d. memiliki integritas; dan 
e. tidak dalam masa hukuman skorsing. 

Dalam hal suatu kegiatan/sub ikegiatan fisik konstruksi, yang 
didalamnya terdiri atas beberapa paj<et pekerjaan maka dapat ditunjuk 
lebih dari I (satu) orang PPTK atasi suatu kegiatan/ sub kegiatan fisik 
konstruksiberkenaan. 
Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, PA/KPA menunjuk pejabat struktural 
lain/pejabat fungsional umum untu~ melaksanakan tugas selaku PPTK. 
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' 
Perintah tugas berkenaan ditetapkan 6a1am Surat Penunjukkan. 
Kepala SKPD atas usul PPfK dapat ,\ienetapkan pegawai yang bertugas 

membantu PPfK untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 
kegiatan/sub kegiatan. Pegawai yang bertugas membantu PPfK, dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggun~ jawab kepada PPfK. Pegawai yang 
bertugas membantu PPfK disebut Pembantu PPfK. Pembantu PPfK 

dapat ditunjuk dari Pegawai Non ASNl 
i 

H. Pejabat Penatausahaan Keuangan sat!uan Kerja Perangkat Daerah. 

Kepala SKPD selaku PA menetapkatl. PPK SKPD untuk melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan pada stjo. 
Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 

sesuai ruang lingkup tugas dan wewehang di SKPKD. 
Pada pola pengelolaan keuangan BLUp, PPK SKPD melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD. 
PPK SKPD tidak boleh merangkap kbagai pejabat dan pegawai yang 
bertugas melakukan pemungutan p~jak daerah dan retibusi daerah, 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluarah Pembantu/Bendahara lainnya, 

dan/atau PPfK. 
PPK-SKPD melaksanakan penatau~ penerimaan dan pengeluaran 
atas: · 

a. pendapatan daerah; 
b. belanja pegawai; 
c. belanja barang dan jasa; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; 
f. belanja bantuan sosial; dan 
g. belanja modal. 
Dalam ha! PPK-SKPD 

I 

menjalankan 

melaksanakan penatausahaan: 
I 

a. pendapatan daerah; 

b. belanja bunga; 
c. belanja tidak terduga; 

fungsi SKPKD, 

d. belanja transfer (bagi hasil dan bahtuan keuangan); 
e. penerimaan pembiayaan; clan 
f. pengeluaran pembiayaan. 

PPK SKPD 

Dalam ha! PPK SKPD menerapkan j,ola pengelolaan keuangan BLUD, 

PPK SKPD melaksanakan penatausahaan: 
a. pendapatan daerah; 
b. belanja pegawai; 
c. belanja barang dan jasa; 



d. belanja bunga; 

e. belanja su bsidi; 

f. belanja hibah; 
g. belanja bantuan sosial; 
h. belanja modal; 
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i. penerimaan pembiayaan; dan 

j. pengeluaran pembiayaan. 

PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang: 
1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya yang diajui<an oleh Bendahara Pengeluaran; 

2. menyiapkan SPM; 
3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara PengJiuaran; 
4. melaksanakan fungsi akuntansi pl,.da SKPD; dan 

5. menyusun laporan keuangan SKPD. 
I 

Verifikasi merupakan verifikasi sec?ffi administratif yang substantif 

materiil secara dokumen dengan tujubn untuk meneliti kelengkapan dan 

keabsahan. 
Selain melaksanakan tugas dan wewenang, PPK SKPD melaksanakan 

I 
tugas dan wewenang lainnya yaitu: 
1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya yang diaju~ oleh Bendahara Lainnya; 

2. melakukan verifikasi 

pengembalian kelebihan 

Penerimaan; 

surat permintaan pembayaran atas 
' 
' pendapatan daerah dari Bendahara 

3. menerbitkan surat pe,yataan verjfikasi kelengkapan dan keabsahan 

SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 

sebagai dasar penyiapan 8PM; <la.it 
4. menyiapkan Surat Pemindahbukuan atas pengembalian. 
Kepala SKPD dapat menetapkan peg<fwai yang bertugas membantu PPK 

SKPD untuk meningkatkan efektifitas penatausahaan keuangan SKPD. 

Pegawai yang bertugas membantu PPK SKPD dalam melaksanakan: 

1. verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPI!'-TU, dan SPP-LS beserta bukti 
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 

. ' 2. penyiapan draft 8PM; 
3. verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran; , 
4. pelaksanaan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 

5. penyiapan laporan keuangan SKPb. 

I. Pajabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
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Dalam ha! PA melimpahkan seb~an tugasnya kepada KPA, PA 

menetapkan PPK Unit SKPD untuk! melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada Unit SKPD. Peneta~ PPK Unit SKPD didasarkan atas 

pertimbangan: i 

a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan 

Sekretariat Daerah; 

b. rentang kendali dan/ atau lokasi; ~an 

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan 

layanan secara profesional m~lalui pemberian otonomi dalam 
pengelolaan keuangan dan batang milik daerah serta bidang 

kepegawaian sesuai dengan peratlflran perundang-undangan. 

PPK Unit SKPD berlaku juga pada; unit SKPD bersifat khusus yang 

menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. I 

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK 

Unit SKPD untuk meningkatkan ef~ktifitas penatausahaan keuangan 

Unit SKPD. 
Dalam ha! unit SKPD bersifat khus"ils, KPA dapat menetapkan pegawai 

yang bertugas membantu PPK Unit SKPD untuk meningkatkan 

efektifitas penatausahaan keuangan Jnit SKPD. 

PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural dan membidangi fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD. 
I 

PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang: 

1. melakukan verifikasi SPP-TU I dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 

Pembantu; 
2. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS 

yang diajukan oleh Bendahara Peitgeluaran Pembantu; dan 

3. melakukan verifikasi laporan , pertanggungjawaban Bendahara 
' 

Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

Verifikasi dilakukan untuk meneli.ti kelengkapan dan keabsahan 
SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. 
Verifikasi dilakukan untuk meneliti k~lengkapan dan keabsahan laporan 
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 
Selain melaksanakan tugas, PPK Unit SKPD melaksanakan tugas 

lainnya meliputi: 
1. melakukan veriflkasi surat , permintaan 

pengembalian kelebihan pendapatan daerah 
Penerimaan Pembantu/Benc:lahacl. Lainnya; 

pembayaran atas 

dari Bendahara 
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' 2. menerbitkan surat peiyataan verjfikasi kelengkapan dan keabsahan 
SPP-TU dan SPP-LS beserta bujcti kelengkapannya sebagai dasar 

penyiapan 8PM; dan 
3. menyiapkan Surat Perintah MemJ:iayar atas pengembalian. 

' PPK unit SKPD pada unit organisasil bersifat kbusus mempunyai tugas 

meliputi: 

1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 
bukti kelengkapannya yang diajtlkan oleh Bendahara Pengeluaran, 

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Lainnya; 
2. menerbitkan surat peiyataan verlfikasi kelengkapan dan keabsahan 

I • 
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SRP-LS beserta bukti kelengkapannya 

sebagai dasar penyiapan 8PM; 

3. menyiapkan 8PM; 
4. melakukan verifikasi laporan ! pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Lainnya; 
5. melaksanakan fungsi akuntansi ~da unit SKPD kbusus; dan 
6. menyusun laporan keuangan uni~ SKPD khusus. 
Dalam ha! PA tidak menetapkan PPK Unit SKPD, PPK-SKPD melakukan 

tugas: 
!. melakukan verifikasi SPP-TUI dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dan Bendahara Lainnya; 
' 2. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS 

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 

Bendahara Lainnya; dan 
' 3. melakukan verifikasi laporan ' pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 

Bendahara Lainnya. 
Verifikasi merupakan verifikasi secb administratif yang substantif 

materiil secara dokumen. 

J. Bendahara Penerimaan. 
' 

Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas 
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada 
SKPD atas usu! PPKD selaku BUD. 

i 
Bendahara Penerimaan memiliki tuga'.s dan wewenang: 
1. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam 

rangka pelaksanaan anggaran !pendapatan daerah pada SKPD, 
! 

kecuali untuk transaksi secara elektronik; 
2. menatausahakan pendapatan daerah; dan 

' 3. mempertanggungjawabkan pendaj>atan daerah yang diterimanya. 
Selain tugas dan wewenang tersebui:, Bendahara Penerimaan memiliki 
tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu: 
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1. meminta bukti transaksi atas pbndapatan yang diterima langsung 

melalui RKUD; j 
2. melakukan verifikasi dan rekonsµiasi dengan Bank yang ditetapkan 

oleh Bupati; . 
' 3. meneliti kesesuaian antara junhlah uang yang diterima dengan 

jumlah yang telah ditetapkan; I 

4. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah 

yang diterimanya; · 
5. menyiapkan dokumen pembayahm atas pengembalian kelebihan 

! 
pendapatan daerah; 

6. memeriksa kas secara perio«li.ik, juga termasuk melakukan 

pemeriksaan kas yang dikelbla oleh Bendahara Penerimaan 

Pembantu sekurang-kurangnya ~ (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan 

dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan 

7. menerima dokumen bukti transai{si secara elektronik. 
Bendahara Penerimaan bertanggunk jawab secara administratif dan 

fungsional. Bendahara Penerimaan secara administratif bertanggung 

jawab kepada PA. Bendahara Penerin!iaan secara fungsional bertanggung 

jawab kepada PPKD selaku BUD. I 

Pertanggungjawaban secara administratif adalah pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan tugasnya kepada ~A secara substantif materiil secara 

! 

dokumen. I 

Pertanggungjawaban secara fungsional adalah pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD secara formil. 

Kepala SKPD atas usu! Bendahar\,. Penerimaan dapat menetapkan 

pegawai yang bertugas membantil Bendahara Penerimaan untuk 
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Pegawai yang 

bertugas membantu Bendahara Pet:jerimaan melaksanakan tugas dan 

wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala 

SKPD. 
Pegawai yang bertugas membantti Bendahara Penerimaan, dalam 

melaksanakan tugasnya bertanm!ung jawab kepada Bendahara 
Penerimaan. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

disebut Pembantu Bendahara Penerimaan. 
! 

Bendahara Penerimaan dilarang: ; 
1. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan 

penjualan jasa; 
2. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ sub kegiatan pekerjaan 

! 
dan/ atau penjualan jasa; dan 

3. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya 

atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Dalam hal Bendahara Penerimaan befhalangan: 
I. Apabila melebihi 3 (tiga) hari i sampai selama-lamanya 1 (satu) 

bulan, Bendahara Penerimaan oh-sebut wajib memberikan surat 
kuasa kepada pejabat yang qitunjuk oleh Kepala SKPD selaku 
Pengguna Anggaran untuk me)akukan penyetoran dan tugas-

' tugas Bendahara Penerimaan atas tanggung jawab Bendahara 

Penerimaan yang bersangkutan; 
2. Apabila melebihi 1 (satu) bulfil\ sampai selama-lamanya 3 (tiga) 

bulan, harus ditunjuk pejabl..t Bendahara Penerimaan oleh 
Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan diadakan berita acara 

serah terima; dan 
' 3. Apabila Bendahara Penerimaan i sesudah 3 (tiga) bulan belum 

juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang 
bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari 
jabatan sebagai Bendahara Pen~rimaan dan oleh karena itu segera 

diusulkan penggantinya. 

K. Bendahara Penerimaan Pembantu. . 

Dalam hal PA melimpahkan sebaiian kewenangannya kepada KPA, 
Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit 
SKPD yang bersangkutan. Bendahatj,. Penerimaan Pembantu pada unit 
SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD. 

Bendahara Penerimaan Pembantu, memiliki tugas dan wewenang sesuai 
dengan lingkup penugasan yang ditet;,.pkan Bupati. 
Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan, paling sedikit 

meliputi: 
1. menerima, menyimpan dan me:nyetorkan sejumlah uang dalam. 

rangka pelaksanaan anggaran 1pendapatan daerah pada SKPD, 

kecuali untuk transaksi secara elektronik; 
2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung 

melalui RKUD; 

3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan 

oleh Bupati; 
4. meneliti kesesuaian antara junjtlah uang yang diterima dengan 

' 
jumlah yang telah ditetapkan; 

5. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah 

yang diterimanya; dan 

6. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan 

pendapatan daerah. 
Bendahara Penerimaan Pembanru bertanggung jawab secara 

administratif dan fungsional. Bendahara Penerimaan Pembantu secara 

administratif bertanggungjawab kepada KPA. 
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Bendahara Penerimaan Pembantu secara fungsional bertanggung jawab 
! 

kepada PPKD selaku BUD. 
Pertanggungjawaban secara administratif adalah pertanggungjawaban 

' atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA secara substantif materiil secara 
! 

dokumen. 
Bendahara Penerimaan Pembantu b¢rtanggung jawab secara fungsional 

! 
dengan membuat laporan pertanggtj.ngjawaban secara fungsional atas 
penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara 

Penerimaan. 
Bendahara Penerimaan Pembantu dilj,rang: 

1. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan 

penjualan jasa; 
i 

2. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/sub kegiatan pekerjaan 

dan/atau penjualanjasa; dan 
3. menyimpan uang pada suatu bai>k atau lembaga keuangan lainnya 

atas nama pribadi baik secara Janigsung maupun tidak langsung. 

Dalam hal Bendahara Penerimaan Pembantu berhalangan: 

1. Apabila melebihi 3 (tiga) hari ! sampai selama-lamanya 1 (satu) 

bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu tersebut wajib 
memberikan surat kuasa kep~da pejabat yang ditunjuk oleh 
Kepala SKPD selaku Penggu~a Anggaran untuk melakukan 

penyetoran dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan atas tanggung 

jawab Bendahara Penerimaan Pembantu yang bersangkutan; 

2. Apabila melebihi 1 (satu) hula.rt sampai selama-lamanya 3 (tiga) 

bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan Pembantu 

oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan diadakan berita acara 

serah terima; dan 
3. Apabila Bendahara Penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum 

juga dapat melaksanakan ,tugas, maka dianggap yang 

bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari 

jabatan sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu dan oleh karena 

itu segera diusulkan penggantiny8.. 

L. Bendahara Pengeluaran. 

Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau 

pengeluaran pembiayaan pada SKPD. Bupati menetapkan Bendahara 

Pengeluaran atas usu! PPKD selaku BUD. 
Bendahara Pengeluaran memiliki tu~s dan wewenang: 
I. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP 

GU, SPP TU, dan SPP LS; 
2. menerima dan menyimpan UP, GID, dan TU; 
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3. melaksanakan pembayaran dari l.JP, GU, dan TU yang dikelolanya; 

4. menolak perintab bayar dari PA ~ang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; i 

5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada 
I 

PA dan laporan pertanggungjawa"811 secara fungsional kepada BUD 
secara periodik; dan ' 

7. memungut dan menyetorkan lpajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undanganJ Bendahara Pengeluaran sebagai 

wajib pungut pajak penghasii,J, (PPh) dan pajak lainnya, wajib 

menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke Rekening Kas f-!egara pada bank yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan sebagai Tuank persepsi atau pos giro da1am 

jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

Bendahara Pengeluaran secara i fungsional bertanggung jawab 

atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. 
Selain tugas dan wewenang u;rsebut, Bendahara Pengeluaran 

melaksanakan tugas dan wewenang !funnya meliputi: 
1. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati; 

2. memeriksa kas secara periodik, juga termasuk melakukan 

pemeriksaan kas yang dikel'lla oleh Bendahara Pengeluaran 

Pembantu sekurang-kurangnya ~ (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan 

dan dituangkan dalam Betita Acara Pemeriksaan Kas; 

3. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen 

fisik dari bank; 
4. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi 

atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 

5. menyiapkan dolrumen surat 1:anda setoran atas pengembalian 
' 

belanja akibat koreksi atau hasil /,emeriksaan internal dan eksternal; 

dan 
6. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang 

melaksanakan fungsi BUD. 
1 

Kepala SKPD atas usu! Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan 

pegawai yang bertugas membantti. Bendahara Pengeluaran untuk 
meningkatkan efektifitas pengelolaan DPA SKPD. Pegawai yang bertugas 

' membantu Bendahara Pengeluaran, melaksanakan tugas dan wewenang 
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

Pegawai yang bertugas membantu
1 

Bendahara Pengeluaran disebut 

Pembantu Bendahara Pengeluaran. 1Pembantu Bendahara Pengeluaran 

bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran. 



Bendahara Pengeluaran bertanggur/g jawab secara administratif dan 
fungsional. Pertanggungjawaban I secara administratif ya.itu 

pertanggungjawaban atas pelaksan~ tugasnya kepada PA secara 
substantif materiil secara dokum.en. 
fungsional ya.itu pertanggungjawaban 
kepada PPKD selaku BUD secara formil. 
Bendahara Pengeluaran dilarang: 

Pertanggungjawaban secara 
atas pelaksanaan tugasnya 

1. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan 

penjualan jasa; dan 
2. bertindak sebaga.i penjamin ata'i kegiatan/sub kegiatan pekerjaan 

dan/ atau penjualan jasa. 
menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas 
nama pribadi ba.ik secara langsung niaupun tidak langsung. 
Dalam hal Bendahara Pengeluaran bfrhalangan: 
1. Apabila melebihi 3 (tiga) hari samtpa.i selama-lamanya I (satu) bulan, 

Bendahara Pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa 

kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD selaku Pengguna 
Anggaran untuk melakukan pen)l"etoran dan tugas-tugas Bendahara 

' 
Pengeluaran atas tanggung ja"fB.b Bendahara Pengeluaran yang 

bersangkutan; 
2. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampa.i selama-lamanya 3 (tiga) 

' bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran oleh 
' Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan diadakan Berita Acara 
' 

Serah Terima; dan 
' 3. Apabila Bendahara Pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga 
' . dapat melaksanakan tugas, maka d1anggap yang bersangkutan telah 

mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebaga.i Bendahara 

Pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya. 

M. Bendahara Pengeluaran Pembantu. 1 

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati atas 

usu! PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
Bendahara Pengeluaran Pembantul memiliki tu.gas dan wewenang 

meliputi: 
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP 

LS; 
2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 

Pengeluaran; 
3. menerima dan menyimpan TU dali1. BUD; 
4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya; 
5. menolak perintah bayar dari I KPA yang tidak sesua.i dengan 

ketentuan peraturan perundang-4ndangan; 
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6. meneliti kelengkapan dokumen p,bmbayaran; 
7. memungut dan menyetorkan ipajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 
I 

8. membuat laporan pertanggungjai.vaban secara administratif kepada 
KPA dan laporan pertanggungj.!..waban secara fungsional kepada 
Bendahara Pengeluaran secara pdriodik. 

Selain tugas dan wewenang tersebut~ Bendahara Pengeluaran Pembantu 
memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi: 
1. melakukan rekonsiliasi dengan 1pihak bank yang ditetapkan oleh 

Bupati; 
2. memeriksa kas secara periodik; 
3. menerima dokumen bukti transa],csi secara elektronik atau dokumen 

fisik dari bank; 
4. menerima dan menyetorkan atasl pengembalian belanja atas koreksi 

atau hasil pemeriksaan internal dan ekstemal pada tahun berjalan; 

dan 
5. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 

' belanja akibat koreksi atau hasil \,emeriksaan internal dan eksternal 

pada tahun berjalan. 
Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara 
administratif dan fungsional. Pertanggungjawaban secara administratif 
yaitu pertanggungjawaban atas ~laksanaan tugasnya kepada KPA 

secara substantif materiil secara doldimen. 

Pertanggungjawaban secara fungsiot;tal yaitu pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugasnya dan dibmpaikan kepada Bendahara 

Pengeluaran. 
Kepala SKPD atas usu! Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat 

I 
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 
Pembantu untuk meningkatkan efektffitas pengelolaan DPA SKPD. 
Pegawai yang bertugas membantu $endahara Pengeluaran Pembantu, 
melaksanakan tugas dan wewenang! sesuai dengan lingkup penugasan 
yang ditetapkan kepala SKPD. Pegawai yang bertugas membantu 
Bendahara Pengeluaran Pembantu disebut Pembantu Bendahara 
Pengeluaran Pembantu. Pegawai yang membantu Bendahara 
Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab kepada Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 
' Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang: 

1. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan 
penjualan j,asa; 

pemborongan, dan 

2. bertindak sebagai penjarnin atas kegiatan/ sub kegiatan pekerjaan 
' 

dan/ atau penjualan jasa; dan 
3. menyimpan uang pada suatu baiik atau lembaga keuangan lainnya 

atas nama pribadi baik secara l.an'.gsung maupun tidak langsung. 
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Dalam hal Bendahara Pengeluaran P;embantu berhalangan: 
1. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sarn,pai selama-lamanya 1 (satu) bulan, 

Bendahara Pengeluaran Pembant\, tersebut wajib memberikan surat 
kuasa kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD selaku 
Pengguna Anggaran untuk meiafukan penyetoran dan tugas-tugas 
Bendahara Pengeluaran Pembantu atas tanggung jawab Bendahara 
Pengeluaran yang bersangkutan; ; 

2. Apabila melebihi I (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) 
bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu 
oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan diadakan Berita Acara 

Serah Terima; 
3. Apabila Bendahara Pengeluaran . Pembantu sesudah 3 (tiga) bulan 

belum juga dapat melaksanak+an tugas, maka dianggap yang 
bersangkutan telah mengundurk/m diri atau berhenti dari jabatan 
sebagai Bendahara Pengeluaran dan oleh karena itu segera 

diusulkan penggantinya. 

N. Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

Dalam proses penyusunan APBD ctlm/ atau Perubahan APBD, Bupati 

dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 
TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada 

i 
SKPD lain sesuai dengan kebutuhan. Pejabat pada SKPD lainnya tidak 

termasuk SKPD yang menyelenggaral<an fungsi pengawasan. 
TAPD mempunyai tugas: 
1. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 
2. menyusun dan membahas dmcangan KUA dan rancangan 

perubahan KUA; 
3. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan 

' 
perubahan PPAS; 

4. melakukan verifikasi RKA-SKPD clan/atau Perubahan RKA-SKPD; 
5. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan 

rancangan pertanggungjawaban APBD; 
6. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan 

Pertanggungjawaban APBD; 
7. melakukan verifika.si 

perubahan DPA-SKPD; 
rancang~ 

' 

DPA-SKPD dan rancatigan 

8. menyiapkan surat edaran But>J.ti tentang pedoman penyusunan 
RKA-SKPD dan/atau Perubahan RKA-SKPD; dan 

9. melaksanakan tu gas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
' perundang-undangan. 

Selain Togas TAPD tersebut juga termasuk tugas lainnya yaitu 
menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan laporan 
keuangan. ; 
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i 
BABIY 

' PENYUSUNAN DAN lpELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN QAN BELANJA DAERAH 

A. Azas Umum Penyusunan clan Pelaks,µiaan APBD. 

1. APBD disusun sesuai dengan k~butuhan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah yang rnenjadi kewenangan Daerah dan 

' kemampuan pendapatan daerah. ' 
2. APBD disusun dengan mempedbmani pada KUA dan PPAS yang 

didasarkan pada RKPD. 
3. Penyusunan KUA dan PPAS seiain didasarkan pada RKPD, juga 

didasarkan pada pedoman penyUsunan APBD yang ditetapkan oleh 

Menteri. 
; 

4. APBD mempunyai fungsi otorjsasi, perencanaan, pengawasan, 
alokasi, distribusi, dan stabilisasi! 

5. APBD, perubahan APBD dan I pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan 

' ketentuan peraturan perundang-undangan. 
6. Semua penerimaan daerah dan ipengeluaran daerah dalam bentuk 

uang dianggarkan dalam APBD. 
; 

7. Penerimaan daerah yang dian~kan dalam APBD merupakan 
rencana penerimaan daerah yangl terukur secara rasional yang dapat 
dicapai untuk setiap sumber pej1erimaan daerah dan berdasarkan 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pengeluaran daerah yang dian~kan dalam APBD merupakan 
rencana pengeluaran daerah se$uai dengan kepastian tersedianya 
dana atas penerimaan daerah daliun jumlah yang cukup. 

9. Setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang 

melandasinya. 
10. Seluruh penerimaan daerah dar) pengeluaran daerah dianggarkan 

secara bruto dalam APBD. 
11. Satuan hitung dalam APBD ada!ah mata uang rupiah. 
12. APBD merupakan dasar pengeiol,i.an keuangan daerah dalam masa I 

(satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan 
; 

perundang-undangan mengenai keuangan negara. 
13. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APBD jika anggaran 

pengeluaran tersebut tidak tersedja atau tidak cukup tersedia. 
' 

14. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban 
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam 

APBD. 
15. Pengeluaran belanja daerah , menggunakan 

tidak mewah, efektif, efisien ' dan sesuai 
peraturan perundang-undangan. I 

prinsip hemat, 
dengan ketentuan 
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B. Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan. 
I 

Pendapatan Daerah adalah semual hak daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih , dalam periode tahun anggaran 

' berkenaan. Dalam rangka mengop1iimalkan pendapatan daerah yang 
bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah 

' harus melakukan aktivitas penghimpunan data obyek dan subyek pajak 
daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan 
retribusi daerah yang terhutang sbpai dengan aktivitas penagihan 
pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan 
retribusi daerah serta pengawasan i penyetorannya dengan penegasan 
sebagai berikut: 
1. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui RKUD: 

I 
2. Dalam hal pendapatan daerah, tidak dilakukan melalui melalui 

' RKUD, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan atas 
pendapatan daerah terse but (SP2B - BLUD, Dana Kapitasi/ JKN serta 
SPB - Dana BOS dan Dana Desa): 

3. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan 
perkiraan yang terukur secara i-asional yang dapat dicapai untuk 
setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum 

penerimaannya; 
4. Pendapatan daerah dikelompokkan atas: 

a. Pendapatan asli daerah; 
b. Pendapatan transfer; dan 

I 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
5. Setiap SKPD yang melnungut pendapatan daerah 

' wajib mengintensifkan pemung\:ttan pendapatan yang menjadi 
wewenang dan tanggung jawal)nya serta menyetorkan ke Kas 
Daerah paling lambat 1 (satu) l:iari kerja setelah pemungutan dan 
Bulru Kas Umum Penerimaan iditutup kecuali Puskesmas yang 
mempunyai Puskesmas PembBptu, Bidan Desa dan Pos 
Kesehatan Desa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toban 
disetorkan paling lambat 3 (ti/!3-) hari setelah pemungutan dan 
Buku Kas Umum Penerimaan ditutup. 

I 

6. Dalam rangka meningkatkan peneriman Daerah, Satuan 
Kerja pemungut harus dapat mel-ealisasikan target Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) minimal yang telah ditetapkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daenlh (APBD) tiap Tahun Anggaran 

dengan tahapan sebagai berikut: : 
a. Sampai dengan triwulan I: 15°io (lima belas perseratus); 
b. Sampai dengan triwulan II: 4Q?/o (empat puluh perseratus); 
c. Sampai dengan triwulan Ill: 75% (tujuh puluh lima perseratus); 

dan ; 
d. Sampai dengan triwulan IV: 100"/o (seratus perseratus). 

I 
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7. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah kecuali diatur khusus oleh peraturan 
perundang-undangan. ! 

8. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah 
tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan I ketentuan peraturan perundang-
undangan. · 

9. PA/KPA, Bendahara Penerimaan dan orang atau badan yang 
menerima atau menguasai i uang/kekayaan daerah wajib 
menyelenggarakan penatausahaah atas pendapatan daerah. 

10. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen 
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pendapatan 
atas pelaksanaan APBD be':'9ggung jawab terhadap kebenaran 
material dan akibat yang timTuul dari penggunaan surat bukti 
dimaksud. 

11. Setiap pendapatan harus didukutig oleh bukti yang lengkap dan sah. 
12. Komisi, rabat, potongan a tau pendapatan lain dengan nama dan 

da1am bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara 
Iangsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, 
asuransi dan/ atau pengadaan ba\-ang dan jasa termasuk pendapatan 
bunga, jasa giro atau pendapaMn lain sebagai penyimpanan dana 
anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan 
barang daerah atas aktivit,i,.s/kegiatan Iainnya merupakan 
pendapatan daerah. 

13. Pengembalian atas kelebihan pendapatan harus didukung 
dengan bukti yang lengkap dan sah. 

14. Pengembalian atas kelebihan pendapatan, dengan ketentuan sebagai 
berikut: ' 
a. pengembalian atas kelebihan pendapatan yang sifatnya berulang 

dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya 
dilakukan dengan membeban1<8,n pada rekening pendapatan yang 
bersangkutan. 

b. pengembalian atas kelebihan pendapatan yang sifatnya tidak 
berulang yang terjadi dalam 1[ahun yang sama dilakukan dengan 
membebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan. 

c. pengembalian atas kelebihan pendapatan yang sifatnya tidak 
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan 

' membebankan pada rekening pe!anja tidak terduga. 
15. Semua pendapatan transfer · melalui RKUD dicatat sebagai 

pendapatan daerah. 

C. Belanja Daerah. 

1. Berdasarkan Undang-Undang Noinor 23 Tahun 2014, belanja daerah 
digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan 
konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas 
organisasi yang ditetapkan sesjiai dengan ketentuan perundang
undangan. 
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2. Belanja daerah tersebut diprio,;itaskan untuk mendanai urusan 
pemerintahan wajib terkait pelay,:,.nan dasar yang ditetapkan dengan 

Standar Pelayanan Minimal (SP~), sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal serta betpedoman pada standar teknis 
dan harga satuan regional seSuai dengan ketentuan peraturan 

I 
perundang-undangan. ' 

3. Selanjutnya, Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintaban 

Wajib yang tidak terkait dengan flelayanan Dasar dialokasikan sesuai 
dengan kebutuhan daerah. ~dangkan Belanja Daerab untuk 
pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan 
prioritas daerah dan potensi yang ,climiliki Daerab dengan berpedoman 
pada standar harga satuan riegional, analisis standar belanja 
dao/atau standar teknis sesuai kJtentuan perundang-undangan. 

4. Sesuai ketentuan dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tabun 2019, Daerah mempunyal kewajiban mengalokasikan belanja 
untuk mendanai Urusan Pemeriniahan daerab yang besarannya telah 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 
(mandatory spending). 

5. Berkaitan dengan itu, belanja daet-ah tersebut juga harus mendukung 
' 

target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai 
dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerab. 
Sehubungan dengan ha! tersebt,lt, penggunaan APBD harus lebih 
fokus terhadap kegiatan/sub kegiatan yang berorientasi produktif dan 
memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. 
6. Pemerintah Daerah dalam pengii.daan barang/jasa mengutamakan 

! 
penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi 
dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Presiilen Nomor 16 Tabun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerinfuh. 
7. Pemerintah daerab menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, 

baik dalam konteks daerah, satui:m kerja perangkat daerab, maupun 
program dan kegiatan/sub kegiatan, yang bertujuan untuk 

! 
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas 
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan 
kegiatan/sub kegiatan harus mertiberikan informasi yang jelas dan 
terukur serta memiliki korelas;! langsung dengan keluaran yang 
diharapkan dari program dan kegiatan/sub kegiatan dimaksud 
ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. 

D. Penyusunan dan Pelaksanaan Anggatan Belanja Daerab. 

Penyusunan Anggaran Belanja Daerah 



1. Penganggaran belanja 

kegiatan/ sub kegiatan 

ha! sebagai berikut: 
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dalam .-.ingka melaksanakan program dan 
pemerintilh daerah memperhatikan ha!-

' 

a. Penganggaran belanja dalam APBD digunakan untuk 

pelaksanaan urusa.n *merintahan konkuren yang 
' menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan 

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan 

pemerintahan wajib tercliri latas urusan pemerintahan wajib 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan 
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan 

dasar. 

b. Penganggaran belanja dit:tlangkan dalam bentuk program 
dan kegiatan/ sub kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya 
dapat dirasakan langsung i oleh masyarakat dalam rangka 

peningkatan kualitas pela~anan publik dan keberpihakan 

pemerintah daerah kepada kepentingan publik. 
c. Penyusunan anggaran behlnja pada setiap program dan 

' kegiatan/ sub kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib 

terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) : dan berpedoman pada standar 

; 
teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
d. Penyusunan anggaran belli,nja pada setiap program dan 

kegiatan/ sub kegiatan untuk I urusan pemerintahan wajib yang 
tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan 
pemerintahan pilihan berpedpman pada analisis standar belanja 

(ASB) dan standar harga satu.ln (SHS). 
e. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan/ sub kegiatan pada 

masing-masing urusan ~merintahan tersebut di atas, 
! 

digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD. 

2. Belanja Daerah tercliri atas kelompok: 
a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

Belanja Operasi 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk aktivitas 
operasional sehari-hari pemerin~ daerah yang memberi manfaat 

' jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis: 

a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 



; 
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I 
c. belanja bunga; 
d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

Belanja Pegawai 

1. Belanja pegawai digunakan 
yang ditetapkan sesuai 

I 
Untuk menganggarkan 

dengan ketentuan 

kompensasi 
peraturan 

perundang-undangan. j 

2. Kompensasi diberikan kepada Bupati, wakil Bupati, pimpinan 

DPRD, anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 
a. Belanja Pegawai bagi Buj>ati dan wakil Bupati dianggarkan 

pada belanja SKPD sekreclriat daerah. 
b. Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD. 
' 

c. Belanja Pegawai ASN 1ianggarkan pada belanja SKPD 

bersangkutan. 
3. Honorarium/upah dalam di~rikan dalam rangka melaksanakan 

program dan kegiatan/ sub ke!liatan pemerintahan daerah. Dalam 
rangka meningkatkan efisien!si anggaran daerah, penganggaran 
honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas 

kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasa.ran 
I 

program dan kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan 
dan waktu pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan dalam rangka 
mencapai target kinerja ll:egiatan/sub kegiatan dimaksud. 

' Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi 
ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada 
pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam 

kegiatan/ sub kegiatan ben~-benar memiliki peranan dan 
kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan 
dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan 

Penghasilan bagi ASN. , 
4. Suatu kegiatan/sub kegiatan tidak diperkenankan diuraikan 

hanya ke dalam obyek honorarium. Besaran honorarium bagi ASN 

dan Non ASN dalam sub kegiatan ditetapkan dengan kepu tusan 

Bupati. 
5. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan 

kepada pejabat dan pega$i Instansi pelaksana pemungut 
pajak dan retribusi sebagai!mana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang 
Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Belanja Barang dan Jasa 



1. Belanja Barang dan Jasa ic!igunakan untuk menganggarkan 
pengadaan barang dan jasa yf.'g nilai manfaatnya kurang dari 12 
(dua belas) bulan, termasuk barang dan jasa yang akan 
diserahkan a tau dijual kepad!'- masyarakat/ pihak ketiga. 

2. Pemberian jasa narasumbet/tenaga abli dalam kegiatan/sub 
kegiatan dianggarkan pada j~nis Belanja Barang dan Jasa serta 
besarannya ditetapkan dengap keputusan Bupati. 

3. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat desa serta pekerjJ/pegawai yang menerima gaji/upab 
dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang 
Nomor 40 Tabun 2004 tentahg Sistem Jaminan Sosial Nasional, 

i 
Undang-Undang Nomor 211 Tabun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 75 
Tabun 2019 tentang PerubaJii.an atas Peraturan Presiden Nomor 

82 Tabun 2018 tentang Jamij'.tan Kesehatan. 
4. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan 

kebutuhan nyata yang dida~kan atas pelaksanaan tugas dan 
fungsi SKPD, jumlab peg~\.vai dan volume pekerjaan serta 
memperhitungkan estimasi · sisa persediaan barang Tahun 
Anggaran 2020. 

5. Penganggaran pembayaran ~ajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bel-motor milik pemerintah daerab 

dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 
ayat (3) Undang-Undang Norn.or 28 Tabun 2009 dan besarannya 
sesuai dengan masing-masini peraturan daerah. 

6 . Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan 
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS 
Kesehatan dalam rangka perdeliharaan kesehatan berupa medical 
check up, kepada: 
a. Bupati/Wakil Bupati sehlmyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun, termasuk keluariw (satu istri/suami dan dua anak), 
' . dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan/ sub 

kegiatan pada SKPD . yang secara fungsional terkait 
sebagaimana dimaksud qalam Peraturan Pemerintah Nomor 

' 109 Tabun 2000 tenta'ng Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerab dan Wakil Kepala Daerab. 

b. Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun, tidak tiormasuk istri/suami dan anak, 
dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan/ sub 
kegiatan pada SKPD : yang secara fungsional terkait 

' sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tabun 201 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota De),,an Perwakilan Rakyat Daerab. 
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Berkaitan dengan itu, pelaksapaan medical check up dimaksud 

dilakukan di dalam negeri • dengan tetap memprioritaskan 

Rumah Sakit Umum Daerah ~etempat, Rumah Sakit Umum 

Pusat di Provinsi atau Ruma! Sakit Umum Pusat terdekat. 

7. Penganggaran pemeliharaan iJarang milik daerah yang berada 

dalam penguasaan Pengelola Barang, pengguna barang atau 

kuasa Pengguna Barang beTJ?edoman pada daftar kebutuhan 

pemeliharaan barang, sebagair'ana dimaksud dalam Pasal 46 

ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah. , 

8. Penganggaran belanja perjalanim dinas dalam rangka kunjungan 

kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri 

maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, 

frekuensi dan jumlah harinyi dibatasi serta memperhatikan 

target kinerja dari perjalanan ~inas dimaksud sehingga relevan 

dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan 

kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang

undangan. Khusus pengangg~an perjalanan dinas luar negeri 
' 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

9. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan 

daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus 

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau 
' lumpsum, khususnya untuk hal- ha! sebagai berikut: 
' a. Sewa kendaraan dalam 'kota dibayarkan sesuai dengan 

biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan 
untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi 
Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak 
keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi 

Madya; 
b. Bia ya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 
c. Bia ya penginapan dibayar~ sesuai dengan biaya riil; 
d. Dalam ha! pelaksana perj~an dinas tidak menggunakan 

fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada 
yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 
300/o (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat 
tujuan sesuai dengan tin~tan pelaksana perjalanan dinas 
dan dibayarkan secara lumbsum. 

e. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara 
lumpsum. 



- 31-

f. Standar harga satuan (SHS) untuk perjalanan dinas 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan 

' aspek transparansi, aktjntabilitas, efisiensi, efektivitas, 
kepatutan clan kewajaran Berta rasionalitas. 

g. Penyediaan anggaran Untuk perjalanan dinas yang 
mengikutsertakan non ASN diperhitungkan dalam belanja 
perjalanan dinas. Tata ➔ penganggaran perjalanan dinas 
dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang 

ditetapkan dengan peraturan Bupati. 
h. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis atau ~jenisnya yang terkait dengan 
pengembangan sumber daya manusia bagi: 
(1) Pejabat daerah dan stafpemerintah daerah; 

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta 
' (3) Unsur lainnya seper(i tenaga ahli, diprioritaskan 

penyelenggaraannya di masing-masing wilayah 
provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam ha! 
terdapat kebutuhan ubtuk melakukan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihb, bimbingan teknis, sosialisasi, 
workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar 
daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan 

memperhatikan aspek Urgensi, kualitas penyelenggaraan, 
! 

muatan substansi, kOmpetensi narasumber, kualitas 
advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat 
yang akan diperoleh ' guna efisiensi dan efektifitas 

penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan 

administrasi oleh penyelenggara. 
i. Penganggaran untuk penyelenggaraan dan kegiatan/sub 

kegiatan rapat, pendidikani dan pelatihan, bimbingan teknis, 
sosialisasi, workshop, lo~a, seminar atau sejenis lainnya 
diprioritaskan untuk medggunakan fasilitas aset daerah, 
seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik 

pemerintah daerah. 
I 0. Belanja barang dan jasa beruJia pemberian uang yang diberikan 

kepada pihak ketiga/magya.raJkt dianggarkan untuk pemberian 
uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka 
mendukung pencapaian target kinerja kegiatan/ sub kegiatan dan 
Sasaran Program yang teraantum dalam RPJMD dengan 

' 
memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan 

efektifitas. 
11. Belanja Barang dan Jasa berupa pemberian uang yang diberikan 

kepada pihak lain/masyarakat,! diberikan dalam bentuk: 
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a. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; 
b. penghargaan atas suatu p~stasi; 
c. pemberian beasiswa kepad, masyarakat; 
d. penanganan dampak !;IOSial kemasyarakatan akibat 

penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk 
pelaksanaan pembangunan: proyek strategis nasional dan non 
proyek strategis nasional ~suai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan)atau 

e. transfer ke Daerah da'n Dana Desa (TKDD) yang 
penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undab.gan. 

f. Honorarium digunakan uhtuk menganggarkan pemberian 
honorarium dalam rangka mendukung pencapaian target 
kinerja kegiatan/ sub kegiatan dan sasaran prioritas Daerah 
yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan 
kepatutan, kewajaran, rasitjnalitas dan efektifitas. 

' 
Belanja Bunga 

1. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran 
bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang 
berdasarkan perjanjian pinja,µan. Belanja bunga antara lain 
berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang 
obligasi. Belanja untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga 

utang dianggarkan pembayarBJ!lnya dalam APBD tahun anggaran 
berkenaan pada SKPD/unit SKfD yang melaksanakan PPK BLUD 
dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD. 

2. Belanja bunga termasuk digunakan untuk menganggarkan 
pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas 
kewajiban pokok utang, yang c!\ianggarkan pembayarannya dalam 
APBD tahun anggaran berkenfaan pada SKPD/unit SKPD yang 
melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi 

PPKD/SKPKD terkait. 

Belanja Subsidi 
' I. Belanja subsidi digunakan untltk menganggarkan belanja subsidi 

agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan 
usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta 
sesuai dengan ketentuan iE,eraturan perundang-undangan, 
sehingga dapat terjangkau oleh! masyarakat. 

2. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik 
swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa 
pelayanan dasar masyara.kb.t, termasuk penyelenggaraan 
pelayanan publik antara kn dalam bentuk penugasan 
pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public seroice 

obligation). 
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3. Badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik 

swasta sesuai dengan ketentu~ peraturan perundang-undangan 

sebagai penerima subsidi,i terlebih dahulu dilakukan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik 

sesuai dengan ketentuan perat"µran perundang-undangan. 
' 4. Dalam ha! tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu dapai dilaksanakan oleh lembaga lain 

yang independen dan ditetapkan oleh Bupati. 

5. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan 

yang bertujuan untuk memb'1\ikan kesimpulan atas kelayakan 

penganggaran pemberian subsitli. 
6. Hasil pemeriksaan dengan :tujuan tertentu menjadi dasar 

perencanaan dan bahan ~rtimbangan untuk memberikan 

subsidi tahun anggaran berikutnya. 

7. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan bahan 

pertimbangan untuk memberikan subsidi. 

8. Penerima subsidi sebagai objet pemeriksaan bertanggung jawab 
secara formal dan material ! atas penggunaan su bsidi yang 

diterirnanya, dan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada B\'pati. 
9. Pemerintah daerah mengangga!rkan belanja subsidi dalam APBD 

tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. 
10. Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem 

penyediaan air minum mengac..;i pada Peraturan Menteri. 
11. Pemberian subsidi berupa buri.ga atau bagi hasil kepada usaha 

mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu 

dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

12. Perusahaan/lembaga penerinia belanja subsidi bertanggung 

jawab atas penggunaan uahg/barang dan/ atau jasa yang 

diterimanya dan wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban penggunaiinnya kepada Bupati. 

Belanja Hibah 

laporan 

1) Belanja hi bah diberikan kepada Pemerintah Pu sat, Pemerintah 

Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau 

badan dan lembaga, serta brganisasi kemasyarakatan yang 
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 

tidak secara terns menerus i setiap tahun anggaran, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan! ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan 
dalam APBD sesuai dengan) kemampuan keuangan daerah 
setelah memprioritaskan I pemenuhan belanja urusan 
pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, 
kecuali ditentukan lain sesui,i dengan peraturan perundang
undangan. 

3) Pemberian hibah ditujukan : untuk menunjang pencapaian 
sasaran, program, kegiatan, dart sub kegiatan pemerintah daerah 
sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya 
fungsi pemerintahan, pembb.ngunan, dan kemasyarakatan 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, 
dan manfaat untuk masyarakat. 

' 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan 
dirinci menurut objek, rincian Objek, dan sub rincian objek pada 
program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan 
fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan 

merupakan urusan dan kewe,;iangan pemerintah daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, 

I 
kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada 
perangkat daerah yang mele\ksanakan urusan pemerintahan 

' umum sesuai dengan ketentuaii peraturan perundang-undangan. 

5) Belanja hibah diberikan kepada: 
a) pemerintah pusat; , 

( 1) Hi bah kepada pemerint!.h pusat diberikan kepada satuan 
kerja dari kementerlan/lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayhll kerjanya berada dalam daerah 

yang bersangkutan. 
(2) Hibah dari pemerintahl daerah dilarang tumpang tindih 

pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

' undangan. 
(3) Unit kerja pada Ke?'enterian Dalam Negeri yang 

membidangi urusan pe,herintahan di bidang Administrasi 

Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah 
daerah untuk penyediai,.n blanko kartu tanda penduduk 

elektronik. 
(4) Penyediaan setiap kepit).g blangko kartu tanda penduduk 

elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu 
Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja 

negara. 
(5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat 

diberikan 1 (satu) kali da)am tahun berkenaan. 
' 
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b) pemerintah daerah lainnya; 
Hibab kepada pemerintah !<laerah lainnya diberikan kepada 
daerah otonom baru basil lpemekaran daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

c) BUMN; 
Hibab kepada badan usal:J.a milik negara diberikan untuk 
meningkatkan pelayanan i.Jepada masyarakat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d) BUMD; 
Hibab kepada badan u~a milik daerab diberikan dalam 
rangka untuk meneruskan hibab yang diterima Pemerintab 
Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Hibab kepada BUMD tidak 
dapat diberikan dalam benfuk barang kecuali uang atau jasa. 

e) Badan dan Lembaga, serta! Organisasi Kemasyarakatan yang 
Berbadan Hukum Indones~; 
( l) Hibab kepada badan . dan lembaga diberikan kepada 

' badan dan lembaga: ! 
' (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan; : 

(b) yang bersifat nirlabi,., sukarela dan sosial yang telah 
memiliki surat kete}angan terdaftar yang diterbitkan 
oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau 

(c) yang bersifat nir)aba, sukarela bersifat sosial 
kemasyarakatan ! berupa kelompok 
masyarakat/kesatuan masyarakat 
sepanjang masih , hidup dan 

hukum adat 
sesuai dengan 

; 
perkembanganmasyarakat, dan 
keberadaannya dilikui oleh pemerintah pusat 
dan/ atau Pemerintah Daerab melalui pengesaban 
atau penetapan dat;i pimpinan instansi vertikal atau 
kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai 
dengan kewenangannya. 

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perund~g-undangan dan memenuhi 
kriteria yang ditefil.pkan oleh pemerintah daerah 
sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Hibab kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan 
hukum Indonesia I diberikan kepada organisasi 
kemasyarakatan yang !berbadan hukum, yayasan atau 
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
perkumpulan, yang telab mendapatkan pengesaban 
badan hukum dari kemfnterian yang membidangi urusan 
hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(3) Hibah kepada badan da:n lembaga dapat diberikan dengan 
persyaratan paling sediipt: 
(a) memiliki kepenguru$a.Il di daerah domisili; 
(b) memiliki keterangart domisili dari lurah/kepala desa 

setempat atau sebutan lainnya; dan 
(c) berkedudukan da!at±t wilayah administrasi Pemerintah 

! 
Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang 
berkedudukan di luar wilayah administrasi 
Pemerintah Daera.ltJ untuk menunjang pencapaian 

' sasaran program, ! kegiatan dan sub kegiatan 
pemerintah daerah pemberi hibah. 

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan 
dengan persyaratan pal;hg sedikit: 

' (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi 
urusan hukum dan hak asasi manusia; 

(b) berkedudukan dalarn wilayah administrasi Pemerintah 

Daerah yang bersan~tan; dan 
(c} memiliki sekretariat tetap di daerah yaog 

bersangkutan. 
fJ Partai Politik , 

Belanja hibah juga beruJia pemberian baotuan keuangan 
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD 

provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuao 
' peraturan perundang-un4angan. Besaran penganggaran 

belanja bantuan keuangart kepada partai politik dimaksud 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: 
a) peruntukannya secara spesif"Ik telah ditetapkan; 
b) bersifat tidak wajib, tidak rriengikat; 
c) tidak terns menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 

(1) kepada pemerintah pnsat da1am rangka mendukung 
penyelenggaraan pemeilintahan daerah sepanjang tidak 
tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai 
dengan ketentuan peratl.lran perundang- undangan; 

(2) badan dan lembaga yan~ ditetapkan oleh pemerintah atau 
pemerintah daerah sesuai dengao kewenangannya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(3) partai politik dan/ atau , 
(4) ditentukan lain oleh pertlturan perundang- undangao; 

d) memberikan ni1ai manfaat bagi pemerintah daerah dalam 
mendukung terselenggaj-anya fungsi pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyeµ-akatan;dan 

e) memenuhi persyaratan penerima hibah. 
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7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang 
disampaikan kepada Kepala Da:erah. 

8) Penerima hibah bertanggungj:\.wab secara formal dan material 
' 

atas penggunaan hibah yang diterimanya. 
9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 
' evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala 

daerah. 

Belanja Bantuan Sosial 

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan 
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada 
individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya 
tidak secara terus menerus ~ selektif yang bertujuan untuk 
melindungi dari kemungkinari terjadinya risiko sosial, kecuali 
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

2) Risiko sosial adalah kejadian: atau peristiwa yang merupakart 
dampak dari krisis sosial, krisi$ ekonomi, krisis politik, fenomena 

' alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja 
bantuan sosial akan semakin. terpuruk dan tidak dapat hidup 
dalam kondisi wajar. 

3) Keadaan tertentu dapat berkellanjutan diartikan bahwa bantuan 
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima 
bantuan telah lepas dari resiko' sosial. 

4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 
I 

kemampuan Keuangan Da~rah setelah memprioritaskan 
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan, kecuait ditentukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundank- undangan. 

5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: 
a) individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang 

mengalami risiko sosial; atatu 
I 

b) lembaga non pemerintahart bidang pendidikan, keagamaan, 
dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, 
kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan 

' yang tidak stabil sebagai daimpak risiko sosial. 
6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/ atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada 
individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang 
direncanakan dan yang tidak <lkpat direncanakan sebelumnya. 

7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara 
langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, 
yayasan pengelola yatim piaiu, nelayan miskin, masyarakat 
lanjut usia, terlantar, cacat ber1at dan tunjangan kesehatan putra 
putri pahlawan yang tidak mampu. 
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8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan 
secara langsung kepada penetima seperti bantuan kendaraan 
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat 
tidak mampu, bantuan perah~ untuk nelayan miskin, bantuan 
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi 
kelompok masyarakat kurang tj,.ampu. 

9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, 
keluarga, kelompok dan/ atatl masyarakat yang sudah jelas 
nam.a, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan 
APBD. 

10) Bantuan sosial yang direncapakan berdasarkan usulan dari 
' 

calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD. 
11) Penganggaran belanja bantu.an sosial yang direncanakan 

dianggarkan pada SKPD terlj:a.it dan dirinci menurut objek, 
rincian objek, dan sub rincian bbjek pada program, kegiatan, dan 

' 
sub kegiatan sesuai dengan tligas dan fungsi perangkat daerah 

terkait. 
12) Bantuan sosial yang tidak !iapat direncanakan sebelumnya 

dialokasikan untuk kebutuhaii akibat risiko sosial yang tidak 
dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila 
ditunda penanganannya akan, menimbulkan risiko sosial yang 
lebih besar bagi individu dan/ a~u keluarga yang bersangkutan. 

' 13) Pagu alokasi anggaran yahg tidak dapat direncanakan 
sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang 

direncanakan. 
14) Penganggaran bantuan sosialj yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya dianggarkan da!an:l Belanja Tidak Terduga. 
15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. 
16) Bantuan sosial memenuhi krit9ria paling sedikit: 

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan 
kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari 

kemungkinan risiko sosial; 
b) memenuhi persyaratan pe~erima bantuan diartikan memiliki 

identitas kependudukan ; sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
c) bersifat sementara dan tidal< terus menerus, kecuali dalam 

keadaan tertentu dapat 'berkelanjutan diartikan bahwa 
pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus 
diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat 
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat 
diberikan setiap tahun an$garan sampai penerima bantuan 
telah lepas dari risiko sosiai; dan 
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' d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian 
' bantuan sosial meliputi: · 

( 1) rehabilitasi sosial 
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 
kemampuan seseorang i yang menga]ami disfungsi sosial 
agar dapat melaksan~ fungsi sosialnya secara wajar. 

(2) perlindungan sosial 
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari 
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, 
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat 
dipenuhi sesuai dengan ;kebutuhan dasar minimal. 

(3) pemberdayaan sosial 
' ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok 

masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai 
daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

(4) jaminan sosial 
' merupakan skem.a yruig melembaga untuk menjamin 

penerima bantuan ag~ dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidupnya yang layak. 
(5) penanggulangan kemiskinan. 

merupakan kebijakan,' program, kegiatan dan sub 
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, 

kelompok masyarakat I yang tidak mempunyai atau 
mempunyai sumber nu!,.ta pencaharian dan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

(6) penanggulangan bencana 
merupakan serangkaian upaya yang clitujukan untuk 

rehabilitasi. 
17) Anggota/kelompok masyarakal: menyampaikan usulan tertulis 

atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah 

melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. 
18) Penerima bantuan sosial bert;,.nggungjawab secara formal dan 

material atas penggunaan bantµan sosial yang diterimanya. 

Belanja Modal 

1. Belanja Modal Belanja modal i:iigunakan untuk menganggarkan 
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap 
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) 

periode ak.untansi. 
' 2. Kelompok belanja modal dirinc\ atas jenis: 

a. tanah; 
b. peralatan dan mesin; 
c. gedung dan bangunan; 
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d. jalan, jaringan, dan irigasi; i 
e. aset tetap lainnya; dan 1 

f. aset Iainnya. 
3. Jenis Helanja Modal digunakah untuk memperoleh aset lainnya 

berupa aset tidak berwujud deti,gan kriteria: 
a. dapat diindentifikasi; 
b. tidak mempunyai wujud fisik; 
c. dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau 

jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya tennasuk hak atas 
kekayaan intelektual; 

d. dapat dikendalikan oleh eniitas; dan 
e. memiliki manfaat ekonomi masa depan. 

4 . Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang 
' dilakukan dalam rangka pemj,elian/pengadaan aset tetap yang 

memenuhi 6 lcriteria yaitu: 
a. Berwujud; 
b. Umur pemakaian (manfaat bkonomis) barang yang dibeli lebih 

I 

dari 12 (dua belas) bulan; ' 
c. Hiaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
d. Tidak dimaksudkan untuk untuk dijual/ dihibahkan/ 

disumbangkan/ diserahkan !kepada pihak ketiga; 
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 

dan 
f. Nilai rupiah pembelian rni,-ang material atau pengeluaran 

untuk pembelian barang tetsebut memenuhi batasan minimal 
kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan dalam Kebijakan 

Akuntansi, yaitu: 
I) sama atau lebih dari iRpS00.000,00 untuk per satuan 

' belanja peralatan dan mesin. 
2) sama atau lebih dari RpS0.000.000,00 untuk belanja 

pengadaan bangunan fi$ik konstruksi. 
' Pengeluaran belanja barang, yang tidak memenuhi kriteria 

belanja modal akan diperlakukan sebagai ekstra komtabel. 
Harang yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, 
mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai ekstra 

: 
komtabel, antara lain: 
a. Barang berupa gelas, piring, toples, mangkok, sendok, garpu, 

sepatula, ta bung kimia/bio\ogi/ fisika, dan setara lainnya. 
b. Harang berupa routing wfi/intemet, pointer, jam dinding, 

keyboard, baterai laptop, ~tabiliser, charger laptop, hardisk 
eksternal, stop kontak portable, terminal, kabel gulung, 
bohlam lampu/lampu jalan, lampu lilit/lampu hias, regulator 
gas, tenda kecil, vas bunga ~an setara lainnya. 
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c. Barang berupa perlengka:pan tidur dan perlengkapan di 

Rumah Sakit dan Ruma!:I Jompo/Panti Asuhan (misalnya: 
bantal, guling, sprei, ~limut, handuk, krey pembatas 
ruangan, matras plastik tipis/perlak, dan setara lainnya. 

d. Barang berupa tirai, gorden, vertical atau horizontal blind, 
wallpaper dan setara lainnY!a. 

5. Nilai aset tetap yang dianggar)<an dalam belanja modal tersebut 
adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh 
belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset 
sampai aset siap digunakan, s,jsuai dengan yang dimaksud dalam 
Pasal 64 ayat (4) Peraturan f!emerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I 
Pernyataan Standar Akuntansi; Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 
07, Peraturan Pemerintah Nom,br 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan serta! Buletin Teknis Standar Akuntansi 
Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud 

Berbasis Akrual. 
6. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap 

' 
(biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal 
kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang 
memberikan manfaat ekononu; dimasa yang akan datang dalam 
bentuk peningkatan kapasitasl atau peningkatan mutu produksi 

atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal 
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, 
Peraturan Pemerintah Nomor ,71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 
7. Pemeliharaan aset tetap adalah aktivitas dalam rangka 

mempertahankan atau menj~a fungsi wajar suatu aset tetap. 
Aktivitas pemeliharaan tidak : menambah nilai aset tetap dan 
tidak menambah umur at~u masa manfaat asset tetap 

berkenaan. 
8. Rehabilitasi aset tetap adalah 'aktivitas dalam rangka pemulihan 

fungsi aset tetap ke keadaan semula/dahulu sebelumnya. 
Aktivitas rehabilitasi menambah nilai aset tetap dan menambah 
umur atau masa manfaat asset tetap berkenaan. Aktivitas 
rehabilitasi seringkali disebutkirn dengan istilah revitalisasi. 

9. Renovasi aset tetap adalah aktivitas perbaikan aset tetap yang 
rusak atau mengganti yang yang baik dengan maksud 
meningkatkan kualitas/kapasitas. Aktivitas renovasi menambah 
nilai aset tetap berkenaan. Aktivitas Renovasi dapat menambah 
umur atau masa manfaat isset tetap berkenaan. Aktivitas 
renovasi seringkali disebutkan dengan istilah penyempumaan 
atau peremajaan atau peningkatan atau pembaharu.an. 
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10. Rekonstruksi a set tetap adal . aktivitas konstruksi ulang suatu 

aset tetap yang rusak atau :rpendesain ulang suatu aset tetap 
dengan mengubah atau mengganti bagian dari aset tetap yang 

rusak atau mengganti baglan yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi teknis, dengan maksud meningkatkan 

kualitas/kapasitas aset tetap berkenaan. Aktivitas rekonstruksi 

menambah nilai aset tetap berkenaan. Aktivitas Rekonstruski 

dapat menambah umur atlau masa manfaat asset tetap 

berkenaan. 
11. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai 

dengan kemampuan keuai,.gan dan kebutuhan daerah 

berdasarkan prinsip efisiensi,I efektif, transparan dan terbuka, 

bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk 

dalam negeri. 
; 

12. Penganggaran pengadaan dan lpemeliharaan barang milik daerah 

didasarkan pada perencanruui kebutuhan barang milik daerah 

dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang 

disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas 

dan fungsi SKPD serta keteniediaan barang milik daerah yang 

ada. Selanjutnya, perencanaail kebutuhan barang milik daerah 
merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan 

penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang 

baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan 

RKA-SKPD. Perencanaan k&butuhan barang milik daerah 

dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan 

dan/ atau standar harga, peiletapan standar kebutuhan oleh 

Gubernur/Bupati/Wali Kotai berdasarkan pedoman yang 
' ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (!), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun :2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah. 
13. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya 

juga harus sesuai dengan standarisasi saran.a dan prasarana 
kerja Pemerintah Daerah ' sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Standarisasi Saran.a dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 'il Tahun 2006 tentang Standarisasi 

Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. 
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14. Penganggaran pengadaan l untuk kepentingan umum 
I 

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, sebagaithana telah diubah beberapa ka1i 

terakhir dengan Peraturan 1esiden Nomor 148 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentin~ Umum, dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 72 Tahuj,_ 2012 tentang Biaya Operasional 

' dan Biaya Pendukung Penyel~nggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentirtgan Umum Yang Bersumber dari 
APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

ten tang Pengelolaan Barang Mjlik Negara/ Daerah dan Pera tu ran 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. 
' ' Belanja Tidak Terduga 

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 

12 tahun 2019, ketentuan terk,\it Belanja Tidak Terduga diatur 
' 

sebagai berikut: i 

a. Belanja tidak terduga di~nakan untuk menganggarkan 

pengeluaran untuk keadaari 
mendesak yang tidak dapat 

darurat termasuk keperluan 
diprediksi sebelumnya dan 

pengembalian atas kelebih~ pembayaran atas penerimaan 

daerah tahun-tahun sebeluninya serta untuk bantuan sosial 

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing 
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
' c. Keadaan darurat meliputi: 

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa; 
2) pelaksanaan operasi pencatian dan pertolongan; dan/ atau 

3) kerusakan sarana/prasatana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik. 
1 

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum 

tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA 

SKPD, kecuali untuk kebutµhan tanggap darurat bencana, 
I 

konflik sosial, dan/ atau kejitdian luar biasa. Belanja untuk 
' kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau 

kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undang811. 
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Pengunaan belanja tidak telduga untuk kebutuhan tanggap 
daru.rat bencana meliputi peicarian dan penyelamatan korban 
bencana, pertolongan darutat, evakuasi korban bencana, 
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan 
kesehatan, dan penampungan lserta tempat hunian sementara. 
Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu 

status keadaan darurat beni:ana yaitu dimulai saat tanggap 
darurat ditetapkan oleh kep4,_ daerah sampai ketetapan tahap 
tanggap darurat selesai. i 

d. Keperluan mendesak meliputi: 
1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 

' yang anggarannya belum; tersedia dalam tahun anggaran 

berjalan; 
2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib; 
a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja 

' yang dibutuhkan setjara terns menerus dan harus 
dialokasikan oleh pemenntah daerah dengan jumlah yang 
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 

anggaran berkenaan, seperti: 
(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran 

I 
kekurangan gaji, tulljangan; dan 

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk 
pembayaran telepon, air, listrik dan internet. 

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja 
' untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 

pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, 
kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, 
kewajiban pembayaran!pokok pinjaman, bunga pinjaman 
yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 
Daerah dan tidak dapat : diprediksikan sebelumnya, serta 
amanat peraturan perundah.g-undangan; dan/ atau 

4) Pengeluaran Daerah lainhya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan/atau masyarakat. 
Pengeluaran untuk mendanaii keperluan mendesak yang belum 

' tersedia anggarannya dari/ atau tidak cukup tersedia 
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD 
dan/atau Perubahan DPA SKPD. 

e. Kriteria keadaan darurat druj keperluan mendesak ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan. 
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f. Pengembalian atas kelebiha,j,. pembayaran atas penerimaan 
daerah tahun-tahun sebelµmnya untuk menganggarkan 
pengembalian atas kelebihru\. pembayaran atas penerimaan 
daerah yang bersifat tidak b!,,rulang yang terjadi pada tahun 
sebelumnya. 

g. Bantuan sosial yang tidak ~apat direncanakan sebelumnya 
diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut: 
I) kepala SKPD mengajukan tencana Kebutuhan Belanja (RKB) 

paling lama I (satu) hari kl,pada pejabat pengelola keuangan 
daerah (PPKD) selaku bendithara umum daerah (BUD); 

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTI 
kepada kepala SKPD paling lama I ( satu) hari terhitung sejak 

diterimanya RKB. 
h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian 

objek, dan sub rincian obj~k dengan nama Belanja Tidak 
Terduga. 

i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk 
mendanai keadaan darurat, pebierintah daerah menggunakan: 

j. 

I) dana dari hasil penjad-lvalan ulang capaian program, 
kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran 
Pembiayaan dalam tahun ahggaran berjalan; dan/ atau 

2) memanfaatkan kas yang te~sedia. 
Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan 
diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD. 
Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai 

' keadaan darurat dilakukan dengan tahapan: 
I) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk 

bencana alam, bencana nOn-alam, bencana sosial termasuk 
konflik sosial, kejadian luai biasa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

2) berdasarkan penetapan iltatus kepala daerah dan/ atau 
dokumen lain sesuai k~tentuan peraturan perundang
undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan 
tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja 

' 
kepada PPKD selaku BUD. : 

3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD 
mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD 
yang membutuhkan sesuaj dengan tugas dan fungsi, paling 
lambat I (satu) hari kerja tcirhitung sejak diterimanya rencana 
kebutuhan belanja. 

k. Tata cara penggunaan belanj!l tidak terduga untuk mendanai 
keperluan mendesak dilakukari melalui pergeseran anggaran dari 
belanja tidak terduga kepada belanja SKPD /Unit SKPD yang 
membidangi, dengan tahapan: : 
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' 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja 

tidal< terduga terlebih da1tuiu diformulasikan dalam RKA

SKPD yang membidangi keuangan daerah; 
2) dalam hal anggaran beluJn tercukupi, penggunaan belanja 

tidal< terduga terlebih i dahulu diformulasikan dalam 

Perubahan DPA-SKPD; dan 

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana 

dimal<sud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam 
melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD 

untuk selanjutnya dil:antpung dalam Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD' atau dituangkan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran bagi . pemerintah daerah yang tidal< 

melakukan perubahan ,APBD atau telah melakukan 

perubahan APBD. 
I. Tata cara penggunaan belanja tidal< terduga yang digunal<an 

untuk memenuhi kebutuhan !Iainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan 

keperluan mendesal< dilakukmj. dengan tahapan: 

1) dalam hal anggaran behim tersedia, penggunaan belanja 

tidal< terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA

SKPD yang membidangi kenangan daerah; 

2) dalam hal anggaran beluit tercukupi, penggunaan belanja 

tidal< terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam 

Perubahan DPA-SKPD; dan, 
' 3) RKA-SKPD dan/ atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana 

dimal<sud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam 

melal<ukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD 
untuk selanjutnya ditarripung dalam Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran bagi • Pemerintah Daerah yang tidal< 

melal<ukan perubahan APBD atau telah melakukan 

perubahan APBD. 

Belanja Transfer 

1. Belanja transfer merupal<an pengeluaran uang dari pemerintah 

daerah kepada pemerintah , daerah lainnya dan/ atau dari 

pemerintah daerah kepada pemerintah desa. 

2. Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis: 
a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 
3. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang melal<sanal<an 

fungsi SKPKD. 
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Belanja Bagi Hasil i 
l. Belanja bagi hasil digunakan, untuk menganggarkan bagi hasil 

yang bersumber dari ipendapatan provinsi kepada 
kabupaten/kota atau pend~patan kabupaten/kota kepada 
pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu 
kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 
2. Belanja bagi hasil digunakan untuk 

menganggarkan menganggar~n belanja bagi hasil pajak 
daerah dan retribusi dae~ah kepada pemerintah desa 
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana 
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021. 
3. Dalam ha! terdapat pelampauan realisasi penerimaan target 

pajak daerah dan retribusi ! daerah kabupaten/kota Tahun 
' Anggaran 2021 pada akhir tahun anggaran yang belum 

direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada 
tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan 

' peraturan perundangan-und8.tlgan. 

Belanja Bantuan Keuangan 

l. Belanja bantuan keuangan dili,erikan kepada Daerah lain dalam 
' rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya. 
2. Belanja bantuan keuangan ~ rangka tujuan tertentu lainnya 

guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima 

bantuan keuangan. 
3. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan 

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan 
serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang
undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
4. Bantuan keuangan terdiri atas: 

a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; 
b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; 
c. bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah 

kabupaten/kota di wilayahnya dan/ atau Daerah 
kabupaten/kota di luar wilayahnya; 

d. bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah 
provinsinya dan/ atau Daerah provinsi lainnya; dan/ atau 

e. bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota 
kepada desa. 
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5. Bantuan keuangan bersifat unium atau khusus. 
I 

6. Bantuan keuangan bersifat umum, peruntukan dan 
pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/ atau 

pemerintah desa penerima ~ltuan. 
7. Bantuan keuangan bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan 

oleh pemerintah daerah pem~eri bantuan dan pengelolaannya 

diserahkan sepenuhnya kepadil penerima bantuan. 

8. Dalam ha! pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai 
penerima bantuan keuangan ~usus tidak menggunakan sesuai 

' 
peruntukan yang ditetapkan i oleh pemerintah daerah selaku 

pemberi bantuan keuangan; pemerintah daerah dan/ atau 

pemerintah desa sebagai pen~rima bantuan keuangan khusus 
wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi 

keuangan khusus. 
9. Pemerintah daerah pemberi bi,ntuan keuangan bersifat khusus 

dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD 

atau anggaran pendapatan dari belanja desa penerima bantuan. 

10. Alokasi dana untuk desa yan~ diterima dari APBN dianggarkan 

dalam jenis belanja bantuan l<euangan kepada pemerintah desa 

untuk membiayai penyelen~ pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

11. Selain itu, pemerintah kabup~ten juga menganggarkan Alokasi 
Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja 

bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 100/o 
( sepuluh persen) dari dana iperimbangan yang diterima oleh 

kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah 

dikurangi OAK. 
12. Penerima bantuan keuan~an bertanggung jawab atas 

penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan 

wajib menyampaikan I laporan pertanggungjawaban 

penggunaannya kepada Bupati. 
13. Sistem dan prosedur pehganggaran, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban belanja , bantuan keuangan ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati. 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 
' 

I. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung 

dengan bukti yang lengkap dan. sah. 
2. Bukti yang lengkap dan sah )::tarns mendapat pengesahan oleh 

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran 

material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 
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i 
3. Bukti pengeluaran belanja ataa beban APBD yang: 

a. mempunyai nilai nominal sampai dengan Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah), tidak dik;enakan Bea Materai; dan 

b. mempunyai nilai nominal l~bih dari RpS.000.000,00 (lima juta 

rupiah) dikenakan Bea Materai dengan tarif sebesar 

Rpl0.000,00 (sepuluh ribu !rupiah); 

4. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangari pemturan daerah tentang APBD 

ditetapkan dan ditempatkan da~am lembaran daerah. 

5. Pengeluaran kas dimaksud angka 4 tidak tennasuk untuk belanja 

yang bersifat mengikat dan pelanja yang bersifat wajib yang 

ditetapkan dalam Pemturan Bupati. 

6. Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib 

adalah: 

a. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang 

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan 

oleh pemerintah daerah ctbngan jumlah yang cukup untuk 

keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan, seperti bel,inja pegawai, belanja barang dan 

jasa. 
b. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya 

kelangsungan pemenuhruii pendanaan pelayanan dasar 

masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau 

melaksanakan kewajiban k~pada fihak ketiga. 

Belanja Modal 

1. Belanja modal digunakan urituk menganggarkan pengeluaran 

yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset 

lainnya. 

2. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 
a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja 

modal pada APBD Tahun Mggaran 2021 untuk pembangunan 

dan pengembangan sarana dan prasarana 

langsung dengan penin~tan pelayanan 

pertumbuhan ekonomi daer'ah. 

yang terkait 

publik serta 

b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran 

yang dilakukan dalam rtjngka pembelian/pengadaan aset 

tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih 
dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. 
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Nilai aset tetap yang d1anggarkan dalam belanja modal 
tersebut adalah sebesar haj-ga bell atau bangun aset ditambah 
seluruh belanja . yang terkait dengan 
pengadaan/pembangunan '.aset sampai aset siap digunakan, 
sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Da.erah dan Lampiran I Pemyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, 
Peraturan Pemerintah Nombr 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan· i serta Buletin Teknis Standar 
Akuntansi Pemerintahan I;lomor 17 tentang Akuntansi Aset 
Tak Berwujud Berbasis Akrual. 

c. Segala biaya yang clikelua'rkan setelah perolehan awal aset 
tetap (biaya rehabilitasi/reilovasi) sepanjang memenuhi batas 
minimal kapitalisasi aset, q.an memperpanjang masa manfaat 
atau yang memberikan nup,faat ekonomi dimasa yang akan 
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau 
peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja 
dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud 
dalam Lampiran I PSAP , Nomor 7, Peraturan Pemerintah 

I 
Norn or 71 Tahun 20 IO ten tang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 

d. Penganggaran pengadaan I barang milik daerah dilakukan 
sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah 
berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, 
bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk 
dalam negeri. 
Penganggaran pengadaan . dan pemeliharaan barang milik 

' 
daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik 
daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik 
daerah yang disusun dehgan memperhatikan kebutuhan 
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan 
barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan 
kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar 
bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk 
kebutuhan barang milik d~erah yang baru (new initiative) dan 
angka dasar (baseline) . serta penyusunan RKA-SKPD. 
Perencanaan kebutuhan 

1

barang milik daerah dimaksud 
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan 
dan/ atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh 
Gubemur/Bupati/Wali Kc;,ta berdasarkan pedoman yang 
ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam 
Pasal 9 ayat (1), ayat (3); ayat (4) dan ayat (6) Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Thhun 2014 ten tang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah. 

' 
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Pengadaan barang miiik daerah dimaksud dalam 
' pelaksanaannya juga halrus sesuai dengan standarisasi 

sarana dan prasarana kerj~ Pemerintab Daerah sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Mebteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintab Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri J\/omor 11 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturari Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
' Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah. 
' e. Penganggaran pengadaan :tanah untuk kepentingan umum 

mempedomani Peraturan 'Presiden Nomor 71 Tahun 2012 

ten tang Penyelenggaraah Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk KepeiJ.tingan Umum, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalmn Negeri 
; 

Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya 

Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Keplmtingan Umum Yang Bersumber 

dari APBD serta Peraturan 'Pemerintab Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Batang Milik Negara/Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. 

Penganggaran Biaya Umum Pekejaan Fisik Konstruksi dan Non 

Konstruksi. 
Penganggaran biaya umum untuk melaksanakan dan kegiatan/sub 

kegiatan pekerjaan fisik konstruksi dan non konstruksi diatur dengan 
' 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pekerjaan Fisik Konstruksi 

Biaya umum untuk pelaksa'naan pekerjaan fisik 

setinggi-tingginya 

Rpl5.000.000,00 

sebesar 5% dengan batasan 

(lima belas juta rupiah) dari 

konstruksi 

maksimal 

pagu fisik 

konstruksi atau sesuai dengan dengan Peraturan Bupati 

mengenai Standar Harga. 

Biaya umum dipergunakan unµJ.k: 
' 

(1) Biaya administrasi sebesar 55% dari biaya umum, meliputi: 

a) Honorarium: 
I) Pejabat Pembuat Ko\nitmen; 



-s2- I 

I 

2) Pejabat Pelaksana T~knis Kegiatan; 

3) Pembantu Pejabat ~laksana Teknis Kegiatan; 

4) Kelompok Kerja Pen\ilihan; 

5) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan; dan 

6) Tim Teknis/Pendukung 

b) Alat Tulis Kantor; 

c) Biaya makanan dan m~numan; 
d) Biaya penggandaan; 

e) Biaya dokumentasi, publikasi dan dekorasi; 

f) Biaya perjalanan dinas( dan 

g) Belanja bahan bakar minyak. 

(2) Biaya Perencanaan Teknis, dengan batasan sebagai berikut: 

a) Biaya Perencanaan TJknis sebesar 30%, dari batasan 

maksimal biaya umum; 
b) Terhadap desain prototip dapat dilakukan penyesuaian 

oleh Konsultan Perenc:911aan dengan biaya perencanaan 

sebesar maksimal 50"/o dari biaya perencanaan standar. 
' (3) Biaya Pengawasan Teknis sebesar 15% dari batasan maksimal 

biaya umum. 
(4) Untuk pekerjaan fisik konstruksi yang perencanaan teknisnya 

menggunakan jasa Konsultjm, biaya administrasinya setinggi

tingginya sebesar 70% dari biaya umum yang didalamnya 

termasuk biaya pengawasaii teknis. 

(5) Untuk pekerjaan fisik k<lnstruksi yang perencanaan dan 

pengawasan teknisnya meinggunakan jasa Konsultan, biaya 

administrasinya setinggi-tip.gginya sebesar 55% dari biaya 

umum. 

(6) Biayajasa Konsultansi besarannya adalah: 

a) Jasa Konsultansi yang nilainya sampai dengan 

Rpl00.000.000,00, : biaya umumnya sebesar 

Rpl.000.000,00; 

b) Jasa Konsultansi 

Rpl00.000.000,00, 

Rp5.000.000,00. 

b. Pekerjaan Fisik Non Konstruksi 

yang 

biaya 

nilainya 
umumnya 

diatas 

sebesar 

Biaya umum untuk pelaiksanaan pekerjaan fisik non 

konstruksi setinggi-tingginya, sebesar 4% dengan batasan 
I 

maksimal Rp7 .500.000,00 (tujuh juta 1ima ratus ribu rupiah) 

dari pagu fisik non konstnlksi atau sesuai dengan dengan 

Peraturan Bupati mengenai Standar Harga. 
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Biaya umum meliputi: 

(I) Honorarium: 
' I 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

a) Pejabat Pembuat Komitmen; 

b) Pejabat Pelaksana Telclis Kegiatan; 
' c) Pembantu Pejabat Pe!aksana Teknis Kegiatan; 

d) Kelompok Kerja PemiliTuan; dan 

e) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. 

Alat Tulis Kantor; 
i 

Biaya makanan dan minu1ll811; 
Biaya penggandaan; I 

Bia ya dokumentasi, pu blikd.si dan dekorasi; 
Biaya perjalanan dinas; datj 

(7) Belanja bahan bakar minyak. 
! 

c. Pekerjaan Fisik konstruksi, yang perencanaan konstruksi 

dan pengawasan konstr(iksinya menggunakan Jasa 

Konsultan adalah kegiatan!f sub kegiatan yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

(I) Bangunan yang secara I teknis diperlukan suivey dan 

identifikasi yang mendalani. serta perhitungan konstruksinya 

melibatkan berbagai disiplin ilmu, diantaranya adalah 

bangunan gedung bertingkat, bendungan, jalan dan jembatan 

yang mempunyai tingkat pelayanan tinggi. 

(2) Bangunan yang bersifat mo)lumental dan mempunyai cita rasa 

arsitektur tinggi. 

(3) Bangunan yang bersifat khusus, misalnya bangunan 

peribadatan, bangunan gedung DPRD, kantor Pemerintah, 

gedung olah raga, bangunah rumah sakit dan bangunan yang 

setara. 
(4) Terhadap desain prototip dapat dilakukan penyesuaian o!eh 

Konsultan Perencanaan d~ngan biaya perencanaan sebesar 
' 

maksimal 500/o dari biaya perencanaan standar. 

(5) Penggunaan jasa konsultaiisi juga diberlakukan bagi SKPD 

Non Teknis yang mempunyhl pekerjaan fisik konstruksi diatas 

Rp500.000.000,00 termasuk beberapa pekerjaan fisik 

konstruksi secara gabungan dengan nilai total gabungan 

diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk Jasa 
I 

Konsultan tersebut dianggarkan menjadi satu paket atau lebih 

pekerjaan perencanaan1 teknis/pengawasan teknis 

berdasarkan kesamaan iwilayah atau kPsamaan jenis 

pekerjaan. 
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(6) Untuk pekerjaan fisik ktjnstruksi yang dianggarkan pada 

tahun berikutnya, p~rencanaan teknis diusulkan 

penganggarannya pada P~rubahan APBD tahun berjalan, 

sedangkan pengawasanr. ya dianggarkan pada tahun 
berikutnya. 

d. Serah Terima Pekerjaan Fisik Kpnstruksi 

( 1) Kegiatan/ sub kegiatan yang bersifat fisik konstruksi yang 

pekerjaannya telah selesai 100"/o dan pemeliharaannya masih 

dalam tahun berkenaan, pembayarannya dilakukan sebesar 

95% dengan dibuktikan berita acara serah terima pekerjaan 

(serah terima pertama/PHO) dan uang retensi 5% dibayarkan 

setelah masa pemeliharaan, berakhir dengan dibuktikan berita 

acara serah terima pekerjaa!n (serah terima kedua/FHO). 

(2) Kegiatan/ sub kegiatan yat,.g bersifat fisik konstruksi yang 

' pekerjaannya telah seles,tj 100"/o dengan dibuktikan berita 
' acara serah terima pekerj$n dan pemeliharaannya melewati 

tahun berkenaan, pembay~ya dilakukan sebesar I 00"/o 

dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan 

sebesar 5% dari harga Perjanjian Kerja. 

E. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah. 

I. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya 

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 

sebelumnya merupakan : penerimaan pembiayaan yang 

digunakan untuk: 
a. Menutupi defisit anggiµan apabila realisasi pendapatan 

i 

lebih kecil daripada realisasi belanja; 

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan lanjutan 

atas beban belanja daerah; 

c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir 

tahun anggaran belum 'diselesaikan. 

2. Dana Cadangan 
a. Dana cadangan dibukukan dalarn rekening tersendiri 

atas nama dana cad!angan pemerintah daerah yang 

dikelola oleh BUD. 
I 

b. Dana cadangan tidak (japat digunakan untuk membiayai 

program dan kegiatan/ sub kegiatan lain diluar yang 

telah ditetapkan dalarn peraturan daerah tentang 

pembentukan dana cadangan. 
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c. Program dan kegiamt/ sub kegiatan yang ditetapkan 
berdasarkan peraturaµ daerah dilaksanakan apabila 

dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan 

program dan kegiatan) sub kegiatan. 

d. Untuk pelaksanaan pr6gram dan kegiatan/sub kegiatan 

dana cadangan dimaksud terlebih dahulu 

dipindahbukukan ke RKUD. 

e. Pemindahbukuan palilig tinggi sejumlah pagu dana 

cadangan yang akan digunakan untuk mendanai 

pelaksanaan kegiatsrl/sub kegiatan dalam tahun 

anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan 

dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana 

cadangan. 

f. Pemindahbukuan diiihcukan dengan surat perintah 

pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas Persetujuan 

PPKD. 
' g. Dalam hal program dan kegiatan/sub kegiatan telah 

selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, 

maka dana cadangan Jang masih tersisa pada rekening 
' 

dana cadangan, dipindlilibukukan ke RKUD. 

h. Dalam ha! dana cadangan yang ditempatkan pada 

rekening dana cadanga:p belum digunakan sesuai dengan 
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam 

portofolio yang memb.,,rikan hasil tetap dengan risiko 

rendah. 
i. Penerimaan hasilb bunga/ deviden rekening dana 

cadangan dan penempatan dalam portofolio menambah 

jumlah dana cadangan. i 

j. Portofolio meliputi: 

(I) Deposito; 

(2) Sertifikat Bank Indonesia (SB!); 

(3) Surat Perbendaharaan Negara (SPN); 

(4) Surat Utang Negara (SUN); dan 

(5) Surat berharga lainr/ya yang dijamin pemerintah. 

k. Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan/ sub 

kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan 
' sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan 

kegiatan/ sub kegiatan lainnya. 
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3. Investasi 
a. Investasi awal dan pehambahan investasi dicatat pada 

rekening penyertaan modal (investasi) daerah. 
b. Pengurangan, penjualan, dan/ a tau pengalihan investasi 

dicatat pada rekening lpenjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan (divestasi modal). 

c. Deposito dan/ atau Investasi jangka Pendek dapat 

dilakukan atas uang ! milik Pemerintah Daerah yang 
sementara belum digunakan sepanjang tidak 
mengganggu likuiditas! keuangan daerah, tugas daerah 
dan kualitas pelayanani publik. 

d. Deposito dan/ atau investasi jangka pendek sebagaimana 

tersebut pada huruf c harus disetor ke RKUD paling 

lambat per 31 Desemb~r tahun anggaran berkenaan. 

4. Piutang Daerah 

a. Setiap piutang daerahj diselesaikan seluruhnya dengan 

tepat waktu. 

b. PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan 

piutang atau tagihan , daerah yang menjadi tanggung 

jawabSKPD. 
c. Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat 

diselesaikan seiuruhl).ya pada saat jatuh tempo, 

diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang

undangan. 
d. Piutang daerah jenis ' tertentu seperti piutang pajak 

daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas 
untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan 

' ketentuan peraturan p6rundang-undangan. 
e. Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan 

keperdataan dapat dlselesaikan dengan cara damai, 

kecuali piutang daerahiyang cara penyelesaiannya diatur 

tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. 
f. Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan 

dengan penyelesaian ! secara mutlak atau bersyarat, 
kecuali cara penyelesaiannya tersendiri dalam peraturan 

perundang- undangan. 
g. Penghapusan piutang d~erah ditetapkan oleh: 

(1) Bupati untuk jumlah sampai dengan 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Bupati dengan persbtujuan DPRD untuk jumiah lebih 
dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
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BABV 

PENATAUSAHMN KEUANGAN DAERAH 

A. Penatausahaan Penerimaan 

1. Penerimaan daerah disetor ke RKUD pada bank pemerintah yang 
ditunjuk dan dianggap sah set,ilah Kuasa BUD menerima nota 

kredit. 

2. Penerimaan daerah yang disetor ke RKUD dilakukan-dengan cara: 
a disetor langsung ke bank oleh Ji,ihak ketiga; 
b. disetor melalui bank lain, ba~an, lembaga keuangan dan/ atau 

kantor pos oleh pihak ketiga; dan 
c. disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak ketiga. 

3. Benda berharga seperti karcis i retribusi sebagai tanda bukti 
pembayaran oleh pihak ketiga kepada Bendahara Penerimaan 
diterbitkan dan disahkan oleh PPKD. 

4. Bendahara Penerimaan wajib 11;1.enyelenggarakan penatausahaan 
' terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan 

yang menjadi tanggungjawabnya. 

5. Penatausahaan atas penerimaan nienggunakan: 

a. Buku Kas Umum; 
b. Buku Pembantu Per Sub Rincian Objek Penerimaan; dan 

c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian. 
6. Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan 

' 
menggunakan, antara lain: 
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); 

b. Surat Setoran Pajak Daerah (S~PD); 
c. Surat Ketetapan Retribusi Dael'ah (SKRD); 
d. Surat Tanda Setoran (STS); 
e. Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP); dan 
f. Bukti Penerimaan lainnya yangj sah. 

7. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung-jawabkan 

secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi 
tanggung jawabnya dengan menyampaikan la po ran 
pertanggungjawaban penerimaan U:epada pengguna anggaran/ kuasa 
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib 
mempertanggungjawabkan secara l'ungsional alas pengelolaan uang 
yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD 
paling lambat tanggal 10 bulan beHkutnya. 

8. Laporan pertanggungjawaban penelimaan dilampiri dengan: 
a. Buku Kas Umum; 
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b. Buku Rekapitulasi Penerimaani Bulanan; dan 
c. Bukti Penerimaan lainnya yang sah. 

9. PPKD selaku BUD melakukan ~erifikasi, evaluasi dan analisis 
atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pada 
SKPD. 

10. Verifikasi, evaluasi dan ana!)sis dilakukan dalam rangk:a 
rekonsiliasi penerimaan. 

11. Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar ataa pertimbangan 
kondisi geografis wajib pajak idan/ atau wajib retribusi tidak 
mungkin membayar kewajibanny8. langsung pada badan, lembaga 
keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk 
Bendahara Penerimaan pembantul 

12. Bendahara Penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan 

penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran 
atas penerimaan yang menjadi ~ggung jawabnya. 

13. Penatausahaan atas penerimaan ffienggunakan: 
a. Buku Kas Umum; dan 
b. Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu. 

14. Bendahara Penerimaan pehibantu dalam melakukan 

penatausahaan menggunakan: 
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); 

b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR); 
c. Surat Tanda Setoran (STS); 
d. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan 
e. Bukti Penerimaan lainnya yang sah. 

15.Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan 
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

16. Bendahara Penerimaan melakukah verifikasi, evaluasi dan analisis 
atas laporan pertanggungjawaban .penerim.aan. 

1 7. Bendahara Penerimaan pembant:4 wajib menyetor seluruh uang 
yang diterimanya ke RKUD paling! lama 1 (satu) hari kerja terhitung 
sejak uang kas tersebut diterima. 

18.Bendahara Penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan 
bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang 
kas yang diterimanya kepada Bentlahara Penerimaan. 

19. Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan 
aplikasi komputer dan/ atau alat elektronik lainnya. 

20.Pada akhir tahun anggaran, i Bendahara Penerimaan harus 
menyetorkan seluruh sisa uang setoran ke Rekening Kas Umum 
Daerah awal tahun berikutnya yang akan diatur lebih lanjut dalam 
Surat Bupati. 
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B. Penatausahaan Pengeluaran 

Penyediaan Dana 
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I. Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen 

kas menerbitkan SPD. 

2. SPD disiapkan oleh Kuasa BUD urituk ditandatangani oleh PPKD. 

3. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD. 

Permintaan Pembayaran 

Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD yang 

terdiri dari: 
' 

1. SPP Uang Persediaan Pembayaran '(SPP-UP) 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran untuk, memperoleh persetujuan dari 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD 

dalam rangka pengisian uang persediaan. 

Dokumen SPP-UP terdiri dari: 

a. Surat Pengantar SPP-UP; 

b. Ringkasan SPP-UP; 

c. Rincian SPP-UP; 

d. Draf Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa 
uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain 

' uang persediaan saat pengajua'n SP2D kepada Kuasa BUD; dan 

e. Peraturan Bupati Penetapan UP. 

2. SPP Ganti Vang Persediaan (SPP-QU) 

Penerbitan 
Bendahara 

persediaan 

dan pengajuan dokumen SPP-GU diajukan oleh 

Pengeluaran untuk pennintaan pengganti uang 
yang tidak dapat , dilakukan dengan pembayaran 

Jangsung. Pengajuan penggantian luang persediaan dapat dilakukan 

dalam ha! penggunaan uang persediaan telah mencapai paling 

kurang 50"/o. 
Dokumen SPP-GU terdiri dari: 

a. Surat Pengantar SPP-GU; 

b. Ringkasan SPP-GU; 

c. Rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu; 
d. Bukti transaksi yang sah dan lengkap; 

e. Draf Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Al;tggaran yang menyatakan bahwa 

uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain 
ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD. 



-60-

3. SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) 

a. SPP-TU Kegiatan/Sub Kegiatan 
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK 

SKPD dalam rangka tam1;>ahan uang persediaan guna 

melaksanakan kegiatan/sub' kegiatan SKPD yang bersifat 

mendesak dan tidak dapat' digunakan untuk pembayaran 

langsung dan uang persediaanJ 
Dokumen SPP-TU terdiri dari: 

1) Surat Pengantar SPP-TU; 

2) Ringkasan SPP-TU; 

3) Rincian rencana penggun8.al1 TU; 

4) Draf Surat pernyataan uniuk ditandatangani oleh Pengguna 
' Anggaran/Kuasa Penggurla Anggaran yang menyatakan 

bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk 

keperluan selain Tambahan Uang (TU) saat pengajuan SP2D 

kepada Kuasa BUD; 
5) Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan 

pengisian Tambahan Uang (TU); 
Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan 

dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu 

penggunaan; 
Dalam hal dana Tambahan Uang (TU) tidak habis digunakan 

dalam 1 (satu) bulan, maka, sisa tambahan uang disetor ke 

RKUD; 

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa Tambahan Uang (TU) 

dikecualikan untuk: 
! 

1) Kegiatan/sub kegiatan yang pelaksanaannya melebihi l (satu) 

bulan; 

2) Kegiatan/ sub kegiatan Y'i'Ilg mengalami penundaan dari 

jadwal yang telah ditetap!qn yang diakibatkan oleh peristiwa 

di luar kendali PA/KPA; ! 

Atas pengecualian tersebut, clli(tur sebagai berikut: 

I) PA/KPA mengajukan dispensasi tambahan waktu 

penggunaan Tambahan Uang (TU) yang memuat penjelasan 

tentang alasan keterlambatan dan waktu/tanggal 

selesainya kegiatan/sub kegiatan. 
2) Batas waktu penyetoran sisa Tambahan Uang (TU) 

maksimal 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya. 

b. SPP-TU Belanja Tidak Terduga (BTT) 
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Penerbitan dan pengajuan dolk:umen SPP-TU BTT diajukan oleh 
' 

Bendahara Pengeluaran Pem.bantu yang mengelola Belanja 
Bunga, Belanja Tidak TerctuJ (BTI'), Belanja Transfer (Belanja 
Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan) dan Pembiayaan pada 
SKPKD untuk memperoleh persetujuan dari Kuass Pengguna 
Anggaran PPKD pada SKPKD dalam rangka tambahan uang 
persediaan guna melakssna]l:an belanja tidak terduga yang 
bersifat mendesak. 
Dokumen SPP-TU BTT terdiri cjari: 
1) Surat Pengantar SPP-TU B'IT; 
2) Ringkassn SPP-TU BTT; 
3) Rincian rencana penggunaan TU-BTT; 
4) Draf Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala 

SKPD/Pengguna Anggaran pengguna BTT; 
5) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB); 
6) Peraturan Bupati Penggurui,m Dana. 

' Dalam hal dana Tambahan Uang BTT tidak habis digunakan 
dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke 

RKUD; 
Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang 

dikecualikan untuk: 
I) Kegiatan/sub kegiatan yang pelaksanaannya melebihi I (satu) 

bulan; 
2) Kegiatan/ sub kegiatan yang mengalami penundaan dari 

jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa 
di luar kendali Kepala Perangkat Daerah pengusul Rencana 

Kebutuhan Belanja (RKB); 
Atas pengecualian tersebut, diatur sebagai berikut: 
1) Kepala Perangkat Daerali pengusul Rencana Kebutuhan 

Belanja (RKB) mengaju~ dispensasi tambahan waktu 
penggunaan TU-BTT yang inemuat penjelasan tentang alasan 
keterlambatan dan waktu/tanggal selessinya kegiatan/sub 

kegiatan. 
2) Batas waktu penyetoran sfsa TU-BTT sesuai yang tercantum 

dalam surat persetujuan TU-BTT. 

4. SPP Langsung (SPP-LS) untuJ\: Pembayaran Gaji/Tunjangan/ 
Penghasilan lainnya. 
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS diajukan oleh 
Bendahara Pengeluaran yang disiapkan pembuat daftar gaji untuk 
permintaan pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan 
lainnya sesuai dengan peratu:ran perundang-undangan guna 
memperoleh persetujuan pen~na anggaran/kuasa pengguna 
anggaran melalui PPK-SKPD. 
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Dokumen SPP Langsung (SPP-LS) untuk Pembayaran Gaji/ 
Tunjangan/Penghasilan lainnya. 
a. Persyaratan Umum 

1) Surat Pengantar SPP-LS; 
2) Ringkasan SPP-LS; 
3) Rincian SPP-LS; 
4) Surat Pernyataan Pengajuah SPP-LS; 
5) Lembar e-Billing/bukti pelnbuatan tagihan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 
6) Daftar Penerima Gaji; 
7) Rekapitulasi Gaji per Lembar; dan 
8) Rekapitulasi Gaji per Golongan. 

b. Persyaratan Khusus 
1) Gaji lnduk: 

a) Foto copy surat kepuj:usan yang telah dilegalisir, bila 
terdapat perubahan ka¢na: 
( 1) Kenaikan gaji berkala; 
(2) Kenaikan pangkat; 

(3) Jabatan; 
(4) Kenaikan Gaji Penyesuaian Masa Kerja. 

b) Mutasi, sesuai dengan perubahannya harus dilampiri: 
(1) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 

(2) Surat Pindah; 
(3) Daftar keluarga; 
(4) Surat Pernyataan, melaksanakan 

Pernyataan menduduki Jabatan, 

mendapatkan tunj~ganjabatan). 
c) Mutasi/Perubahan KehJarga karena: 

tugas 
bagi 

(1) Perkawinan, dilampiri foto copy surat nikah; 

(Surat 
yang 

(2) Tambahan anak, dilampiri foto copy akte kelahiran; 
(3) Anak yang telah berusia 21 s-d. 25 tahun yang 

masih menjadi tanggungan orang tua dilampiri Surat 

Keterangan Masih Kuliah/sekolah; 
(4) Meninggal dunia dilampiri Surat kematian/ Akte 

Kematian; 
(5) Cerai dilampiri Surat/ Akte Perceraian. 

d) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
(1) Keputusan Pengang1<atan sebagai CPNS; 
(2) Nota Persetujuan BKN; 
(3) Surat Pernyataan melaksanaan tugas; 
(4) Daftar keluarga (Model DK); 
(5) Fotocopy Surat Nikah/akte perkawinan; 
(6) Fotocopy Akte kelahiran. 
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2) Gaji Susulan 
a) Pegawai pindahan 

(I) Keputusan pindah; • 
(2) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP); 
(3) Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas. 

b) Pegawai Baru (Calon Pegawai Negeri Sipil) 
(!) Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai 

; 

(CPNS) 
(2) Nota Persetujuan BKN 
(3) Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas 
(4) Daftar Keluarga (Model DK) 

(5) Foto copy Surat Nikah 
(6) Foto copy Akte Kelahiran 

3) Kekurangan Gaji 
a) Keputusan Kenaikan Pangkat 
b) Keputusan Kenaikan G!j.ji Berkala 

4) Kekurangan Tunjangan • Umum, Tunjangan Jabatan 
Struktural dan Tunjangan ll'ungsional 
a) Keputusan Kenaikan P~gkat (Untuk Tunjangan Jabatan 

Fungsional/Umum); 
b) Surat Pemyataan Pelantikan dan Surat Pemyataan 

Melaksanakan Tugas. (untuk tunjangan jabatan 

struktural); 
5) Uang duka Wafat/Tewas 

a) Surat keterangan/ akte kematian; 
b) Khusus uang duka ;tewas dilengkapi dengan surat 

keterangan tewas dari lrepolisian; 
c) Surat keterangan ahli waris sesuai ketentuan yang 

berlaku; 
d) Visum yang telah dilega)kan; 
e) Foto copy surat nikah; 
f) Foto copy SK terakhir; 
g) Dibayarkan langsung setelah yang bersangkutan 

meninggal dunia: 
(!) Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir; 
(2) Uang duka tewas sehesar 6 (enam) kali gaji terakhir 

h) Satu Pengajuan SPP uang duka wafat/uang duka tewas 

hanya untuk satu oran& pegawai; 
i) Tidak ada potongan. 

6) Gaji Terusan 
a) Surat Keterangan/akte kematian dari Pamong Praja/ 

' 
Dokter; 
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b) Surat Keterangan Ahli waris sesuai ketentuan yang 

berlaku yang telah dilegalisir; 

c) Visum yang telah dilegalisir; 
d) Foto copy Surat Nikah; 
e) Foto copy SK terakhir; 

I) Dibayarkan setiap bulan, mulai bulan berikutnya setelab 

yang bersangkutan meninggal dunia, selama 4 bulan 
berturut-turut, apabila pegawai meninggal dunia 

mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian maka gaji 
terusannya dibayarkan aengan gaji pokok pangkat baru; 

g) Satu Pengajuan SPP Ga,ji terusan hanya untuk satu orang 

pegawai; i 

h) Potongan sesuai ketenn,,an yang berlaku. 
7) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 

a) Pengantar SKPP dari Kepala SKPD dan Rincian Gaji 

Terakhir; 

b) Surat Keputusan pensiun, Pensiun Janda/Duda, Pindah; 
c) Surat Keterangan Kuliah/ sekolah bagi anak yang telah 

berusia 21 s.d. 25 tahtin dan masih menjadi tanggungan 

orangtua; 
d) Print out gaji perorangan pegawai minimal 1 (satu) bulan 

terakhir; 
e) Bagi PNS pensiun yang mendapatkan kenaikan pangkat 

pengabdian, sebelum mengajukan SKPP agar mengajukan 

kekurangan gajinya terlebih dahulu; 
I) Bagi PNS yang me,jinggal dunia, pengajuan SKPP 

dilakukan setelah gaji! terusan IV dibayarkan, apabila 
mendapatkan kenaildm pangkat pengabdian agar 

! 
mengajukan kekurangan gajinya terlebih dahulu; 

g) Bagi PNS yang pindah keluar dan atau masuk ke 
Pemerintah Kabupaten Tuban agar pembayaran gajinya 

dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan 

di instansi asal atau setelab diterbitkannya SKPP instansi 

asal. 

8) Tambahan penghasilan/insentif/honorarium/ penerimaan 

lainnya 
a) Tambahan penghasilan/honorarium pegawai 

(1) Daftar penerima tambahan penghasilan/honorarium 
(2) Rekapitulasi 

• i (3) Aturan penenm~an tambahan penghasilan/ 
honorarium 

(4) Honorarium Pegawai Non PNS 
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i 
(a) Daftar Honor Non PNS; 

(b) Rekapitulasi (biJ.. Iebih dari satu daftar); 
' (c) Daftar hadir; 

(d) Keputusan Kepala SKPD tentang Pengangkatan 
sebagai Pegawai tidak tetap, Non PNS dan 
perjanjian Kontrak PIT dilampirkan pada 
pengajuan SPP Honor bulan Januari pada tahun 

berkenaan. 
b) lnsentif pemungutan pajak daerah/retribusi daerah 

(1) Untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
(a) Daftar penerima' 

(b) Ketentuan beskan insentif pada pengajuan 
pertama di awal 'tahun berkenaan atau apabila ada 

perubahan keterituan/ aturan 

(c) Hasil Rekonsilia!li PAD. 
(2) Untuk Instansi terkait 

(a) Hasil rekonsiliasi PAD 

(b) Kuitansi bermaterai cukup 
' 

(c) Ketentuan besaran insentif pada pengajuan 
' pertama di awal tahun berkenaan atau apabila ada 
' perubahan ketentuan/ aturan. 

c) Penerimaan La.innya 
(I) Daftar penerimaan tambahan 

penghasilan/honorarium 

(2) Rekapitulasi 
(3) Aturan penerimaan tambahan penghasilan / 

honorarium 

5. SPP Langsung (SPP-LS) kepada pihak ketiga atas Pengadaan 

Barang/Jasa 
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS diajukan oleh 

' Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk 
perrnintaan pembayaran langsun'g atas dasar perjanjian kontrak 

kerja atau surat perintah kerja lrunnya dengan jumlah, penerima, 
peruntukan, dan waktu pembayk.ran tertentu yang dokumennya 
disiapkan oleh PPTK. 
Pengajuan Dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang 
dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tigs) hari sejak diterimanya 

' tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 
Dokumen Pengajuan SPP Langsung (SPP-LS) untuk Pengadaan 

Barang/ Jasa. 
a. Persyaratan Umum 
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1) Pengantar SPP-LS; 

2) SPP-LS; 

3) 

4) 
5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Rincian SPP-LS· 
' 

Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS; 
Ringkasan Kontrak; 
Kuitansi Asli Bermaterai; 
Refrensi Bank atas nama iJnyedia barang/jasa 
Bukti Perjanjian beserta Lampirannya; 

Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; 

10) Serita Acara Penerimaan barang/Penyerahan; 
11) Jaminan Pelaksanaan sesuiu dengan ketentuan yang berlaku; 
12) Pembayaran Uang Muka diilunpiri: 

a) Berita Acara Pembayaran Uang Muka; 
b) Jaminan Uang Muka sesuai ketentuan yang berlaku. 

13) Perinciaan Perhitungan Pajak, Faktur Pajak dan lembar e

billing/bukti pembuatan fugihan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

i 

14) BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerjaan Konstruksi/ 

Pemeliharaan gedung. 

b. Persyaratan Khusus: 

1) Pengadaan Barang: 
a) Serita Acara PenerimaaA Barang; 

b) Serita Acara Penyerahan Pekerjaan. 
2) Pekerjaan Konstruksi: 

a) Pembayaran sesuai kemajuan fisik di lapangan/ prestasi 

basil pekerjaan dilampitii: 

(1) Laporsn kemajuan ~kerjaan pelaksanaan/fisik; 
(2) Serita Acara Pembayaran Angsuran; 
(3) Serita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai kemajuan 

pekerjaan pelaksanaan/fisik. 
b) Pembayaran sebesar 95P/o dilampiri: 

(1) Laporan Kemajuan j)ekerjaan pelaksanaan/fisik 100''/o; 
' 

(2) Berita Acara Serah Terima I Fisik; 
(3) Serita Acara Pembayaran sebesar 95%; 

c) Pembayaran sebesar 95% di!ampiri: 
( 1) Laporan pekerjaan µemeliharaan; 
(2) Serita Acara Ser,U, Terima II Fisik (Pekerjaan 

Pemeliharaan); 
(3) Berita Acara Pembayaran Angsuran sebesar 5%. 

d) Pembayaran Lunas ( 1000/o) dilampiri: 
(1) Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik; 

(2) Serita Acara Serah ~erima I Fisik; 
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(3) Berita Acara Serah Terima II Fisik/Foto copy Jaminan 
Pemeliharaan yang ~blah di ketahui PPK; 

(4) Berita Acara Pembayaran sebesar 1000/o. 

3) Jasa Konsultansi: 
a) Jasa Perencanaan Konsultansi yang 

Harganya Menggunakan Biaya Personel 
dilampiri: 

Perhitungan 
(billing rate) 

(1) Bukti kehadiran !dari tenaga konsultan sesuai 

pentahapan waktu pekerjaan; 
(2) Penyewaan/Pembelian alat penunjang (bila ada); 
(3) Bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam 

surat penawaran; 
(4) Berita Acara Petilyerahan Buku/Laporan Hasil 

Pekerjaan Perencan¥'1 (sesuai tahapan pekerjaan); 

(5) Berita Acara Pembayaran; 
' 

(6) Berita Acara Penyenihan Pekerjaan untuk pembayaran 
100% (lunas). 

b) Jasa Perencanaan Gedung Negara 
(1) Pembayaran sebesar 800/o dilampiri: 

(a) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 800/o; 

(b) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Perencanaan; 

(c) Berita Acara Penibayaran sebesar 800/o. 

(2) Pembayaran sebesar 5% dilampiri: 
(a) Lap oran Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 85%; 
(b) Foto Copy SPK Fisik; 
(c) Berita Acara Penibayaran sebesar 5%. 

(3) Pembayaran sebesar 15% dilampiri: 
(a) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 1000/o 

(b) Foto Copy Berita Acara Serah Terima I Fisik; 
(c) Berita Acara Pembayaran sebesar 15%; 
(d) Berita Acara Pe)lyerahan Pekerjaan Perencanaan 

100%. 

(4) Pembayaran lunas (100%) dilampiri: 
(a) Laporan Kemajub Pekerjaan Perencanaan 800/o; 
(b) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Perencanaan; 
(c) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 85%; 

(d) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan I 000/o 

(e) Foto Copy Berita.Acara Serah Terima Fisik; 
(I) Berita Acara Penibayaran sebesar 100%; 

' 
c) Jasa Pengawasan/Man,i.jemen Konstruksi: 

(!) Pembayaran sesuai kemajuan fisik dilapangan/ 
prestasi basil pekerjaan dilampiri: 
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i 
(a) Laporan Kemajub pekerjaan pelaksanaan/fisik; 

' (b) Berita Acara Pembayaran Angsuran; 
(c) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai 

kemajuan pekerjllan pelaksanaan/fisik. 
(2) Pembayaran sebesar 95% dilampiri: 

(a) Laporan kemajui\.n pekerjaan pengawasan 1000/o; 

(b) Berita Acara Serah Terima I pekerjaan 

pengawasan; 
(c) Foto copy Berita \'\cara Serah Terima I Fisik; 
(d) Berita Acara Perribayaran Angsuran sebesar 5%. 

(3) Pembayaran sebesar 5 % dilampiri: 
(a) Laporan kemajuan pekerjaan pengawasan; 
(b) Berita Acara , Serah Terima II pekerjaan 

pengawasan; . 
(c) Foto copy Berita Acara Serah Terima II Fisik 

(pekerjaan pemeilharaan); 
(d) Berita Acara Pembayarao Angsuran sebesar 5%. 

(4) Pembayaran Lunas (100%) 

(a) Laporan kemajuan pekerjaan pengawasan 1000/o; 

(b) Berita Acara i Serah Terima I pekerjaan 

pengawasan; 
(c) Foto copy Berita Acara Serah Terima II Fisik/ Foto 

Copy Jaminan Pemeliharaan yaog telah diketahui 
PPK (bila dipersy;,.ratkan); 

(d) Berita Acara Penlbayaran sebesar 1000/o; 

d) Jasa Lainnya: 
( 1) Akomodasi dan Konsumsi 

a) Undangan; 
b) Jadwal Acara; 
c) Daftar Hadir; 
d) Dokumentasi/foto; 
e) Banquet Bill (untuk paket lwlfday, ftdlday, 

lwlfboard); 

I) Guest Bill (untu~ paket fullboard); 
g) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan. 

(2) Asuransi: 
(a) Polis; 
(b) Rekapitulasi per polis (bila polis lebih dari satu); 
(c) Berita Acara Penyerahan polis. 

' 
(3) Pemeliharaan Barang Inventaris/ Cleaning Service/ 

Pemeliharaan Tam.an; 
(a) Berita Acara Penerimaan Hasil Pemeliharaan 

Barang/Jasa; 
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(b) Berita Acara I Penyerahan Pekerjaan untuk 

pekerjaan yang s\.idah 100"/o; 

(4) Jasa Pengarnanan Kantor: 
Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 

(5) Jasa Pengurusan H<ik Atas Tanah: 
Pembayaran dilak,l,kan sekaligus 100"/o setelah 

' pekerjaan selesai se~uruhnya sesuai dengan dokumen 
kontrak, dibuktikan' dengan berita acara serah terima 

hasil pekerjaan dari pejabat/panitia pemeriksa hasil 

pekerjaan. 

4) Swakelola , 
i 

Pekerjaan Swakelola oleh Irtstansi Pemerintah Lain Pelaksana 

Swakelola/Kelompok Masya'rakat: 
a) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (laporan awal, 

antara, akhir) dan Penggunaan Keuangan (setiap bulan); 
b) Berita Acara Penyerahah Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 

dan Penggunaan Keu~gan sebagai Lampiran untuk 
tahap pembayaran; 

c) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan; 
d) Berita Acara Pembayaran. 

6. SPP Langsung (SPP-LS) kepada' Pihak Ketiga lainnya atas SPP 

Langsung (SPP-LS) Belanja Bungij., Belanja Tidak Terduga, Belanja 
Transfer (Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) dan Pembiayaan. 
a. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk Belanja 

Bunga, Belanja Tidak Terduga (BTT), Belanja Transfer (Bagi Hasil, 
Bantuan Keuangan) dan Pembiayaan diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran SKPD yang mel~sanakan fungsi SKPKD diajukan 

' kepada PPKD melalui PPK-SKPD yang melaksanakan fungsi 

SKPKD. 
b. Dokumen SPP Langsung (SPP-LS) untuk Belanja Bunga, Belanja 

Tidak Teduga (BTT), Belanja Transfer (Bagi Hasil dan Bantuan 

Keuangan) dan Pembiayaan, terdiri dari: 
1) Pengantar SPP-LS; 

2) SPP-LS; 
3) Rincian SPP-LS; 
4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS; 
5) Bukti Transfer uang atau pemberian Belanja Bunga, Belanja 

Tidak Teduga, Belanja Tr;msfer (Bagi Hasil dan Bantuan 

Keuangan) dan Pembiayaan; 
6) Peraturan Bupati tentang Penetapan Perhitungan Belanja 

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk bagi 
Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; 



- 70-

7) Foto copy rekening dari Barik Umum yang masih aktif. 

7. SPP Langsung (SPP-LS) kepada I Pihak Ketiga lainnya atas SPP 

Langsung (SPP-LS) Subsidi, Hibah idan Bantuan Sosial. 

a. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk Belanja 
Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial baik berupa uang maupun 
barang/jasa diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang 

diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. 
b. Dokumen SPP Langsung (SPPJLS) untuk Belanja Subsidi, Hibah 

dan Bantuan Sosial, terdiri dari: 
I) Pengantar SPP-LS; 
2) SPP-LS; 
3) Rincian SPP-LS; 
4) Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS; 
5) Bukti Transfer uang atau pemberian Subsidi/Hibah/Bansos 

baik berupa uang maupun l>arang/jasa; 

6) Proposal untuk Bansos/Hi~ah; 
7) Keputusan Bupati ! tentang Daftar Penerima 

Subsidi/Bansos/Hibah; 
8) Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) untuk SPP Hibah; 

9) Pakta lntegritas untuk SPP Subsidi/Bansos/Hibah; 

10) Foto copy rekening dari Bank Umum yang masih aktif. 

Dokumen Penatausahaan Pengeluaran: 
I. Bendahara Pengeluaran/Bendahaira Pembantu Pengeluaran: 

a. buku kas umum; 
b. buku simpanan bank; 
c. buku pajak; 

d. buku panjar; 
e. buku rekapitulasi per rincian obyek; 

2. PPK-SKPD: 
Register SPP-UP/GU/TU/LS. 
Penelitian Dokumen SPP: 
a. Pengguna anggaran/kuasa pengguna 

kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, 

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 

anggaran meneliti 
SPP-TU dan SPP-LS 

b. Penelitian dokumen tersebut dilakukan oleh PPK-SKPD; 
c. Dalam ha! kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, 

PPK-SKPD mengembalikan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS 
kepada Bendahara Pengeluarai!i untuk dilengkapi. 

' 
Perintah Membayar 

I. Dalam ha! dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM; 
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2. Surat Perintah Membayar (8PM) adalah dokumen yang 

digunakan/diterbitkan oleh pen~na anggaran/kuasa pengguna 

anggaran untuk penerbitan SP2j:> atas beban pengeluaran DPA

SKPD yang terdiri dari SPM-UP/SPM-GU /SPM-TU /SPM-LS; 

3. Dalam ha! dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak 

sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak 

menerbitkan SPM; 
4. Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya dokumen SPP; 

5. Penolakan penerbitan SPM palingi lama 1 (satu) hari kerja terhitung 

sejak diterimanya dokumen SPP; 
6. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk 

penerbitan SP2D. 

7. Dokumen yang digunakan pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran dalam penatausahaan ' pengeluaran perintah membayar 

mencakup: , 
a. Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-LS; dan 
b. Register surat penolakan penerbitan SPM. 

8. Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani 

tahun anggaran berkenaan. 

Pencairan Dana 

I. Kuasa BUD meneliti kelengkapan i dokumen SPM yang diajukan oleh 

pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran 

yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

2. Dalam ha! dokumen SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 

menerbitkan SP2D; 
3. Dalam ha! dokumen SPM dinya~ tidak lengkap dan/atau tidak 

sah dan/ atau pengeluaran tersebut melampaui anggaran, Kuasa 

BUD menolak menerbitkan SP2D; 

4. Dokumen kelengkapan SPM sebagai berikut: 

a. SPM-UP 
SPM-UP adalah dokumen yarig diterbitkan oleh PA/KPA untuk 

penerbitan SP2D yang diper!\1.lnakan sebagai uang persediaan 

dan untuk mendanai kegiatan/ sub kegiatan dilampiri dengan: 
' I) Pengantar SPM-UP; 

2) SPM-UP; 

3) Surat Pemyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran. 
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b. SPM-GU 
SPM-GU diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas 

beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan 

untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan 

dilampiri dengan: 
I) Pengantar SPM-GU; 
2) SPM-GU; 
3) Surat Pernyataan TanSS':'ng jawab Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran; 
4) Check list (lembar penelitiail kelengkapan dokumen SPP-GU); 

c. SPM-TU 
SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oieh PA/KPA untuk 
penerbitan SP2D atas bebari pengeluaran DPA-SKPD karena 
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang 

' persediaan yang telah ditet4'pkan sesuai dengan ketentuan 

dilampiri dengan: 
I) Pengantar SPM-TU; 
2) SPM-TU; 
3) Rincian rencana penggunaan TU; 
4) Surat Pernyataan Tanggttng jawab Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran; 
5) Persetujuan permohonan tambahan uang. 

d. SPM-TU Belanja Tidak Terduga (BTT) 
SPM-TU BTT adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA yang 

' melaksanakan fungsi SKPKD dalam rangka pengajuan 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena 

kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang 
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

dilampiri dengan: 
I) Surat Pengantar SPM-TU BTT; 
2) Rincian rencana penggunaan TU-BTT; 
3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari KPA; 

4) Rencana Kebutuhan Belanji,. (RKB); 

5) Peraturan Bupati Penggunaan Dana BTT; 
6) Check list (lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-TU 

BTT); 
e. SPM-LS 

SPM-LS diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas 
be ban pengeluaran DPA-SKPD 1kepada pihak ketiga. 
I) Dokumen SPM-LS atas nama penyedia barang/jasa dilampiri: 

a) Pengantar SPM-LS; 
b) SPM-LS; 
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c) Surat pernyataan tanggµngjawab PA/KPA; 

d) Check list (lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, 

LS); 

e) Ringkasan Kontrak/Surat Perintab Kerja; 

f) Lembar e-Billing/bukti pembuatan tagihan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

g) Fotocopy rekening bank yang bersangkutan. 
! 

2) Dokumen SPM-LS atas nanjla Bendahara dilampiri: 
I 

a) Pengantar SPM-LS; 

b) SPM-LS; 

c) Surat Pernyataan Tanggungjawab PA/KPA; 

d) Check list (lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP

LS); 

e) Lembar e-Billing/bukti pembuatan tagihan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku
1

• 

3) Dokumen SPM Bantuan Sosial/Hibah/Bantuan Keuangan/ 

Belanja Tak Terduga pada Pihak Ketiga dan bagi Hasil kepada 

Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintab Desa dilampiri: 

a) Pengantar SPM LS; 

b) SPM-LS; 

c) Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 

d) Check list (lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP

LS); 

e) Foto Copy rekening Bank. 

4) Dokumen SPM Gaji: 

a) Pengantar SPM Gaji; 

b) SPM Gaji; 

c) Surat Pernyataan Tanggungjawab PA/KPA; 

d) Check list (lembar penelitian kelengkapan dokumen OSPP

Gaji); 

e) Rekap Gaji per Golongan; 

f) Lembar e-Billing/bukti j,embuatan tagihan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

g) Untuk pengajuan masing-masing jenis SPM Gaji ditambah 

persyaratan khusus pada masing-masing SPP Gaji. 

f. SPM NIHIL-TU/UP 

SPM NIHIL-TU /UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA

SKPD. SPM NIHIL-TU/UP diajukan kepada Kuasa BUD, untuk 

diterbitkan SP2D NIHIL-TU /UP dilampiri: 
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1) Pengantar SPM NIHIL-TU/IJP; 

2) SPM NIHIL-TU /UP; 

3) Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran;: 

4) Check list (lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP 

NIHIL-TU/UP); ' 

5) Bukti Surat Tanda Setor siJa TU /UP. 
' 

5. Pengajuan SPM UP, GU, TU, LS ke BUD terdiri dari: 

a. SPM Asli; 

b. Dokumen Kelengkapan SPM salinan (asli disimpan di SKPD). 

6. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari 

PA/KPA yang ditujukan kepada Bii.nk Operasional mitra kerjanya; 

7. Penerbitan SP2D sebagaimana 'dimaksud pada angka 6 paling 

lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima; 

8. Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 

7, Kuasa BUD berkewajiban untuk: 

a. Meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa 
' Surat Pernyataan Tanggung Ja~ab PA/KPA; 

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Behan APBD yang 

tercantum dalam perintah pembayaran; 

c. Menguji ketersediaan dana kegiatan/sub kegiatan yang 

bersangkutan; dan 
d. Memerintahkan pencairan d~a sebagai dasar Pengeluaran 

Daerah. 
9. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: 

a. Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 

dan/atau 

b. Pengeluaran tersebut melampa). pagu. 
' 10. Kuasa BUD mengembalikan dok\J.men SPM dalam ha! ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling lambat 1 (satu) hari 

terhitung sejak diterimanya SPM. 

11. Dokumen SP2D yang dikirim ke Bank Jatim adalah sebagai berikut: 

a. Pengantar SP2D (daftar penguji); 
' 

b. SP2D. 

12. Dokumen yang digunakan Kuasa BUD dalam penatausahaan SP2D 

adalah: 

a. Register SP2D; 

b. Register surat penolakan pene,;bitan SP2D; 

c. Buku kas penerimaan dan pengeluaran. 
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Pertanggungjawaban Penggunaan nJa 
1. BUD wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan uang yang 

terdapat dalam kewenangannya kepada kepala daerah setiap bulan 

berupa: 

a. Laporan Posisi Kas; 

b. Rekonsiliasi Bank. 

2. Pertanggungjawaban Bendahara P!,ngeluaran: 
a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib 

mempertanggungjawabkan penggunaan uang persedian/ganti 
uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD 

melalui PPK-SKPD paling lamb,,t tanggal 10 bulan berikutnya; 
b. Bendahara Pengeluaran padk SKPD wajib mempertanggung 

jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang mejadi 
tanggung jawabnya dengan menyampaikan la po ran 

pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 

3. Dokumen Pertanggungjawaban: 
Dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari bukti-bukti realisasi 

atas pengeluaran pembayaran beban disimpan di SKPD sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan 

keperluan pemeriksaan APIP (Apara:t Pengawas Internal Pemerintah). 

4. Dalam melakukan verifH<asi atas laporan pertanggungjawaban yang 

disampaikan, PPK-SKPD berkewajtban: 
a. Meneliti dokumen pertanggungjawaban dan keabsahan bukti

bukti pengeluaran yang dilampirkan; 
b. Menguji kebenaran perhitungkn atas pengeluaran per rincian 

obyek yang tercantum dalam rinkasan per rincian obyek; 

c. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban per rincian obyek; 
d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang telah 

diterbitkan periode sebelumny~. 
5. Pemeriksaan Kas: 

a. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan 
pemeriksaan kas yang dikelola: oleh Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam 

3 (tiga) bulan; 
b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran melakukan 

pemeriksaan kas yang dikel<t)la oleh Bendahara Penerimaan 
pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sekurang

kurangnya I (satu) kali dalam :'} (tiga) bulan; 
c. Pemeriksaan kas ini dituangkah dalam berita acara pemeriksaan 

kas; 
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6. Uang kas pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu: I 

a. Pada setiap akhir hari kerj~, uang tunai yang berasal dari 

UP/GU/TU yang ada padai kas Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pemhantu paling banyak sebesar 

ketentuan yang diatur tersendiri; 

b. Dalamhal uang tunai yang berasal dari UP/GU/TU yangada 

pada kas Bendahara Pen11eluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu lebih dari nilaiJ yang ditetapkan, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Peng"luaran Pembantu membuat Berita 

Acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran 

/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengguna Anggaran; 

7. Mekanisme pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

8. Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu 

harus menyetorkan seluruh si$a uang persediaan/ ganti uang 

persediaan/tambahan uang !!ersediaan kepada Bendahara 

Pengeluaran yang wajib menyetorkan seluruh uang persediaan/ 

ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan dan seluruh uang 
hak pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaannya ke 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

Mekanisme Pembayaran 

1. Setiap pembayaran belanja APB[f> wajib melalui sistem Transaksi 

Non Tonai; 
2. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan stjumlah nilai uang dari 

satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa 

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), eek, bilyet giro, uang 

elektronik atau sejenisnya; 

3. Sistem ini bertujuan mewujudkan ,pengelolaan keuangan yang tertib, 

tepat, efektif, efisien, transparan( dan akuntabel serta mencegah 
terjadinya tindak pidana korupsi; 

4. Mekanisme transaksi non tunai dilaksanakan sesuai ketentuan yang 

diatur tersendiri; 
5. Pelaksanaan pembayaran kompensasi berupa pembayaran gaji 

dan/ atau tunjangan kepada Pejabat/Pegawai dilakukan pada hari 

pertama atau hari kerja pertama setiap bulan; 
' 6. Pembayaran gaji induk Pejabat/Pegawai pada hari kerja pertama 

dilakukan untuk Bulan Januari, sedangkan pembayaran gaji induk 

pada hari pertama setiap bulan dilakukan untuk Bulan Februari s.d 

Desember. 
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BAB VI 
PELAKSANAAN PENGAD~ BARANG DAN JASA 

A. Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa 

Pengadaan barang/jasa Pemerin~ Kabupaten Toban berpedoman 
pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah beserta petul,juk teknisnya. 

' 
B. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa 

I. menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang 
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, 
lokasi, dan Penyedia; 

2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 
3. meningkatkan peran serta Usah!t Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah; 
4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional; 
5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa 

hasil penelitian; i 

6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 
7. mendorong pemerata.an ekonomi; ~an 
8. mendorong Pengadaan Berkelanjutan. 

C. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

I. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa; 
2. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, 

' 
terbuka, dan kompetitif; 

3. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia 
Pengadaan Barang/Jasa; 

4. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa; 
5. menggunakan telmologi informasi dan komunikasi,serta transaksi 

elektronik; 
6. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar 

Nasional Indonesia (SN!); 
7. memberikan kesempatan kepada . Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah; 
8. mendorong pelaksanaan penelitian dan industry kreatif; dan 
9. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. 

D. Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa 

1. efisien; 
2. efektif; 
3. transparan; 
4. terbuka; 
5. bersaing; 
6. adil;dan 
7. akuntabel. 
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E. Etika Pengadaan Barang/Jasa 

I . melaksanakan tugas secara 
untuk mencapai sasaran, 
pengadaan barang/ jasa; 

tertjb, disertai rasa tanggung jawab 
kelancaran dan ketepatan tujuan 

' 

i 
2. bekerja secara profesional dan m!)11diri, serta menjaga kerahasiaan 

dokumen pengadaan barang/jk..sa yang menurut sifatnya 
harus dirahasiakan untuk mericegah terjadinya penyimpangan 
pengadaan barang/ jasa; 

3. tidak saling mempengaruhi, balk ' langsung maupun tidak langsung 
yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; 

4. menerirna dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 
ditetapkan sesual dengan kesepak,;ttan tertulis pihak terkait; 

5. menghindari dan mencegah terjljl.dinya pertentangan kepentingan 
para pihak yang terkait, balk 1secara langsung maupun tidak 
langsung yang berakibat perS/illlgan usaha tidak sehat 

. ' dalam pengadaan barang/Jasa; 
6. menghindari dan mencegah pemtlorosan dan kebocoran keuangan 

negara 
7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 

kolusi; dan 
8. tidak menerima, tidak mena'\Yarkan, atau tidalanenjanjikan 

untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan 
' 

apa saja dari a tau kepada siapapun yang diketahui a tau patu t 

diduga berkaltan dengan Penga<W.1\11 Barang/ Jasa. 

F. Pelaku Pengadaan 

1. Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa tei;diri atas: 

a. PA; 
b. KPA; 

c. PPK; 
d. Pejabat Pengadaan; 

e. Polrja Pemilihan; 
f. Agen Pengadaan; 
g. PJPHP/PPHP; 
h. Penyelenggara Swakelola; dan 

1. Penyedia. 
2. Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan: 

a. melakukan tindakan yang me11gakibatkan pengeluaran anggaran 
belanja; 

b. mengadakan perjanjian dengari pihak lain dalam batas anggaran 
belanja yang telah ditetapkan; ' 

c. menetapkan perencanaan penga.daan; 
d. menetapkan dan mengumurnk,Jn RUP; 
e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 
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f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang 
gaga!; 

g. menetapkan PPK; 
' 

h. menetapkan Pejabat Pengadaail; 
i. menetapkan PJPHP/PPHP; 
j. menetapkan Penyelenggara Swakelola; 

' k. menetapkan tim teknis; 
I. menetapkan tim juri/tim ahii untuk pelaksanaan melalui 

Sayembara/Kontes; 
m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gaga!; dan 

n. menetapkan pemenang petjtilihan/Penyedia untuk metode 
pemilihan: 
1) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket 

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas 
Rp!00.000.000.000,00 (senitus miliar rupiah); atau 

2) Seleksi/Penunjukan Langsnng untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di 

atas Rpl0.000.000.000,00 ~sepuluh mUiar rupiah). 
o. PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan 

kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 

dengan f kepada KPA. 
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) niemiliki tugas dan kewenangan: 

a. KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian 

sesuai dengan pelimpahan dari PA. 
b. Selain kewenangan melaksana!kan pendelegasian sesuai dengan 

pelimpahan dari PA, KPA berw~nang menjawab Sanggah Banding 
peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. 

c. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan 
sebagaimana pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA 

' 
yang terkait dengan: 
1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; dan/ a tau 
2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas 

anggaran belanja yang telali ditetapkan. 
d. KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa. 
e. Dalam ha! tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, 

KPA dapat merangkap sebagai PPK. 
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK1) dalam Pengadaan Barang/Jasa 

memiliki tugas: 
a. menyusun perencanaan pengadaan; 
b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 
c. menetapkan rancangan kontralt; 
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d. menetapkan HPS; 
e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada 

Penyedia; 
1 

f. mengusulkan perubahanjadwal kegiatan/sub kegiatan; 
g. menetapkan tim pendukung; 

h. menetapkan tim atau tenaga aJi,.li; 
i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas 

Rp200.000.000,00 (dua ratusju.ta rupiah); 
j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
k. mengendalikan Kontrak; 
I. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan/ sub kegiatan 

kepada PA/KPA; 
m. menyerahkan hasil pekerjaan ~laksanaan kegiatan/ sub kegiatan 

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 
n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pelaksanaan kegiatan/sub kegktan; dan 

o. menilai kinerja Penyedia. 
Selain melaksanakan tugas tersebut diatas, PPK melaksanakan tugas 

pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi: 
I) melakukan tindakan yang meilgakibatkan pengeluaran anggaran 

belanja; dan 
2) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pibak lain dalam 

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. 
' p. PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pengelola 

Pengadaan Barang/ Jasa. 
5. Pejabat Pengadaan dalam Pengadalm Barang/ Jasa memiliki tugas: 

a. melaksanakan persiapan dan tielaksanaan Pengadaan Langsung; 
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung 

untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya 
yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah); 
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung 

untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 

Rpl00.000.000,00 (seratusjutl!- rupiah); dan 
d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratusjata rupiah). 
6. Polrja Pemilihan dalam Pengadaan ,Barang/ Jasa memiliki tugas: 

a. melaksanakan persiapan dan :i:,ie1aksanaan pemilihan Penyedia; 
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia 

untuk katalog elektronik; dan 
c. menetapkan pemenang peri:tilihan/Penyedia untuk metode 

pemilihan: 
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1) Tender/ Penunjukan Lan&sung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu 

Anggaran paling banyak Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); dan , 

! 

2) Seleksi/Penunjukan Langsµng untuk paket Pengadaan Jasa 

Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak 

Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
d. Pokja Pemilihan beranggotakarl 3 (tiga) orang. 

e. Dalam ha! berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan 

Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dapat 

ditambah sepanjang berjumlah gasal. 

f. Polrja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. 

7. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (ljPHP) memiliki tugas memeriksa 
administrasi hasil pekerjaan ' pengadaan Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bemilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta !rupiah) dan Jasa Konsultansi yang 

bemilai paling banyak RplOO.ooo.boo,oo (seratusjuta rupiah). 

8. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan, pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bemilai paling sedikit di 

atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa 

Konsultansi yang bemilai paling sedikit di atas Rpl00.000.000,00 

(seratus juta rupiah). Susunan' keanggotaan Panitia Pemeriksa 

Hasil Pekerjaan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota. 

Berjumlah 3 (tiga) orang. 
9. Penyelenggara Swakelola terdiri a~s Tim Persia pan, Tim Pelaksana, 

dan/atau Tim Pengawas. 
a. Tim Persiapan memiliki tu.gas menyusun sasaran, rencana 

kegiatan/ sub kegiatan, jadwal l,elaksanaan, dan rencana biaya. 

b. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, 

mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan 
pelaksanaan kegiatan/ sub keglatan dan penyerapan anggaran. 

c. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan 

pelaksanaan fisik maupun adnnnistrasi Swakelola. 

G. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa' 

1. Para pihak yang terlibat dalam Perencanaan Pengadaan, meliputi: 

a. PA/KPA; dan 
b. PPK. 

2. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi 

identifikasi kebutuhan, penetaP/m barang/jasa, cara, jadwal, 

dan anggaran pengadaan barang/jasa. 
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3. Perencanaan Pengadaan menja~i masukan dalam penyusunan 
Rencana Kerja clan Anggaran Kerhenterian/Lembaga (RKA-K/L) dan 
Rencana Kerja clan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat 

Daerah). 
4. Perencanaan Pengadaan yang dimanya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan bersamaan dengan 

proses penyusunan RKAK/L setelah penetapan Pagu Indikatif. 
5. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan, clan Belanja Daerah (APBD) dilakukan bersamaan 
dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota 

I 

kesepakatan Kebijakan Umum Af'BD serta Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (KUA-PPAS). 
6. Perencanaan pengadaan terdiri atas: 

a. Perencanaan pengadaan melahii Swakelola; dan/ atau 
b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia. 

7. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: 

a. penetapan tipe Swakelola; 
b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; clan 
c. penyusunan perkiraan biaya/l{encana Anggaran Biaya (RAB). 

8. Tipe Swakelola terdiri atas: 
a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan 

diawasi oleh Kementeri,pi/Lembaga/Perangkat Daerah 

penanggung jawab anggaran; 
b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab 
anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ 
Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; 

c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh 

Kementerian/Lembaga/Peran@<at Daerah penanggung jawab 
anggaran clan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; 

atau 
d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab 
anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, 
dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok 

Masyarakat pelaksana Swakelola. 
9. Perencanaan pengadaan melalui P~nyedia meliputi: 

a. penyusunan spesifikasi telatis/KAK; 
b. penyusunan perkiraan biaya/RAB; 
c. pemaketan Pengadaan Barang,f Jasa; 
d. Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa; dan 
e. penyusunan biaya pendukung. 
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10.Kebijakan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan 

berorientasi pada: . 
a. Keluaran atau hasil yang medgacu pada kinerja dan kebutuhan 

Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah; 

b. volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan 

barang/jasa di Kementerian/t.embaga/Perangkat Daerah serta 

kemampuan dari Pelaku Usaha; 
c. ketersediaan barang/ jasa di pasar; 

d. kemampuan pelaku usaha, dalam memenuhi spesifikasi 

teknis/KAK yang dibutuhkan Kementerian/Lembaga/ Perangkat 

Daerah; dan/atau 
e. ketersediaan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah. 
11. Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/ Jasa, dilarang: 

a. menyatukan atau memusatkart beberapa paket pengadaan yang 

terse bar di beberapa lokasi/ daerah yang memiliki sifat pekerjaan 

sama dan tingkat efisiensi bail< dari sisi waktu dan/ atau biaya 

seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/ daerah masing-masing 

sesuai dengan hasil kajian/telaah; 
b. menyatukan beberapa paket J1ellgadaan yang menurut sifat dan 

jenis pekerjaannya harus ~ipisahkan untuk mendapatkan 

penyedia yang sesuai; 
c. menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya 

seharusnya dilakukan oleh Us,µta Kecil; dan/atau 

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket 
dengan maksud menghindari Tender/Seleksi. 

12. Pemaketan dilakukan dengan m.enetapkan sebanyak banyaknya 

paket untuk U saha Kecil tan pit mengabaikan prinsip efisiensi, 

persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis 

dengan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 

Lainnya sampai dengan Rp2.soo.boo.ooo,oo (dua miHar lima ratus 
juta rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut 

kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil. 

13. Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa 
a. Konsolidasi dilakukan sesuJi dengan kewenangan masing

masing pihak dalam perencanaan pengadaan, yaitu: 
1) PA dapat mengkonsolidasikan paket antar KPA dan/ atau antar 

PPK; 
2) KPA dapat mengkonsolidasikan paket antar PPK; dan 
3) PPK dapat mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing

masing. 
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b. Konsolidasi Pengadaan Baraqg/ Jasa dapat dilakukan sebelum 
atau sesudah pengumuman RtJP. 

c. Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan pada 

kegiatan/sub kegiatan pemltlcetan Pengadaan Barang/ Jasa 
atau perubahan RUP. 

d. Konsolidasi dilakukan deqgan memperhatikan kebijakan 

pemaketan. 
14. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

a. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa merupakan seluruh biaya 
' yang harus dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah 

Daerah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan. 

b. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas: 
1) biaya barang/jasa yang dibutuhkan; dan 

2) biaya pendukung. 
c. Biaya barang/jasa meliputi biaya yang termasuk pada 

komponen sebagaimana terdapat pada spesiflkasi teknis/KAK. 

d. Biaya barang/jasa dapat meliputi namun tidak terbatas pada: 

1) harga barang; 

2) biaya pengiriman; 
3) biaya suku cadang dan puma jual; 

4) biaya personil; 
5) biaya non personil; 

6) biaya material/bahan; 
7) biaya peralatan; 

8) biaya pemasangan; dan/ atau 

9) biaya sewa 
e. Biaya pendukung dapat melipu'ti namun tidak terbatas pada: 

1) biaya pelatihan; 
2) biaya instalasi dan testing; 

3) biaya administrasi; dan/atau 
4) biaya lainnya 

f. Biaya administrasi dapat melip~ti namun tidak terbatas pada: 

1) biaya pengumuman; 
2) biaya survei lapangan; 
3) biaya survei pasar; 
4) honorarium para pibak yang terlibat dalam Pengadaan 

Barang/Jasa;dan/atau 
5) penggandaan dokumen. 

g. Biaya administrasi dialokasikan di tahun anggaran berjalan 

untuk: 
1) pekerjaan yang di1aksanakan pada tahun anggaran berjalan; 

dan/atau 
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2) pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan 
datang namun pelaksanaan pengadaannya dilakukan pada 
tahun anggaran berjalan. 

h. Biaya lainnya dapat meliputi namun tidak terbatas pada: 
1) biaya pendapat ahli hukunii kontrak; 

2) biaya uji coba; 
3) biaya sewa; 

4) biaya rapat; dan/ atau 
5) biaya komunikasi. 

15. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) 
a. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan 

setelah rancangan Peraturan i Daerah tentang APBD disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 
b. Pengumuman sebagaimana 

aplikasi SIRUP dan dapat 
'dimaksud 
'ditambahkan 

dilakukan melalui 
dalam situs web 

Kementerian /Lembaga/P¢merintah Daerah, pa pan 

pengumuman resmi untuk m;,.syarakat, surat kabar, dan/ atau 

media lainnya. 
c. RUP diumumkan kemoali dalam hal terdapat 

perubahan/revisi paket pep.gadaan atau Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)VDokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA). 

H. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 

1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola 
Ketentuan dan tata cara Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui 
Swakelola, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan 

yang terkait dengan Pengadaan Batang/ Jasa Pemerintah. 

2. Persiapan Pengadaan barang/ Jasai melalui Penyedia 
Ketentuan dan tata cara Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa melalui 

Penyedia, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah dan peraturan 
yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 

I. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa 

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola 
Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa 
melalui Swakelola, berpedoman 1)8.da Peraturan Presiden Nomor 16 
tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 
peraturan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

2. Pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa melalui Penyedia 
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Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
melalui Penyedia, berpedoman pap.a Peraturan Presiden Nomor 
16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 
peraturan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

J. Pengadaan khusus 

1. Pengadaan barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan 

Darurat. 
2. Pengadaan Barang/ Jasa di Luar Negeri 
3. Pengadaan Barang/ Jasa yang dikecualikan PBJ 
4. Penelitian 
5. Tender /Seleksi lnternasional dan' dana Pinjaman Luar Negeri atau 

Hibah Luar Negeri 
I 

Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa 
Khusus, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan 
yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

K. Usaha Kecil, Produk dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan 

Ketentuan dan tata cara Pemaketan untuk Usaha Kecil, 
Penggunaan Produk Dalam Negeri ' serta Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa berkelanjutan, berpedoman pada Peraturan Presiden 
Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

dan peraturan yang terkait d~ngan Pengadaan Barang/ J asa 

Pemerintah. 

L. Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik 

Ketentuan dan tata cara Pelak~anaan Pengadaan Barang/Jasa 
; 

Secara Elektronik dan Layanan ' Pengadaan Secara Elektronik, 
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan yang terkait 

dengan Pengadaan Barang/ Jasa Pertjerintah. 

M. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 

Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 
dan Kelembagaan Pengadaan 13,\rang/Jasa, berpedoman pada 

' Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan yang terkait dengan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., 

N. Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum 

Ketentuan mengenai Pengawasan, Pengaduan, 
Pelayanan Hukum da1am Pelaksanaan Pengadaan 
berpedoman pada Peraturan Presideh Nomor 16 tahun 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan 
dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Sanksi dan 
Barang/Jasa, 
2018 tentang 
yang terkait 
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BAB Vil 

ADMINISTRASI PENGEWLAAN
1
BARANG MILIK DAERAH 

' A. Pejabat Pengelola Barang Milik Daeralj. 

Pejabat Pengelola Barang Milik Daeral) adalah: 

I. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan I Barang Milik Daerab 

Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah, berwenang dan bertanggubgjawab: 
a. menetapkan kebijakan pengeiolaan barang milik daerab; 

b. menetapkan penggunaan, 'pemanfaatan, atau pemindah

tanganan barang milik daerah; 
' 

c. menetapkan kebijakan pen!!a1"anan dan pemeliharaan barang 

milik daerab; 
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik 

daerah; 
e. mengajukan usu! pemindahtanganan barang milik daerah yang 

memerlukan persetujuan DPRD; 

f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan 
penghapusan barang milik daetah sesuai batas kewenangarmya; 

g. menyetujui usu! pemanfaatan 'barang milik daerah selain tanah 

dan/atau bangunan; dan 
h. menyetujui usu! pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk 

kerjasama penyediaan infrastro.ktur. 

2. Pengelola Barang 

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah 

yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang 

berwenang dan bertanggungjawab: 
a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; 

b. Meneliti dan menyetujui reri.cana kebutuhan pemeliharaan/ 

perawatan barang milik daerah; 
c. Mengajukan usu! pemanfaatan dan pemindahtanganan barang 

milik daerah yang memerlukan 'persetujuan Bupati; 

d. Mengatur pelaksanaan penggllnaan, pemanfaatan pemusnahan, 
dan penghapusan barang milik'daerah; 

e. Mengatur pelaksanaan pemin4ahtanganan barang milik daerah 
' yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; 
' f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang 

milik daerah; dan 

g. melakukan pengawasan dan, pengendalian atas pengelolaan 

barang milik daerah. 
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3. Pejabat Penatausahaan Barang 

Kepala SKPD yang mempunyai ifungsi pengelolaan barang milik 

daerah selaku Pejabat PenatausAflaan Barang Milik Daerah yang 

selanjutnya disebut Pejabat Pena.tausahaan Barang adalah pejabat 

yang berwenang dan bertanggungjawab: 

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana ikebutuhan barang milik daerah 

kepada Pengelola Barang; 

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan 

barang milik daerah kepada Pehgelola Barang; 

c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas 

pengajuan usu! pemanfaatan' dan pemindahtanganan barang 

milik daerah yang memerlukan· persetujuan Bupati; 

d. memberikan pertimbangan l<epada Pengelola Barang untuk 

mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, 

dan penghapusan barang milikl daerah; 

e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas 

pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah 

disetujui oleh Bupati atau DPRD; 
f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi 

inventarisasi barang mi1ik daerah; 
g. melakukan pencatatan barang milik daerah beru pa tanah 

dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang 

yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain 

kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik 

daerah yang berada pada Pengelola Barang; 

h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada huruf g; 

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan 

pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan 

j. menyusun laporan barang miiik daerah. 

4. Pengurus Barang Pengelola 

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi 

fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan 

Barang, berwenang dan bertanggui'.igjawab: 

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusun,0 rencana kebutuhan barang milik 

daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; 
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b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 
persetujuan dalam penJusunan rencana kebutuhan 
pemeliharaan/perawatan bar,!ng milik daerah kepada Pejabat 
Penatausahaan Barang; 

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang inilik daerah yang memerlukan 
persetujuan Bupati; 

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pem.anfaatan, 
pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai 
bahan pertimbanga.n oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam 
pengaturan pelaksanaan : penggunaan, pemanfaatan, 
pemusnahan, dan penghapusah barang milik daerah; 

e, menyiapkan bahan pencatatani barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang telall diserahkan dari Pengguna Barang 
yang tidak digunakan untuk kiepentingan penyelenggaraan tugas 
dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain 
kepada Bupati melalui Pengeloki. Barang; 

f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah; 
g. menyimpan salinan dokumen iLaporan Barang Pengguna/Kuasa 

Pengguna Barang; 
h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan 

barang milik daerah; dan 
i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna 

semesteran dan tahunan serta: Laporan Barang Pengelola sebagai 
bahan penyusunan Laporan baJrang milik daerah. 

5. Pembantu Pengurus Barang Pengelola 

Dalam melaksanakan tugas dail fungsi administrasi Pengurus 
Barang Pengelola dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang 
Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. 
Pembantu Pengurus Barang Pengelola berwenang dan bertanggung 

jawab; 
a. membantu meneliti dan melakukan verifika.si terhadap usulan 

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dari Kepala 

SKPD; 
b. membantu menyiapkan hasil ' penelaahan Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah (RKBMD) yang diusulkan kepala SKPD; 
c. membantu menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan 

dan pemindahtanga.nan barang milik daerah yang memerlukan 

persetujuan Bupati; 
d. membantu meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai 
bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam 
pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 
pemusnahan, dan penghapusail barang milik daerah; 
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e. membantu menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah 

berupa tanah dan/ atau ban!junan yang telah diserahkan dari 
' Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak 

dimanfaatkan pihak lain kepad!' Bupati melalui Pengelola Barang; 
f. membantu menyimpan dokun;ten asli kepemilikan barang milik 

daerah; 
g. membantu menyimpan salinan dokumen Laporan Barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna Batang; 
' 

h. membantu melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan 

laporan barang milik daerah; dan 
i. membantu merekapitulasi d~ menghimpun Laporan Barang 

; 
Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang 

Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah. 

6. Pengguna Barang 

Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah yang 

selanjutnya disebut Pengguna Barang, berwenang dan bertanggung 

jawab: 
a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 

bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola 

Barang; 
b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang 

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaartnya; 
d. menggunakan barang mi1ik daerah yang berada dalam 

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi SKPD yang dipimpinnya; 
e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya; 
f. mengajukan usu! pemanfaatah dan pemindahtanganan barang 

milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 
memerlukan persetujuan DPRD dan barang mi1ik daerah selain 
tanah dan/atau bangunan ij:epada Bupati melalui Pengelola 

Barang; 

g. menyerahkan barang mi1ik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

' penyelenggaraan tugas dan fuhgsi SKPD yang dipimpinnya dan 
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui 

Pengelola Barang; 
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h. mengajukan usu! pemusnahah clan penghapusan barang milik 
daerah; 

i. melakukan pembinaan, pen~wasan, dan pengendalian atas 
penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; 

dan 
• i 

j. menyusun clan menyampaikan Laporan Barang Pengguna 

Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan 
(LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola 

Barang. 

7. Kuasa Pengguna Barang 

Pengguna Barang dalam melaksanakan 

melimpahkan sebagian kewen$gan dan 
! 

tugasnya dapat 
tanggung jawabnya 

kepada kepala unit kerja pada · SKPD selaku Kuasa Pengguna 

Barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang 

dikelola, beban kerja, lokasi, i kompetensi, dan/atau rentang 
kendali dan pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan oleh 

Bupati atas usu! kepala SKPD. 
Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: 
a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 

bagi Unit Kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang 

bersangkutan; 
b. melakukann pencatatan clan jnventarisasi barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaannya; 
c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 

' penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Unit Kerja yang dipimpinnya; 
d. mengamankan clan memelihara barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya; 
e. mengajukan usu! pemanfaatan dan pemindahtanganan barang 

milik daerah bagi Unit Kerja 'yang dipimpinnya kepada Kepala 

SKPD yang bersangkutan; 
f. mengajukan usu! pemusnahatt dan penghapusan barang milik 

daerah bagi Unit Kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD 

yang bersangkutan; 
g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas 

penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; 

dan 
h. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna 

Semesteran (LKBKPS) clan Laporan Barang Kuasa Pengguna 
Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada 

Kepala SKPD yang bersangkutan. 
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8. Pejabat Penatausahaan Pengguna )3arang SKPD (P3!3 SKPD) 

Pengguna !3arang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan 
Pengguna !3arang. Pejabat yang, membidangi fungsi pengelolaan 
barang milik daerah pada Pe\:tgguna !3arang selaku Pejabat 
Penatausahaan Pengguna Barm;ig, berwenang dan bertanggung 
jawab: 
a. Menyiapkan Rencana Kebutuhan !3arang Milik Daerah (RK!3MD) 

pada Pengguna !3arang; 
b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang yang diperoleh dari beban AP!3D dan perolehan lainnya 
yang sah; 

c. meneliti pencatatan dan inveiltarisasi ha.rang milik daerah yang 
dilaksanakan oleh Pengurus !3arang dan/atau Pengurus !3arang 

Pembantu; 
d. menyusun pengajuan 'usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang 
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; 

e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa 
I 

tanah dan/atau bangunan · yang tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna !3arang 

dan sedang tidak dimanfaatkarj oleh pihak lain; 
f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik 

daerah; 
g. meneliti Laporan !3arang Pengguna Semesteran (L!3PS) dan 

Laporan !3arang Pengguna Tahunan (IBPT) yang dilaksanakan 
oleh Pengurus !3arang dan/ ata~ Laporan !3arang Kuasa Pengguna 
Semesteran (LK!3KPS) dan U.poran !3arang Kuasa Pengguna 
Tahunan (IBKPT) yang dilaksanakan oleh Pengurus !3arang 

Pembantu; 
h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan !3arang (SP!3) 

dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran !3arang (SPP!3) 
untuk mengeluarkan bararig milik daerah dari gudang 

penyimpanan; 
i. meneliti dan memverifikasi Kam:u lnventaris Ruangan (KIR) setiap 

semester dan setiap tahun; 
j. mengkoordinir pelaksanaan pemantauan kondisi fisik barang 

pada SKPD serta mengusulkan tindak Ianjut penanganannya; 
k. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas 

perubahan kondisi fisik barang milik daerah; 
I. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 

oleh Pengurus !3arang Pengguna dan/atau Pengurus !3arang 
Pembantu. 



-93-

m. mengkoorclinir dan mensinkrpnkan pelaksanaan kegiatan/ sub 

kegiatan pencatatan, pelaporarl, pengamanan barang milik daerah 

serta berkewajiban untuk . mengadakan pengawasan atas 

pelaksanaan tugas Pengunis Barang Pengguna dan/ atau 

Pengurus Barang Pembantu. 

9. Pengurus Barang Pengguna 

Bupati menetapkan Pengurus • Barang Pengguna atas usu! 

Pengguna Barang. Pengurus Bai-ang Pengguna adalab Jabatan 

Fungsional Umum yang diserahi tu.gas menerima, menyimpan, 
mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerab pada 

Pengguna Barang, secara admini~tratif bertanggung jawab kepada 
! 

Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas 

pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat 
' 

Penatausahaan Barang. 

Pengurus Barang Pengguna berwet!l-ang dan bertanggungjawab: 

a. membantu menyiapkan dokumen Rencana Kebutuhan Barang 

Milik Daerab (RKBMD) pada Pej:,.gguna Barang; 
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan 

perolehan lainnya yang sah pada Pengguna Barang; 

c. melaksanakan pencatatan dan /nventarisasi barang milik 

daerab yang berada pada Pengguna Barang; 
d. membantu mengamankan bar,µlg milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang; 
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindabtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau 

bangunan yang tidak memerluJ<an persetujuan DPRD dan barang 

milik daerah selain ta.nab dan/ atau bangunan pada Pengguna 

Barang; 

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa 

ta.nab dan/atau bangunan ! yang tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang 

dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; 

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnaban dan 
penghapusan barang milik daerah pada Pengguna Barang; 

h. menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan 
Laporan Barang Pengguna Tablitnan (LBPT); 

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 

pennintaan barang; 
j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat 

Penatausahaan Barang Penggui,la; 
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k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran 
Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan 

barang; 
I. membuat Kartu Inventaris iRuangan (KIR) semesteran dan 

tahunan pada Pengguna Barang; 
m. memberi label barang milik daerah pada Pengguna Barang; 
n. mengajukan permohonan i persetujuan kepada Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik 
barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang; 

o. melakukan stock opname barang persediaan pada Pengguna 

Barang; 
p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen 

kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/ 
salinan dokumen penatausahru[m; 

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan la po ran 
barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan 

r. membuat Laporan Mutasi Barang setiap bulan yang disampaikan 
kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti 
oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. 

' 10. Pengurus Barang Pembantu 

Dalam hal Pengguna Barang melimpahkan sebagian 

Bupati kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Barang, 

menetapkan Pengurus Barang 
Pengguna Barang melalui 
pertimbangan jumlah barang 
kompetensi dan/atau rentang 
lainnya. 

Pembantu atas usul Kuasa 
Pengguna Barang berdasarkan 

yallg dikelola, beban kerja, lokasi, 
kendali dan pertimbangan objektif 

Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggungjawab: 
a. membantu menyiapkan dokumen Rencana Kebutuhan Barang 

Milik Daerah (RKBMD) pada K,iasa Pengguna Barang; 
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan 
perolehan lainnya yang sah pa<la Kuasa Pengguna Barang; 

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik 

daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang; 
' d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada 

Kuasa Pengguna Barang; 
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau 
bangunan yang tidak memerlul<an persetujuan DPRD dan barang 
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan pada Kuasa 

Pengguna Barang; 
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f. menyiapkan dokumen penyer,U,an barang milik daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan . yang tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna 

Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; 

g. menyiapkan dokumen penga.juan usulan pemusnahan dan 

penghapusan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang; 

h. menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) 

dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPr); 

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 

permintaan barang; 

j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat 

Penatausahaan Barang Pengguna; 

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran 

Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan 

barang; 

I. membuat Kartu lnventaris Ruangan (KIR) semesteran dan 

tahunan pada Pengguna Barang; 

m. memberi label barang milik daerah pada Pengguna Barang; 

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik 

barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang; 

o. melakukan stock opname ha.rang persediaan pada Pengguna 

Barang; 

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/ 

salinan dokumen penatausahaan; 

q. melakukan rekonsiliasi dalain rangka penyusunan la po ran 

barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; 

dan 

r. membuat Laporan Mutasi Barang setiap bulan yang disampaikan 

kepada Pengelola Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah 

diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. 

11. Pembantu Pengurus Barang Pengguna 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus 

Barang Pengguna dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang 

Pengguna yang ditetapkan oleh· Pengguna Barang. Pembantu 

Pengurus Barang Pengguna bertµgas membantu Pengurus Barang 
Pengguna. 
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Untuk SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan yang 
memiliki barang-barang medis dan memerlukan penanganan/ 

perlakuan khusus, dapat ditunjuk Pembantu Pengurus Barang 

yang khusus menangani ba.ran:g medis, yang bertugas dan 
bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang medis yang 

berada di Gudang Khusus Medis Rumah Sakit dan Dinas 

Kesehatan, diupayakan dari Paj'abat/Staf Bidang Farmasi yang 
kompeten. Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna sesuai 

kebutuhan dengan didasarkan pada pertimbangan jumlah barang 

yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang 

kendali dan pertimbangan objektif lainnya. 

12. Pembantu Pengurus Barang Pembantu 

Pegawai yang bertugas membantu Pengurus Barang Pembantu, 
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. Pegawai yang membantu 

Pengurus Barang Pembantu bertanggung jawab kepada Pengurus 

Barang Pembantu. Pegawai yang bertugas membantu Pengurus 

Barang Pembantu disebut Pembantu Pengurus Barang Pembantu. 

Pada unit Sekolah dapat ditunjuk Pembantu Pengurus Barang 
Pembantu yang khusus menangani pengelolaan Barang Milik Daerah 
yang berada di lingkungan Sekolah. Jumlah Pembantu Pengurus 

Barang Pembantu sesuai kebutuhan dengan didasarkan pada 

pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, 

kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif 

lainnya. 

13. Penunjukan Pejabat Pengurus Barang Pengguna, Pengurus 

Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna serta 

Pembantu Pengurus Barang Pembantu harus memperhatikan hal-hal 

berikut: 
a. Pegawai yang ditunjuk sebagai Pengurus Barang Pengguna dan 

Pengurus Barang Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil, 

diupayakan dari Pejabat/Staf Tata Usaha/Umum yang 

menangani bidang perlengkapan yang kompeten; 

b. Pegawai yang ditunjuk sebagai Pembantu Pengurus Barang 

Pengguna diupayakan Pegawai Negeri Sipil, apabila tidak 

memungkinkan dapat menunjuk Pegawai Tidak Tetap/Tenaga 
Kontrak/Honorer dengan Perjanjian Kerja; 

c. Pegawai yang ditunjuk sebagai Pembantu Pengurus Barang 
Pembantu diupayakan Pegawai Negeri Sipil, apabila tidak 

memungkinkan dapat menunjuk Pegawai Tidak Tetap/Tenaga 

Kontrak/Honorer dengan Perjanjian Kerja; 
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d. Penunjukan Pengurus Bararig Pengguna, Pengurus Barang 
Pembantu, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu 
Pengurus Barang Pembantu harus benar-benar dapat 
dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan dengan baik agar 
tidak sering terjadi penggantian, dan tidak dilakukan 
penggantian dalam satu tahun anggaran. 

14. Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah selain 
Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang 
Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu dilaksanakan 
dengan Keputusan Bupati. 

B. Standar Barang, Standar Kebutuhan, dan Standar Harga Barang 

1. Standar Barang, Standar Kebutuhan, dan Standar Harga Barang 
ditetapkan oleh Bupati. 

2. Standar Barang adalah spesifikasi dan kualitas yang ditetapkan 
sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah 
dalam perencanaan kebutuhan. 

3. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang 
dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan 
barang mi1ik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang mi1ik 
daerah. 

4. Standar Harga Barang adalah 
sebagai acuan pengadaan 
perencanaan kebutuhan. 

besaran 
barang 

harga 
mi1ik 

yang ditetapkan 
daerah dalam 

5. Standar Barang, Standar KebutUhan, dan Standar Harga Barang 
merupakan pedoman untuk menyusun: 
a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan 

dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 
Pemeliharaan. 

b. Rencana Belanja Barang sebagaimana tertuang dalam Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

6. Harga satuan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan mengikuti 
ketentuan standarisasi barang dan satuan harga barang yang telah 
ditetapkan oleh Bupati. 

7. Apabila diperlukan karena situasi pasar yang mengalami 
perubahan, atau sebab-sebab lai:h yang mendesak, maka Standar 
Barang dan Standar Harga Barang dapat dievaluasi, 
disesuaikan dan ditetapkan kembali oleh Bupati sebagai salah 
satu pedoman pelaksanaan APBD berjalan. 

C. Perencanaan Kebutuhan 

1. Dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 
(RKBMD) Pengadaan dan Reneana Kebutuhan Barang Milik 
Daerah (RKBMD) Pemeliharaan ha!rus mengacu pada: 
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a. Standar Kebutuhan Minimal SKPD dengan mempertimbangkan 
jumlah data Aset Tetap, Aset Lain-Lain yang rusak berat maupun 

idle, serta data usulan pemindahtanganan dan/ atau 

penghapusan; 

b. Jumlah data persediaan akhir, serta mutasi tambah (pembelian) 

dan mutasi kurang (pemakaian 1 tahun terakhir) serta data 

usulan penrindahtanganan dan/atau pengbapusan. 
dibanding dengan jumlah personil SKPD serta jumlah volume 

kegiatan/ sub kegiatan pada SKPD (per unit satuan kerja/KPB) 

2. Dalam rangka perencanaan Kebutuhan Barang dan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap tahun anggaran, 

dilakukan koordinasi secara terpatlu dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 
a. Pengguna Barang merencana;kan dan menyusun kebutuhan 

barang dalam Rencana Kerja ldan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 

sebagai bahan penyusunan R~ncana Anggaran Pendapatan dan 
I 

Belanja Daerah. I 

I 
b. Penyusunan Rencana Keb4tuhan Barang dan Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan Barai\.g SKPD harus mengacu pada: 

1) Standarisasi Barang dan Harga Satuan Barang yang telah 

ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati; 

2) Standar Kebutuhan Minimal Organisasi; 
3) Data Barang Inventaris yang telah dicantumkan pada KIB 

SKPD. 

3. Dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 

(RKBMD) Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Daerah (RKBMD) Pemeliharaan, harus melibatkan Pejabat 

Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengguna. 

4. Masing-masing SKPD wajib menyusun Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan, Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemeliharaan, Rencana 
Kebutuhan Barang Miiik Daerah (RKBMD) Pemanfaatan, 
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 

Penrindahtanganan, dan Rencana'Kebutuhan Barang Milik Daerah 
(RKBMD) Penghapusan untuk · disampaikan kepada Pengelola 

Barang melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah guna diteliti dan dievaluasi lebih lanjut. 
I 

5. RKBMD yang sudah dilakukan P"'1elahaan disusun menjadi Rencana 
Kebutuhan Barang Miiik Daerah IRKBMD) Pemerintah Daerah dan 
ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang untuk dipergunakan 

sebagai pedoman dalam pengelola!ln barang milik daerah. 
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6. Format Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 
Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 
Pemeliharaan SKPD sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 

D. Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa 

I. Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
berkewajiban melaporkan seluruh basil Pengadaan Barang/ Jasa 
yang berasal dari Realisasi Belanja DPA SKPD setiap 3 (tiga) bulan 
kepada Bupati melalui Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan 
Administrasi Pembangunan Setcja dengan tembusan ditujukan 

' kepada Badan Pendapatan, Penge)olaan Keuangan dan Aset Daerah 
dalam bentuk Laporan Hasil Pengj,.daan Barang (HPB) yang disusun 
oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang SKPD (P3B-SKPD), 
berdasarkan data dari Bendahara pengeluaran dan Pengurus Barang 
Pengguna. 

2. Dalam penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang (HPB) 
diperhatikan hal-hal berikut: 
a. Laporan Hasil Pengadaan Barang (HPB) yang terdiri dari Laporan 

Hasil Pengadaan Barang (HPB) lnventaris dan Hasil Pengadaan 
Barang (HPB) Pakai Habis sebelumnya harus dilakukan 
rekonsiliasi dengan realisasi Belanja Modal dan realisasi belanja 
barang maupun rekening lainnya yang menghasilkan barang. 

b. Hasil pengadaan barang berupa barang inventaris yang 
dihibahkan kepada Pihak Lain (di luar lingkup 
Pemerintah Kabupaten Tuban) yang berasal dari rekening 
Belanja Modal, wajib dicatat terlebih dahulu dalam Daftar 
Barang SKPD (Daftar Barang 'Pengguna), selanjutnya diajukan 
usulan hibah kepada Bupati dan diusulkan penghapusan 
dari Daftar Barang Milik Daerah. 

c. Hasil pengadaan barang yang akan dihibahkan kepada Pihak Lain 
yang berasal dari rekening B~lanja Hibah/Bansos Barang yang 
akan diserahkan kepada pihaki ketiga/masyarakat dicatat sebagai 
persediaan dalam daftar tersehdiri di luar Daftar barang SKPD 

' (Daftar Barang Pengguna/DJ:IP) dan tidak tennasuk dalam 
Laporan Hasil Pengadaan Barang (HPB). 

d. Laporan Hasil Pengadaan Barang (HPB) terkait dengan 
pertanggungjawaban/SPJ realisasi Belanja Barang DPA-SKPD, 
maka dalam proses penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang 
(HPB) wajib dilakukan rekonsiliasi internal SKPD yang melibatkan 
Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengguna, 
Pejabat Penatausahaan Keuangan serta para pelaksana 
kegiatan/ sub kegiatan di internal SKPD. 
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' ; 
3. SKPD yang telah selesai melal::sanakan kegiatan/ sub kegiatan 

penelitian dan pengembangan/ studi/kajian supaya melaporkan 
hasil kegiatan tersebut kepada Bupati Toban dalam bentuk Executif 
Summary. Sedangkan buku lapo~an hasil penelitian beserta soft 
copy-nya secara lengkap disam~a.ikan kepada Bappeda Bidang 
Penelitian dan Pengembangan, yang kemudian akan diinventarisir 
dan dipublikasikan. 

E. Penatausahaan Barang 

1. Barang diakui sebaga.i aset sajak diterima oleh Pengurus Barang 
Pengguna, dan dicatat/dibukukan sebesar nila.i yang akan 
dibayarkan/dikeluarkan, termasuk pajak-pajak berdasarkan 
dokumen penyerahan yang sah, antara la.in Surat Perintah 
Kerja/Surat Perjanjian, Berita Aicara Serah Terima Penggunaan, 
Berita Acara Serah Terima Hibah, <Ian sebaga.inya. 

2. Pencatatan Barang lnventaris dan Barang Paka.i Habis dalam 
administrasi Pengurus Barang Pengguna dinila.i dengan 
menggunakan metode harga perol$an (Acquisition Cost). 

3. Dalam menyusun neraca SKPD 0.gar dilakukan secara konsisten, 
dimana nila.i akhir tahun 2020 menjadi nila.i awal tahun 2021. 
Seluruh perubahan karena penambahan yang pada umumnya 
berasal dari realisasi Belanja Modal dan realisasi belanja barang 
maupun rekening lainnya pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 2019 
yang menghasilkan barang, harus terlebih dahulu dilakukan 
rekonsiliasi secara internal. Apabila terdapat penambahan yang tidak 
berasal dari realisasi Belanja Modal DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020 
harus diberi penjelasan berikut !dokumen pendukungnya. Neraca 
SKPD merupakan bagian dari Neraca Daerah. 

4. Khusus Hasil Pengadaan Barang Aset Tidak Berwujud berupa Hasil 
Penelitian, Kajian, Stud.i, dan Software, dicatat dalam neraca SKPD 
Pos Aset Tidak Berwujud. Kepala SKPD wajib melaporkan nila.i 
kegiatan/ sub kegiatan setiap sem~ster kepada Bupati melalui Badan 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

5. Dokumen basil pengadaan Aset Tidak Berwujud harus diserahkan 
kepada Sekretaris/Kepala Bagian/Kasubbag Tata Usaha untuk 
disimpan sebaga.i dokumen berharga (arsip vital), sedangkan di 
lingkungan Sekretariat Daerah di~rahkan kepada Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda paling lambat 
tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya. 

6. A set Tetap adalah barang inventaris yang memiliki masa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulani dan memenuhi kriteria batasan 
nilai/material aset tetap sesua.i Peraturan Bupati Toban Nomor 47 
Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Tuban. 
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a. Penambahan aset tetap daJan! Daftar Aset Tetap dapat berasal 
dari: 
1) Realisasi Belanja Modal DPA-SKPD tahun anggaran 2020; 
2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa DPA SKPD tahun anggaran 

2020 yang menjadi aset teulp; 
I 

3) Pengalihan status penggunaan barang dari SKPD lain dicatat 
sebesar nilai buku barang tersebut pada saat adanya 
transaksi pengalihan penggunaan (tanggal Berita Acara Serah 
Terima Pengalihan Status Penggunaan). 

' 4) Hibah dari Pihak Lain (Pemerintah Pusat, Pemkab/Kota, 
i Swasta maupun perorangan); 

5) Perolehan aset tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat 
dalam daftar aset SKPD; 

6) Pengalihan an tar bidang barang yang disebabkan oleh adanya 
kesalahan penempatan bi\lang barang maupun konstruksi 
dalam pengerjaan yang stidah selesai, dicatat sebesar nilai 
buku barang yang dipindahkan maupun konstruksi dalam 
pengerjaan yang sudah selesai pada saat adanya transaksi 
pengalihan bidang barang., Hal ini dibuktikan dengan profil 
barang yang masih berad!). pada bidang barang yang salah 

' maupun konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai, 
juga profil barang setelah ditempatkan pada bidang barang 
yangbenar. 

7) Penambahan aset tetap hanya menambah nilai aset pada 
barang, tidak boleh dicatatisebagai data/barang baru, namun 
harus dicatat sebagai penambah nilai aset pada barang 
tersebut untuk pekerjaan rehabilitasi/renovasi. 

b. Pengurangan Aset Tetap dari Daftar Aset Tetap dapat terjadi 
karena: 
I) Pengalihan ke Pos Aset 4>in-lain bagi barang-barang yang 

sudah rusak berat dan/ atau sudah tidak dipergunakan lagi 
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

2) Pengaliham status penggunaan barang milik daerah pada 
SKPD lain, dicatat sebesar nilai buku barang tersebut pada 
saat adanya transaksi pengalihan penggunaan (tanggal Berita 
Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan). 

3) Pengalihan antar bidang barang yang disebabkan oleh adanya 
kesalahan penempatan bidang barang maupun konstruksi 
dalam pengerjaan yang sU.dah selesai, dicatat sebesar nilai 
buku barang yang dipindiiilikan maupun konstruksi dalam 
pengerjaan yang sudah selesai pada saat adanya transaksi 
pengalihan bidang barang. Hal ini dibuktikan dengan profil 
barang yang masih berada pada bidang barang yang salah 
maupun konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai, 
juga profil barang setelah i ditempatkan pada bidang barang 
yang benar; 
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4) Penghapusan barang karena proses TP-TGR, dicatat sebesar 
nilai buku barang yang dihapus, dimulai dari Surat 
Keterangan Tanggung Jawslb Mutlak (SKTJM) oleh lnspektorat 
Kabupaten atau Majelis TP-TGR dan ditandatangani oleh 
Pelaku yang mengakibatkan Kerugian Negara, usulan 
penghapusan, dan dilaJ!:sanakan setelah terbit Surat 
Keputusan Penghapusan Bi>.rang; 

5) Penghapusan barang karena dihibahkan ke Pihak Lain 
(Pemerintah Pusat, PemkabVKota. Swasta, Perorangan); 

7. Aset Ekstrakomtabel adalah barahg inventaris yang memiliki masa 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan namun tidak memenuhi 
kriteria batansan nilai/material aset tetap sesuai Peraturan Bupati 
Tuban Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Tuban. 
a. Penambahan aset ekstrakomtabel dapat berasal dari: 

1) Realisasi Belanja Modal DPA-SKPD tahun anggaran 2020; 
2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa DPA-SKPD lain, dicatat 

sebesar nilai buku baning tersebut pada saat adanya 
transaksi pengalihan penggunaan (tanggal Berita Acara Serah 
Terima Penggunaan). Berita Acara Serah Terima Penggunaan 
harus dilampiri prom batj>ng yang dihapus, sebagai dasar 
entry data barang pada SKPD Penerima agar nilai dan 
keberadaan aset konsisten; 

3) Hibah dari Pihak Lain (Pemerintah Pusat, Pemkab/kota, 
swasta maupun perorangarl); 

4) Pengalihan an tar bidang barang yang disebabkan oleh adanya 
kesalahan penempatan bidang barang maupun Konstruksi 
sebesar nilai buku barang !yang dipindahkan dicatat sebesar 
nilai buku barang yang 'dipindahkan maupun konstruksi 
dalam pengerjaan yang sudah selesai pada saat adanya 
transaksi pengalihan bidang barang. Hal ini dibuktikan 
dengan profil barang yang imasih berada pada bidang barang 
yang salah maupun konstruksi dalam pengerjaan yang sudah 
selesai, juga profil barang setelah ditempatkan pada bidang 
barang yang benar. 

b. Pengurangan Aset EkstrakomMbel dapat terjadi karena: 
1) Pengalihan ke Pos Aset Lain-lain bagi barang-barang yang 

sudah rusak berat dan/ atau sudah tidak dipergunakan lagi 
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

2) Pengalihan status penggunaan barang pada SKPD lain, dicatat 
sebesar nilai buku barang tersebut pada saat adanya 
transaksi pengalihan pen~naan (tanggal Berita Acara Serah 
Terima Penggunaan). Berita Acara serah Terima Penggunaan 
harus dilampiri profil barang yang dihapus, sebagai dasr entry 
data barang pada SKPD Penerima agar nilai dan keberadaan 
aset konsisten; 
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i 
3) Pengalihan antar bidang barang yang disebabkan oleh adanya 

kesalahan penempatan biilang barang maupun konstruksi 

dalam pengerjaan yang sudah selesai, dicatat sebesar nilai 

buku barang yang dipin~kan maupun konstruksi dalam 

pengerjaan yang sudah se1esai pada saat adanya transaksi 
pengalihan bidang barang. Hal ini dibuktikan dengan profil 

barang yang masih berada pada bidang barangyang salah 

maupun konstruksi da1ani pengerjaan yang sudah selesai, 

juga profil barang setelah 'ditempatkan pada bidang barang 
yang benar; 

4) Penghapusan barang karena proses TG-TGR, dicatat sebesar 
nilai buku barang yang flihapus dan dilaksanakan sejak 

' diterbitkannya Surat Kete\-angan Tanggung Jawab Mutlak 
(SKTJM) oleh lnspektorat Kabupaten atau Majelis TP-TGR dan 

ditandatangani oleh Pelaku yang mengakibatkan Kerugian 

Daerah; 
5) Penghapusan barang kaiena dihibahkan ke Pihak Lain 

(Pemerintah Pusat, Pemkab/kota, swasta, perorangan); 
8. Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang 

dapat diindentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta 

memilki untuk digunakan dalam, menghasilkan barang/jasa atau 

digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk Hak Atas Kekayaan 
lntelektual (HaKI), meliputi software, lisensi dan franchise, hak 
cipta ( copy Tiflht), paten, good will dan hak lainnya serta basil 

penelitian dan pengembangan)kajian/ studi yang memberikan 

manfaat jangka panjang. Hasil penelitian dan pengembangan/ 

kajian/studi yang dilakukan Badan/Dinas/Lembaga/Kantor agar 
dilaporkan sebagai aktiva tetap aset tidak berwujud yang harus 

dimasukkan pada Neraca Keuangiµi Daerah. 
a. Penambahan Aset Tidak Berwujud berasal dari: 

I) Realisasi Belanja Modal DPA-SKPD tahun anggaran 2020; 

2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa DPA-SKPD tahun anggaran 

2020 yang menjadi aset ti~ berwujud; 

3) Pengalihan status penggun~ barang dari SKPD Lain; 
4) Hibah dari Pihak Lain; 

5) Pengalihan dari Bidang Barang Lain; 

6) Perolehan Aset Tahun-tahujl Sebelumnya; 
b. Pengurangan Aset Tidak Berwujud disebabkan oleh: 

I) Pengalihan ke pos Aset Lain-lain; 

2) Pengalihan status penggunaan barang ke SKPD Lain; 
3) Pengalihan ke Bidang Barang Lain. 
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9. Aset Lam-lain adalah barang-barang inventaris maupun Aset 
tidak berwujud yang sudah rusak berat dan/ atau sudah tidak 
dipergunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. 
a. Penambahan Aset Lam-lain berasal dari pengalihan dari Pos 

Aktiva Tetap, Ekstrakomtabel maupun Aset tidak berwujud bagi 
barang-barang yang sudah rusak berat dan/ atau sudah tidak 
dipergunakan lagi dalam penyelengaraan tugas pokok dan fungsi. 

' 
b. Pengurangan nilai Aset Lam-laih terjadi karena: 

1) Pengbapusan, dicatat sebesar nilai buku barang yang dihapus 
pada saat adanya transaksii pemindahtanganan (tanggal Berita 
Acara Serah Terima) atau pemusnahan (tanggal Berita Acara 
Pemusnahan). 

2) Pengalihan kembali menjadi aset tetap, aset ekstrakomtabel, 
dan aset tidak berwujuii karena adanya kegiatan/ sub 
kegiatan pemeliharaan yang mengakibatkan kondisi Aset Lam
lain tersebut menjadi baik dan difungsikan lagi. 

10. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan 
penurunan kapasitas dan rn.anfaat dari suatu aset. 
Akumulasi Penyusutan adalah i akumulasi penyusutan suatu 
aset sejak aset tersebut diperoleh sampai dengan tahun 
anggaran yang dilaporkan sesuai: Peraturan Bupati Tuban Nomor 
4 7 Tahun 2019 ten tang K~bijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Toban. 

F. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang 

1. Penerima Barang 
a. Penerimaan barang dari ~A/KPA ke pengurus barang 

dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 
barang/jasa oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sesuai 
batas kewenangannya. 

b. Penerimaan barang harus disertai dokumen pengadaan atau 
perolehan yang jelas menyatakan macam/jenis, jumlah, harga 
dan spesifikasi barang. 

c. Hasil penerimaan barang p,).kai habis dicatat dalam Buku 
Persediaan, dan barang inventaris dicatat dalam KIB. 

d. Dokumen perolehan barang tidak bergerak harus diserahkan 
kepada Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha untuk disimpan 
dalam brankas tahan api seba!i,u arsip vital. 

e. Penerimaan barang tidak bergerak yang berasal dari Pihak Lam 
sebagai sumbangan, hibah, wakaf atau dari pemenuhan 
pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu dilakukan oleh 
Pengelola Barang dan dituangkan dalam Berita Acara Serah 
Terima (BAST) yang disertai dokumen kepemilikan/penguasaan 
yangsah. 
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2. Penyimpanan Barang 

a. Basil penerimaan barang yang tidak langsung digunakan 

disimpan dalam gudang penyimpanan dan Pengurus Barang 
' Pengguna/Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus 

Barang wajib menjaga dan memelihara kondisi fisik barang yang 

ada dalam tanggung jawabnya agar selalu dalam keadaan siap 

untuk dipergunakan, untuk itu sistem pengelolaan barang di 

gudang dianjurkan dengan menggunakan metoda masuk pertama 

keluar pertama (First In First Out). 

b. Untuk memudahkan pemantauan kondisi fisik dan jumlah 
' barang, setiap terjadi penambahan dan pengurangan barang di 

dalam gudang penyimpanan wajib dicatat ke dalam Kartu Barang 

dan Kartu Persediaan Barang untuk tiap jenis barang. Kartu 

Barang harus diletakkan meleUat pada lokasi (tumpukan) barang, 

sedangkan Kartu Persediaan Barang disimpan sebagai salah satu 

dasar penyusunan Laporan Persediaan Barang. 

c. Setiap bulan sekali wajib flilakukan perhitungan barang di 
' gudang (stock opname) dan dituangkan ke dalam Berita Acara 

Stock Opname, sekaligus menyusun Laporan Persediaan Barang 

sebagai dasar pengakuan beban/pemakaian persediaan. 

3. Penyaluran Barang 

a. Penyaluran barang dilakukan untuk barang pakai habis dan 

barang inventaris bergerak yang diterima oleh Pengurus Barang 

Pengguna. 
' b. Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan penyaluran barang 

adalah Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) dari P{ljabat 

Penatausahaan Pengguna Barang. 

c. Berdasarkan Surat Perintah Peiiyaluran Barang, Pengurus Barang 

Pengguna menerbitkan Bukti Pengambilan Barang dari Gudang. 

d. Khusus barang-barang inventaris yang dikeluarkan untuk SKPD 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban, harus dibuatkan 
' Berita Acara Serah Terima Penggunaan dan harus diketahui 

serta dicatat oleh Pengurus Barang Pengguna/ Pembantu 

Pengurus Barang. Sedangkan untuk barang inventaris yang 

dikeluarkan untuk dihibahkan kepada instansi/badan usaha/ 

perorangan di luar lingkup Pemerintahan Kabupaten Toban 

dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah. 

e. Setiap penyaluran barang dicatat ke dalam Buku Pengeluaran 

Barang dan Buku Barang. 
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4. Laporan Persediaan Barang 
Untuk pemantauan nilai dan ~ondisi persediaan barang yang 
ada dalam tanggung jawabnya, inaka Pengurus Barang Pengguna 
berkewajiban menyusun Laporan Persediaan barang setiap 3 (tiga) 
bulan, selanjutnya disampaikan kepada Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset :oaerah Kabupaten Toban paling 
lambat 15 (lima belas) hari setelah periode triwulao berakhir. 

G. Status Penggunaan 
; 

I. Status Penggunaan barang mili3r< daerah ditetapkan Bupati dan 
dilaksanakan secara tahunan. 

2. Hasil realisasi belaoja DPA-SKPD berupa barang inventaris yang 

tergolong Aktiva Tetap dan dipergunakan oleh SKPD sendiri, wajib 
' dicatat dalam Daftar Aktiva Tetap dan dicantumkan dalam Neraca 

SKPD akhir tahun sebagai tambahan aset pada tahun yang 
bersangkutan. Sedangkan Hasil R~sasi Belaoja DPA-SKPD berupa 
barang inventaris yang tergolong i Aset Ekstrakomtabel, tidak perlu 
dicantumkan dalam Neraca, namun cukup dijelaskan dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengguna Barang mengajukan 
permohonan penetapan status Petj.ggunaan BMD setelah diterimanya 
Barang pada tahun anggaran berkenaan. 

3. Hasil realisasi belaoja DPA-SKPD berupa barang inventaris 
yang direncanakan akan dipergunakan oleh SKPD lain, 

' 
sebelumnya wajib dicatat dalam i Buku lnventaris SKPD sebagai 
tambahan aset pada tahun bersangkutan. Selanjutnya Pengguna 
Barang wajib mengusulkan penetspan status penggunaannya kepada 
Bupati melalui Pengelola Barang. : 

H. Pengamanan dan Inventarisasi 

I. Barang milik daerah yang dipergunakan oleh SKPD harus digunakan 

secara optimal untuk kepentingan ktinas. 
2. Setiap SKPD berkewajiban melaksanakan pengamanan terhadap 

barang milik daerah yang dikelolaoya, antara lain dengan melakukan 

tindakan: 
a. Pengamanan administrasi meliputi aktivitas/kegiatan pembukuan, 

inventaris, pelaporan, perlengkapan dokumen kepemilikan barang 
milik daerah berupa sertifikat hak atas tanah, !MB bagi 

gedung/bangunan, dan BPKB bagi kendaraan bermotor serta 
dokumen lainnya; 

b. Pengamanan fisik meliputi aktivitas/kegiatan penyimpanan dan 
pemeliharaan untuk menceg~ terjadinya penurunan fungsi, 
penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. Khusus untuk 
tanah dan bangunan juga meliputi pemagaran, pematokan/ tanda 
batas dan tanda kepemilikan (pa.pan nama); 

' 



-107-

c. Pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi 

pelanggaran hak atas barang' milik daerah a tau yang dikuasai 

Pemerintah Kabupaten Toban. ' 

Untuk pelaksanaan aktivitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, b, dan c di atas, dapat dianggarkan pada DPA-SKPD 

masing-masing. 

3. Mekanisme pencatatan/pembukuan dan penanganan barang 

inventaris: 

a. Pengurus Barang Pengguna 1 mencatat/membukukan barang 

inventaris yang diterimanya dalam Daftar Kekayaan SKPD 

dengan berdasarkan pada: 

I) Kontrak (Kuitansi/Surat Perintah Kerja/Surat Perintah Kerja 

Surat Perjanjian); 

2) Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang dan Bukti 

Pengambilan Barang dari Gudang; 

3) Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang Inventaris dari 

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban; 

4) Berita Acara Serah Terimit Hibah dari Pihak Lain di luar 

Pemerintah Kabupaten Tubkn; dan 
5) Dokumen lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Dalam waktu 1 (satu) minggu sejak barang inventaris diterima, 

maka Pengurus Barang Pen~a wajib memberikan labelisasi 

nomor kode barang dan kode lokasi sebagai identitas barang 

dimaksud. 

c. Pejabat Penatausahaan Barang melakukan pengawasan 

melekat terhadap pelaksariaan tugas Pengurus Barang 

Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus 

Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di 

atas. 

4. Laporan Penjelasan Belanja Modal, Laporan Aset tetap, Laporan 

Aset Ekstrakomtabel, Laporan Aset Lain-lain, Laporan Aset Tidak 

BeIWUjud, Laporan Pemeliharaan: Barang dan Laporan Akumulasi 

Penyusutan: 
a. SKPD wajib menyusun Laporan Penjelasan Belanja Modal, 

Laporan Aset Tetap, Laporari Aset Tidak Berwujud, Laporan 

Pemeliharaan Barang dan Laporan Akumulasi Penyusunan setiap 

3 (tiga) bulan. Laporan disampaikan kepada Sekretaris Daerah 

melalui Badan Pendapatan, ,Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 
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; 
b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilampiri 

penjelasan-penjelasan dari Kepala SKPD berkaitan dengan adanya 
ketidaksesuaian antara Laporan Pertambahan Aset Tetap dengan 
Realisasi Belanja Modal. 

' c. Agar penjelasan sebagaimanal dimaksud pada huruf b dapat 

menggambarkan realita yang sebenarnya (wajar), maka sebelum 

menyusun laporan dimaksud, ~KPD harus melakukan rekonsiliasi 

internal yang melibatkan J>i,jabat Penatausahaan Pengguna 
Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang 
Pengguna, Pejabat Penatausahaan Keuangan serta para pelaksana 

kegiatan/sub kegiatan di internal SKPD. 
5. Pensertifikatan tanah milik Pemerihtah Kabupaten Tuban: 

a. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah milik 
Pemerintah Kabupaten Tuban yang belum bersertifikat, maka 

Kepala SKPD bertanggung jawab atas pensertif'lkatannya. Untuk 
keperluan tersebut, masing-m1>.sing SKPD mengalokasikan dana 
sesuai kemampuan APBD. 

b. Sebagai tahap awal, agar Kepala SKPD melakukan pendaftaran 

pensertifikatan tanah sehingga tercatat dalam buku tanah pada 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan luas tanah yang 
dikelolanya dan belum bersertifikat sebagaimana tercatat dalam 

KIBA. 
c. Pelaksanaan sertifikasi tanah dapat dilaksanakan dengan cara 

swakelola atau dengan menggunakan penyedia jasa Notaris/PPAT. 
d. Pelaksanaan sertifikasi dengan cara swakelola dapat melalui 

' kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau 
dilaksanakan sendiri. Anggaran swakelola harus dialokasikan 
secara rinci terkait kebutuhan biaya resmi (objek Pendapatan 

Negara Bukan Pajak/PNBP) ~upun biaya pendukung (transpor, 
honor, uang sidang). 

e. Pelaksanaan sertif'lkasi tanah melalui jasa Notaris/PPAT, biaya 
sertifikasi diperhitungkan dalam biaya jasa Notaris/PPAT 

termasuk biaya penerbitan aktejual beli dan sebagainya. 
f. Sedangkan Pelaksanaan se~kasi tanah untuk kepentingan 

umum (ialan/ saluran) yang pengadaannya dilaksanakan melalui 
Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kabupaten, proses sertifikasinya 

dilaksanakan dengan cara • swakelola melalui DPA-SKPD 
Pengguna, dengan terlebih dahUlu melakukan koordinasi dengan 
Kantor Pertanahan setempat selaku Sekretariat P2T sebelum 
poses pengadaan tanah, dan pelaksanaan sertifikasi harus 
selesai paling lambat 1 (saru) tahun setelah tanah tersebut 
dibebaskan. 
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I. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

1. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang 

dalam pemakaian maupun barang persediaan, berupa pemeliharaan 
yang mengakibatkan pembehanan anggaran merupakan 

kegiatan/ sub kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa 

rehabilitasi dan restorasi, dengan maksud meningkatkan 

umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu 

produksi sehingga tidak menambah nilai aset. 

2. Untuk menghindari penurunan Kemampuan produktifitas barang, 
agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Kepala SKPD 

dapat mengalokasikan biaya pemeliharaan terhadap barang 

inventaris yang sudah tercatat dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) 

dengan berdasarkan pada hasil inventarisasi tahun sebelumnya, 

serta skala prioritas pelaksanaan pemeliharaan barang. 

3. Biaya pemeliharaan barang inveiltaris yang menjadi objek pinjam 
' pakai ditanggung oleh peminjam pakai sesuai dengan perjanjian. 

4. Hasil pemeliharaan dapat dikapitalisasi menambah nilai aset yang 

dipelihara apabila setelah dila)rukan pemeliharaan memenuhi 

kriteria sebagai berikut: ' 

a. memperpanjang masa manfaat; 

b. meningkatkan kapasitas; 

c. meningkatkan mutu produksi;' atau 
d. meningkatkan standar kinerja. 

J. Penghapusan 

I. Pengguna Barang berkewajiban melaporkan/mengusulkan pada 

Bupati melalui Pengelola Barang untuk barang milik daerah dalam 

linglrungan wewenangnya yang : kondisinya rusak, hilang, mati 
(hewan dan tanaman), suSut, berlebih, membahayakan 

keselamatan/keamanan/lingkungan, terkena rencana tata ruang 

kota dan tidak efisien lagi, agar d/proses penghapusannya. Laporan 

tersebut harus menyebutkan nacia, jumlah barang, lokasi, nomor, 
kode barang, harga perolehan dan lain-lain yang diperlukan. 

2. Pengguna Barang wajib mengajukan usulan penjualan dan usulan 
penghapusan gedung yang harus segera dibangun kembali (rehap 

total) sesuai dengan peruntukannya semula serta bersifat 

mendesak dan membahayakan bagi penggunanya setelah 

mengetahui secara pasti bahwa anggaran pembangunannya telah 

tersedia. Pelaksanaan pembongkaran gedung yang diakibatkan oleh 

terlambatnya usulan penjualan dan usulan penghapusan dari 
SKPD, maka kepada SKPD disampaikan sanksi teguran tertulis. 
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BAB VIII 

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN 

KEGIATAN/SUB !KEGIATAN 

A. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggatan 

Kepala SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan/sub kegiatan 
pengendalian sesuai dengan ukuran, ' kompleksitas, dan sifat dari tugas 

dan fungsi SKPD yang bersangkutan'. 

Kepala SKPD menyampaikan laporim Realisasi Fisik dan Keuangan 
(RFK) kegiatan/sub kegiatan APBD ', setiap bulan selambat-lambatnya 
tanggal 10 (sepuluh) pada bulan beHkutnya dan disampaikan kepada 
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan 

Sekretariat Daerah. 

B. Pejabat Pembuat Komitmen 

Pejabat Pembuat Komitmen mengendalikan pelaksanaan kegiatan/sub 
' 

kegiatan pengadaan barang/jasa dart melaporkannya kepada Pengguna 
Anggaran (PA). 

C. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan/ sub kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya 
kepada Pengguna Anggaran (PA). 

D. Panitia/ Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

Melakukan pemeriksaan administrasi basil pekerjaan pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa llainnya. 

E. Pengawas Teknis Lapangan 

Melakukan pengawasan teknis di lapangan setiap hari terhadap 
' kegiatan/sub kegiatan pekerjaan fisik konstruksi yang dilaksanakan 
' oleh rekanan dari segi kualitas dan kuantitas serta jadwal pelaksanaan 

kegiatan/ sub kegiatan. 

BUPATI BAN, 

../ 

H.FATH UDA 


